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(1) 

(2) 

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

BABII 
PERSY ARA TAN DAN KRITERIA 

Bagian Pertama 
Persyaratan 

Pasal 2 

Obat tradisional obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang dibuat dan atau diedarka 
di wilayah Indo~esia wajib memiliki izin edar d~ri Kepala Badan. n 
Untuk memperoleh izin edar sebagaimana d1maksud pada ayat (1) harus dilakukan 
penda ftaran. 

Pasal 3 

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 terhadap : 
a. obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang digunakan untuk penelitian; 
b. obat tradisional impor untuk digunakan sendiri dalarn jumlah terbatas; 
c. obat tradisional impor yang telah terdaftar dan beredar di negara asal untuk tujuan parneran 

dalau1 jumlah terbatas; 
d. obat tradisional tan pa penandaan yang dibuat oleh usaha jarnu racikan dan jamu gendong; 
e. bahan baku berupa simplisia dan sediaan galenik. 

Bagian Kedua 
Kriteria 

Pasal 4 

Untuk dapat memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 obat tradisional, obat 
herbal terstandar dan fitofarmaka harus n1emenuhi k -·t · b · b · 

k a 1 ena se aga1 enkut · 
a. mengguna ·an bahan berkhasiat dan bahan tambahan y uh. . atan mutu. 

keamanan dan kemanfaatan / khasiat: ang memen 1 persyar 

b. dibuat sesuai dengan ketentuan tent;._ng p ct C 
B · c e oman ara Pembuatan Obat Tradisional yang 

a1k atau Cara Pembuatan Obat yang B·iik b 
c . d b · · · - ' yang erlaku· 

penan aan ens1 mtonnasi yang lengka d b . _' . . unaan 
obat ~radisional, obat herbal te;standar ~a:~ 0 ?'ektit yang dapat menJru~m peng~ anian 
sesua1 dengan hasil evaluasi d ·ilam k itofannaka secara tepat, ras1onal dru 

~ c c rang ·a pendaftaran. 

BAB Ill 
PENDAFTAR 

Penduftur Obnt Trudisional O I Bagian Pertama kit 
a um Negeri, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarn111 

(I ) 
Pasnl 5 

Pl.•mJath11· obat tradisionnl d · 1 dari : _. an1 n ~g~ri. obat l b l 1~r a terstandar dan 
. c~rdiri 

fito far111aka 
a . Pl.' ndattar l)bat 

titot"annuka ; 
lradisional l ·1np·· I' . 

• " tscnst • pcndaftar obat herbal te rsta11clar, 
d11tltlf 

pt:rl 
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(2) 

(3) 

(4) 

(I) 

(2) 

(I) 

(2 ) 

( :Z ) 

b . 
c. 

IJAIIAN PP.NGAWAS IHIAT DAN MA KANAN 
IIP.PUIJI.IK INOONl!SIA 

pcndafla1· obat tradisional liscnsi; 

pcndaflai· obat tradisional kontrak, obat herbal 
kontrak. terstandar kontrak dan fitofarmaka 

Pendaftar obat lradisional tanpa lisensi ob·tt h b 
1 · c1· k d ' c er a terstandar dan fitofa k 

scbaga1111ana ima su pada ayat (I) huruf a adal· h . d . b . . rma a 
indust1·i kecil obat tradisional (JKOT) atau industri c~ar~a~~tn o at trad1s1onal (JOT) atau 

Pcnd~ftar ?_bat _tradisional lisensi. sebag~imana dimaksud pada ayat ( J) huruf b adalah 

pencnma hsensi yang merupakan mdustn obat tradisional (JOT) atau industri farmasi. 

Pendaft:ar obat. tradisio_nal kontrak, obat herbal terstandar kontrak dan fitofarmaka 

kontrak seb_aga1m~na d1mak_s~d pada ayat (I) huruf c adalah pemberi kontrak yang 

merup~kan md~stn obat trad1s1onal (JOT) atau industri kecil obat tradisional (IKOT) atau 
industn farmas1. 

Pasal 6 

Jndustri di bidang obat tradisional dan industri farmasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) proses pembuatannya wajib menerapkan Cara Pembuatan 

Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) atau Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). 

Ketentuan lebih Janjut mengenai penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik 

untuk industri kecil obat tradisional (IKOT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 
(2) diatur oleh Kepala Sadan. 

Bagian Kedua 
Pendaftar Obat Tradisional Jmpor 

Pasal 7 

Pendaftar obat tradisional impor adalah industri di bidang obat tradisional atau industri 

farmas i atau badan usaha di bidang pemasaran obat tradisional y~n~ mendapat sura~ 
pcnunjukan Jangsung dari indus tri di bidang obat tradisional atau pem1ltk nama dagang dt 

negara asal. 

Jndus tri di bidang obat tradisional di nega~a a~al . s:~~r(i;~r;) ~~::k;~:ft~i:n ar:~fi~~ 
waJ"ib mcmcnuhi pcrsyaratan Cara Pembuatan ya:'1g a1 h d"keluarkan 

· · k , · t kh · pal mg lama 2 (dua) ta un yang 1 s urat ketcrangan s esua1 data mspe S I era Ir 

olch pcjabat yang berwenang. 

Bagian Ketiga 

P •·ndaftar Obat Tradisional, Obat Herb~I Terstandar dan 
..., 0·1· d ng1 Paten Fitofarmaka yang • m u 

Pas al 8 

. . k ang dilindungi paten 
h b · I tersta ndar d a n fitofarma a y · •i sel a ku 

h :ndcdta r o ln.1 t tradi s ional , o bat er a · . c1 · ,· n ·il atau indus tn farmas 
. . . d . b . d·,ng obat tra 1s10 c t u m e nda pa t 

di lnc.J<,n <.;.~ia a d ,;1 lah mdus tn I . I c . I h milik ha k pa te n a a 
d ' b• kuasaoc pe b 1, ku 

Pl: rn <.;.g a n g h a k pate n a ta u yang I e n , . d•-·nga n ketcntuan y a ng er a · 
J h · k paten se s ua1 -.. 

pc ns~a liha n p aten d a ri p e rnegan g a · . - a ten 

d .b ktik a n denga n sert1fika t p . 
. . da a a t (I) harus J u 

I h 1k p aten 11e baga ima n c1 d1rna k s ud pa Y 

199 

KEMENKES R
I



(3) 

B/\0/\N PENG/\W/\S 00/\T DAN M/\KAN/\N 
RF.PUOl,IK INDONESI/\ 

Pengalihan paten sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) harus dibuktikan d pengalihan hak paten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. engan actanya 

Bagian Keempat 
Tanggung Jawab Pendaftar 

Pasal 9 

Pendaftar bertanggung jawab atas : 
a. kelengkapan dokumen yang diserahkan; b. kebenaran semua informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran; c. kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan untuk kelengkapan pendaftaran· d . pernbahan data dan inforrnasi dari produk yang sedang dalam proses pendaftaran. ' 

BABIV 
KA TEGORI PEND AFT ARAN 

Pasal 10 

(1) Pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dikategorikan menjadi pendaftaran baru dan pendaftaran variasi. 

(2) 

(3) 

Pendaftaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) terdiri dari: a . kategori I pendaftaran obat tradisional yang hanya mengandung simplisia berasal dari Indonesia (indigenous) dalam bentuk sediaan sederhana (rajangan, serbuk, parem, pilis, 
b. 

C . 

d. 
e . 
f. 

g. 

h . 

kategori 2 

kategori 3 

kategori 4 
kategori 5 
kategori 6 

kategori 7 

kategori 8 

dodol, tape), cairan obat luar); 
pendaftaran obat tradisional yang hanya mengandung simplisia berasal dari Indonesia (indigenous) dalam bentuk sediaan modern (pil, tablet, kapsul, krim, gel, salep, supositoria anal, cairan obat dalam); 
pendaftaran obat tradisional dari kategori l dan 2 dengan klaim indikasi baru, bentuk sediaan baru, posologi dan dosis baru; 
pendaftaran obat herbal terstandar; 
pendaftaran fitofarmaka; . . pendaftaran kategori 4 dan 5 dengan klaim indikas• baiu. bentuk sediaan baru, posologi da.n dosis baru; . 

1 
.• •11 d -"' :{ · 1t11P ISi pen a1.taran obat tradisional yang m.enganc ung s . tau berasal bukan dari Indonesia (non-indigenous) dan 

II 
an . 1·· d 'ktahu1dc:ng sunp 1s1a yang profil keamanann.ya belum 1 ·e 

pas ti ; 
klaint pen.daftaran. obat trndision.al dari kategori 7 d e ng:~•~ baru. indikasi baru, bentuk sediaan bani. posologi dan dosis 

P e ndaftaran variasi sebagaimana dimaksud padu ayat ( t) terdiri dari : d lf dn11 k . 9 d . b I rrstan t 
a . ategon : pen aftaran obat tradisional. obat her a t: - . litofan11aka yang tdah 111endapat izin edar dengan. ,posisi: 

b h ·tn kOll 9 . 1. Pe rubuhan nu111a produk tanpn pent a < • 
11

. k •11,asa • 9 .2. Pen1bahan atau pcnan1bnhan ukuran c,:; 
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b . kategori 10 

c . kategori 11 

BA DAN PENGAWAS OBAT DAN MAKJ\N,\N 
REPUBLIK INDONESIA 

9 .3. 

9.4. 
9 .5 . 

9.6. 

pada Perubahan klaim 
m e ngubah manfaat; 
Perubahan desain kemasan; 

penandaan yang tidak 

Perubahan nama pabrik atau nama pemberi lisensi, 
tanpa perubahan status kepemilikan; 
Perubahan nama importir, tanpa perubahan status 
kepemilikan. 

pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan 
fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan: 
10.1. Perubahan spesifikasi dan atau metoda analisis 

bahan baku; 
10.2. Perubahan spesifikasi dan atau metoda analisis 

10.3. 
10.4. 
10.5. 
10.6. 

produk jadi; 
Perubahan stabilitas; 
Perubahan teknologi produksi; 
Perubahan tempat produksi; 
Perubahan atau penambahan jenis kemasan. 

pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan 
fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan 
perubahan formula atau komposisi termasuk bahan 
tambahan yang tidak mengubah khasiat. 

BABV 
TATA LAKSANA MEMPEROLEH IZIN EDAR 

Bagian Pertama 
Pendaftaran 

Pasal 11 

(1) Pendaftaran diajukan oleh pendaftar kepada Kepala Badan. 

(2 ) P e ndaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dilakukan dalam 2 
(dua) tahap yaitu pra penilaian dan penilaian. 

(3) Pra penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tahap pemeriksaan 
kele ngka pan, keabs ahan dokumen dan dilakukan penentuan kategori s eba gaimana 
dimaksud dalam Pasal 10. 

(4 ) P e nil a ian sebagaimana dimaksud pada a yat ( 2 ) merupa kan proses e v a luas i te rhada p 
d o kume n dan data p e ndukung. 

(I ) 

(2) 

Pas al 12 

H asil pra p e nila ia n dibe rita huka n secar a te rtulis k e p a da p e ndaftar d a n b e r s ifa t m e n g ika t . 

H as ii pra p e nil a ia n sebaga ima na dimaks ud p a d a ayat (I ) dibe ritahukan sela mba t
la n~batnya IO (sepuluh) h a ri k e rj a untuk p e ndafta rnn varias i dan 2 0 (dua puluh) h ari 
ke rJ a untuk p e ndafta ran b a ni te rhitung sej a k tanggal dite 1·irna n ya b e rkas p e nda ft a ran. 
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OADAN PF.NGAWAS ODAT DAN MA KANAN 
RF.PUDLIK INDONF.SIA 

Pasal 13 

Data dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dalam rangka pcndaftaran dijaga 

kerahasiaannya oleh Kepala Badan. 

Pasal 14 

Terhadap pendaftaran dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(1) 

(2) 

Pasal 15 

Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan berkas pendaftaran yang terdiri 

dari formulir atau disket pendaftaran yang telah diisi, dilengkapi dengan dokumen 

administrasi dan dokumen pendukung. 

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) seperti tercantum d alam 

Lampiran l. 

(3) Formulir pendaftaran atau disket disediakan oleh Sadan Pengawas Obat dan Makanan. 

Pasal 16 

(1) Dokumen pendukung obat tradisional, obat herba l terstandar dan fitofarmaka 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( l) terdiri dari : 
a. dokumen mutu dan teknologi sesuai Lampiran 2; 
b . dokumen yang mendukung klaim indikasi sesuai jenis dan tingkat pembuktian. 

(2) Pedoman klaim indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b ditetapkan 
tersendiri. 

Pasal 17 

(I) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 15 ayat ( l) h a rus dile n gkapi 
dengan: 
a. ranca ngan kemasan yang meliputi etiket, dus pembungkus str· bl" h 

k I 
. . • , 1p, 1ster, catc 

cover, dan emasan am sesua1 ketentuan te ntang pembungkus d d 
b I k k an penan aan yan g 

er afi u ,f:yangkme rupa kan rad~cdangan kemasan ob~t tradis io n al, obat h erbal terstandar 
dan 1to arma a yang a an 1e arkan dan harus d1lengkapi den 

b . brosur yang mencantumkan informasi mengenai obat tr ~1:l~ ran~angan wama; 
terstandar dan fitofannaka. a !Siona , obat h e rba l 

(2) Inform'.'1si mi~ima l yang h a rus dicantu'!1-ka n pada rancangan kemasan d a n brosur 
sebaga1ma na d1ma k s ud pada ayat ( l) sesua1 Lampi ran 3. 

Pasal 18 

Pendaftaran obat tradisional kontrak, obat he rbal te rstandar kontrak d r , 
obat tradisiona l lisen si dan obat tradisional impor sela in h aru s m e m e a~. 1~0 fannaka kontrak. 

p e ndaftaran obat tradisional, obat h erbal terstandar dan fitofarmak~u - 1 ke tentuan peraturan 

ketentuan sebagaimana terc antum dalam Lampiran 4. ' Juga harus 1nemenuhi 

Pasal 19 
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BADAN PENGAWAS ODAT DAN MAKANAN 
REPUDLIK INDONESIA 

(I) Untuk pendaftaran baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (2), berkas yang 

diserahkan sesuai Lampiran 5 terdiri dari: 

a. fommlir TA berisi keterangan mengenai dokumen administrasi; 

b. fonnulir TB berisi dokumen yang mencakup formula dan cara pembuatan; 

c. fonnulir TC berisi dokumen yang mencakup cara pemeriksaan mutu bahan baku dan 

produk jadi; 
d . fonnulir TD berisi dokumen yang mencakup klaim indikasi, dosis , cara pemakaian 

dan bets. 

(2) Unruk pendaftaran variasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3 ) , berkas yang 

diserahkan terdiri dari fo1mulir pendaftaran variasi sesuai Lampiran 6 dan kelengkapan 

pendaftaran variasi untuk masing-masing kategori sesuai Lampiran 7. 

Bagian Kedua 
Pengisian Formulir 

Pasal 20 

( 1) Pengisian formulir pendaftaran, dokumen administrasi dan dokumen pendukung 

mengikuti ketentuan sebagai berikut : 
a . pengisian formulir pendaftaran harus menggunakan bahasa Indonesia dan atau 

bahasa Inggris; 
b. dokumen pendaftaran dapat menggunakan bahasa [ndonesia dan atau bahasa [nggris; 

c . p enandaan obat tradisional dalam negeri, obat herbal terstandar dan fitofarmaka 

harus m e nggunakan bahasa Indonesia; 

d . pena ndaan obat tradisional impor hams menggunakan bahasa Indonesia disamping 

bahasa aslinya. 

(2) P e tunjuk pengisian formulir pendaftaran baru sesuai Lampiran 8. 

Bagian Ketiga 
Penilaian 

Pasal 21 

( I ) Terhadap dokumen pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka 

yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 

dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(2) Pelaksanaan penilaian untuk pendaftaran baru dilakukan melalui: 

a . jalur I 

b . jalur 2 

c. jalur 3 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

untuk produk kategori l dan 2 yang menggunakan nama 

umum dengan komposisi tunggal atau komposisi sederhana 

(maksimum 5 jenis bahan); 
untuk produk kategori 9 yang variasinya tidak 

mempengaruhi mutt1 dan keamanan; 

untuk produk kategori I dan 2 yang menggunakan nama 

dagang dengan ko mposisi tunggal atau komple ks; 

untuk produk ka tegori IO yang variasinya m e mpengaruhi 

mutu; 
3.1. untuk produk ka tegori 3 ; 

3 .2. untuk produk kategori I I yang variasinya mempe nga ruhi 

mutt1; 
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( 1) 

d. jalur 4 
e. jalur 5 

BADI\N PENGAWAS DBAT DAN MAKANAN REPUBI.IK INDONESIA 

untuk produk kategori 6 dan 8 ; untuk produk kategori 4 , 5 dan 7. 

Pasal 22 
Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
Penilai Obat Tradisional (PPOT) dan Komite Nasional Penilai (KOMNAS POT). 

dibentuk Panitia 
Obat Tradisional 

(2) Pembentukan, tugas dan fungsi PPOT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
oleh Deputi. 

(3) Pembentukan, tugas dan fungsi KOMNAS POT sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) 
ditetapkan oleh Kepala Badan. 

Pasal 23 
Hasil penilaian mutu, keamanan dan khasiat dapat berupa memenuhi syarat, belum memenuhi 
syarat atau tidak memenuhi syarat. 

Bagian Keempat Pemberian Keputusan 

Pasal 24 
~:1:i7:er!:~ memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Sadan 

Lampiran 9 . surat keputusan persetujuan pendaftaran dengan menggunakan format sesua1 
Pasal 25 

( 1) Dalam hal belum memenuhi syarat seb · 
tamb~han d~ta yang akan diberitahuk:;a~:'ana dimaksud dalam Pasal 23 , diperlukan 

sesua, Lampiran 10. 
cara tertulis dengan menggunakan format (2 ) P endaftar yang telah menerima per . t 

ayat (l) wajib : 
mm aan tambahan data sebagaimana dimaksud pada 

a. m enye rahkan tambahan data s l b 

. 

tanggal pe mberitahuan· e am at-lambatnya 3 (tiga) bulan te rhitung mula
1 b . bila b atas waktu 3 ( tig ~) bula b . b n se aga1ma ct· 

· 

e rkas p endaftaran dike mbal'k d na imaksud pada huruf a te lah dilampaui, 
b k 

. , an e ngan su t . . 
c . e r as y a n g d1kemba lika n b . ra ses ua1 Lampiran 1 l. 

k b
. 1· b . se agaunana d' k , . . 

e m a 
I 

se a ga1 pe nda fta ra b . . ima s ud pada huruf b d a p at dtaJukan 

ct · k 
n a1udand1le k . 

,ma s ud p ad a aya t (I ) . ng api d e ngan ta mba h a n d a ta seb agaimana 

Pasal 26 D a la m h a l tidak m e m c nuhi . . b 
.k 

syarat scbagaim . ct · 
m e,n en a n s ural kepulusan dt.:n gan m . c a n a tmaks ud d a la 1n Pasal I Badall 

cng guna k a f 
2 3 , K e pa a n o nna t sesu a i L a mpira n 12 . 
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Pasal 27 

t San basil penilaian diberikan terh1"tun · k d" · 
I{epu u . . . . g se3a 1tenmanya berkas pendaftaran yang 

Jengkap disertat buktt pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selambat-lambatnya 

untuk: 
a. pendaftaran jalur I (satu) 

b. pendaftaran jalur 2 ( dua) 

c. pendaftaran jalur 3 ( tiga) 

d. pendaftaran jalur 4 ( empat) 

7 
15 
30 
60 
90 

hari kerja; 
hari kerja; 
hari kerja; 
hari kerja; 
hari kerja. e. pendaftaran jalur 5 ( lima) 

Bagian Kelima 
Dengar Pendapat 

Pasal 28 

(l) Terhadap keputusan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pendaftar dapat 

mengajukan keberatan secara tertulis dengan mekanisme dengar pendapat kepada Kepala 

Badan. 

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diajukan paling Jama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak tanggal surat keputusan. 
Bagian Keenam 

Peninjauan Kembali 

Pasal 29 

(1) Berdasarkan hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat 

dilakukan peninjauan kembali terhadap hasil penilaian. 

(2) Dalam hal peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) pendaftar hams 

melengkapi dengan data baru dan atau data yang sudah pemah diajukan disertai 

justifikasi. 

(3) Hasil peninjauan kembali dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan 

keberatan. 

Bagian Ketujuh 
Persetuj uan Pendaftaran 

Pasal 30 

Persetujuan pend fit b t t dt"sional obat herbal terstandar dan fitofarmaka berlaku 5 

(I. a aran o a ra , d d" · I l · 
1rna) tahun 1 "h h" ketentuan yang berlaku dan apat 1perpan3ang me a u1 

P se ama mast memenu 1 
enctaftaran ulang. 
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(1) 

(2) 

(3) 

BA DAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

BABVI 
PELAKSANAAN IZIN EDAR 

Pasal 31 

Pendaftar wajib membuat obat tradisional, obat her?al terstandar dan fitofarmaka atau mengimpor obat tradisional yang telah mendapat izm edar selambat-lambatnya l (satu) tahun setelah tanggal izin edar dikeluarkan. 

Pendaftar harus menyerahkan kemasan siap edar kepada Kepala Badan selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dibuat atau obat tradisional diimpor. 

Pendaftar wajib melaporkan infonnasi kegiatan pembuatan atau impor secara berkala setiap 6 ( enam) bulan kepada Kepala Badan. 

BAB VII 
PENILAIAN KEMBALI 

Pasal 32 

( l) Terhadap obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang telah memiliki izin edar dapat dilakukan penilaian kembali oleh Kepala Badan. 

(2) Penilaian kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila ada data dan atau informasi baru berkenaan dengan rnutu, keamanan dan khasiat yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. 

BAB VIII 
PEMBATALAN 

Pasal 33 

( 1) Kepala Badan dapat membatalkan izin edar obat tradisional, obat herbal ters tandar dan fitofarmaka apabila : 
a . berdasarkan penelitian atau pemantauan setelah beredar tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau · 
b . penand~an tid~k sesuai dengan yang telah disetujui atau; c. promos1 meny1mpang dari ketentuan yang berlaku atau; d . tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau ; e. selama 2 (dua) tahun berturut-turut obat tradisional obat herbal terstandar dan ~~ofa~aka ti_da~ di?uat atau obat tr~~isional tidak diiro'por atau; a i . 1zm mdustn d1 b1dang obat trad1s1onal , izin industri farmasi atau badan usah dicabut atau; 
g. pemilik izin edar melakukan pelanggaran di bidang pembuatan obat tra disional, obat h e rbal terstandar dan fitofarmaka atau impor obat tradisional. 

(2) P e mba talan izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ole h Kepala Badail d e ngan menggunakan format sesuai Lampi ran 13 . 
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(2 ) 

(3) 

~ 
111\Di\N P6NGAWi\S 0111\T Di\N Mi\Ki\Ni\N 

RF.PUBLII< INDUNKSI,\ 

BAB IX 
LARANGAN 

Pasal 34 

Obat tradisi~n~l. ob~t ~1erbal_ terstandar dan fitofarmaka dilarang mengandung : 
a. bahan knnia hastl 1solas1 atau sintetik berkhasiat obat· 
b. narkotika atau psikotropika; ' 
c. bahan yang dilarang seperti tercantum pada Lampiran 14; 
d. hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Obat tradisional dilarang dalam bentuk sediaan : 
a. intravaginal; 
b . tetes mata; 
c. parenteral; 
d. supositoria, kecuali digunakan untuk wasir. 

Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dalam bentuk sediaan cairan obat 
dalam tidak boleh mengandung etil alkohol dengan kadar lebih besar dari 1 % (satu 
persen), kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran. 

BAB X 
SANKSI 

Pasal 35 

( 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan mt dapat dikenai sanksi administratif 
berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penarikan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dari peredaran 

termasuk penarikan iklan; 
c. penghentian sementara kegiatan pembuatan, distribusi, penyimpanan, pengangkutan 

dan penyerahan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dan impor 
obat tradisional; 

d. pembekuan dan atau pencabutan izin edar obat tradisional, obat herbal terstandar dan 
fitofarmaka. 

(2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dikenai 
sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 36 

( 1) Semua peraturan ya ng Lelah dikeluarkan sebelum ditelapkannya peraturan ini, masih 
telap berlaku sepanjang tidak bertcntanga11 dan atau be lum diganti dcngan peraturan ini . 
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HADAN PENGAWAS OHAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang telah memiliki iz· 
k k · in eda seb e lum peraturan ini ditetapkan harus mela u an penyesuaian selambat-lamb tn r (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan. 

BABXII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 37 

a ya 2 

( l) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut. 

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

: JAKARTA 
: 2 Maret 2005 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

H.SAMPURNO 
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Ml!NTliltl llli~lilli\Ti\N 
IUil'lllll ,IK INIIUNliSIJ\ 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1205/MENKES/PER/X/2004 

Menimbang 

Mengingat 

TENTANG 
PEOOMAN PERSYARATAN KESEHATAN PELAYANAN 

SEHAT PAKAI AIR (SPA) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a . bahwa pengobatan tradisional (alternatif) yang 
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya 
terus dibina, ditingkatkan, dikembangkan dan diawasi 
digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan 
optimal ; 

dapat 
perlu 
untuk 
yang 

b. bahwa SPA merupakan upaya kesehatan tradisional dalam 
bidang preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan 
holistik dengan menggunakan bahan alami yang perlu 
dilestarikan, dibina dan diawasi sehingga aman dan 
bermanfaat bagi kesehatan; 

c . bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu 
ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 
Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495 ); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 ); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemorintahon 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 60, T amboh on 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

4 . Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmb1 ,nonn 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Oooruh (I umbo, rn, 
Negara Tahun 1999 Nomor 72 , T ambohan I omboro 11 Nouum 
Nomor 3834); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 ·1o t111n 1 ~JDH lur 1t u11~J 
Pengamanan Sediaan Farmasi d an Ala t Ko~nhu l11n (I 0111brn1111 
Negara Tahun 1998 Nomor 138, TarntJohon L n111hur un Nouu 111 
Nomor 3781 ); 
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Menetapkan 
Pertama 

Kedua 

Ketiga 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10. 

11 . 

12. 

~
' ~ 11) 
~- ~ ~,~'_., 
~ ~--"( _....._ ..... 
~ 

M[NTF.RI KF.SF.IIATAN 
REPIJRLIK INOONESIA 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 . tentan Kewenangan Pemenntah dan Kewenangan Provinsi seba g 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor ~:1 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); · 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tenta 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggara nag P . n emenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nornor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedornan 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ; 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/lX/1990 
tentang Syarat- Syarat dan Pengawasan Kualitas Air; 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061 /Menkes/Per/1/1991 
tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian 
Umum; 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1 995 tentang Sentra Pengembangan 
Pengobatan Tradisional ; 

0584/Menkes/S KNI/ 
dan Penerapan 

Keputusan Menteri Kesehatan 
Xl/2001 tentang Organisasi dan 
Kesehatan; 

Nomor 1277 /Menkes/SK/ 
Tata Kerja Depa rte men 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII 
/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN KESEHATAN PELAYANAN SEHAT PAKAI 
AIR ( SPA). 

Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat 
(SPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan ini. 

Pakai Air 
dan 11 

· Air Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Paka1 
. . rupakan ( SPA) sebagaimana d1maksud dalam d1ktum Kedua me . 5 . SPA o,na pedoman bagi SPA Terap1s, Sarana Pelayanan , dan 

Kesehatan Propinsi , Dinas Kesehatan Kabupaten/Kot:n dan 
lnstansi/Unit terkait lainnya agar pelayanan SPA dapat am 
bermanfaat bagi kesehatan. 
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Keempat 

Kelima 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keg iatan pelayanan 
SPA yang berkaitan dengan bidang kesehatan dilakukan oleh 
Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Oktober 2004 

MENTERIKESEHATAN, 

ttd 

Dr. ACHMAD SUJUDI 
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MRNn"1 KliSlilli\T/\N 
I\Rl'lllll.lK INllllNESI/\ 

Lampiran I 
Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor : 1205/Menkes/Per/X/2004 
Tanggal: 19 Oktober 2004 

PEDOMAN PERSYARATAN KESEHATAN PELAYANAN SEHAT PAKAI AIR ( SPA) 

I. PENDAHULUAN : 

A. Latar belakang 

Dalam dekade terakhir pelayanan SPA telah berkembang pesat baik di luar 111aupun dalam negeri sebagai upaya pelayanan kesehatan. Perkembangan pe\ayanan SPA tidak terlepas dari sejarah perkembangan SPA dimasingmasing negara. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sangat erat kaitannya dengan kebiasaan atau sosiobudaya yang ada sehingga di setiap negara berkembang secara spesifik terkait dengan budaya setempat. Pe\ayanan SPA menggunakan surnberdaya a\am yang tersedia misa\ : sumber air panas. sumber air dan atau lumpur mineral untuk perawatan dan pengobatan. Hal ini sesuai dengan 1--.ata SPA yang berasal dari singkatan Sante Par Aqua (bahasa Perancis) ataL1 Salus Per Aqua (bahasa Latin) yaitu perawatan dengan air_ Di lndonesia sebahagian diartikan sebagai Sehat Pakai Air (SPA) atau Tirta Husada. 
Pada awa\nya SPA berhen,bang di daerah pegunungan dan saat ini tersebar dimana-rnana sebagai upaya 1--.esehatan tradisional (alternatif) . Pelayanan SPA be,tujuan untul-.. menjaga, meningkatkan dan memulihl--.an 1--.esehatan dalam hal 1--.esegsron . 1-..ecsntil-..an ,inner & outer b~auty). ,elaksast. dengan t~jLKm menyt1imbangl-..an body. mind. spirit. Untul--. mencapoi tuJuan terst.1but. mukl ct1s;.1mping llkmm1L1nol-..an sL1mbt1r alam nir ,rnnernl (ba1h. yang diminum ut..lll L.mtuh p~mul-..oinn \uor). air pom.,s \ tl:3ropi termnl). lumpur mu,~ral Jugu uisdrtt,i lienQnn rn'ClmHt~1"tlp1. pijatan. herb~11 dan suosuna pooduhung Sttpt:lrti luttlr ,_1h.1rnm mL1si~. st-,1'to wsmo n1ang~111. dsb yang dopt1t menc,pta~on Slttlstln3 \'nng d1hurop~nn. 
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Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan SPA maka 
pelayanan SPA telah menjadi suatu industri pelayanan jasa. Banyak 
pelayanan hotel, pusat kebugaran, salon, pusat kecantikan, sauna, griya 
pijat yang melengkapi dengan pelayanan SPA, bahkan tidak jarang SPA 
menjadi primadona pelayanan baik di perhotelan maupun berbagai tempat 
dalam bentuk dan nama yang sesuai dengan lokasinya. 
Ditinjau dari kegiatannya, metode (cara) perawatan dan tenaga teknis yang 
melakukan perawatan (terapis), SPA merupakan salah satu bentuk 
pelayanan kesehatan tradisional. 

Upaya Kesehatan tradisional adalah upaya kesehatan yang 
diselenggarakan dengan cara lain diluar ilmu kedokteran yang mencakup 
cara-tehnik (metoda) , obat, sarana dan pengobatnya (SOM, penyelenggara) 
yang mengacu kepada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun 
temurun , baik yang diperoleh dengan cara berguru atau melalui pendidikan. 
Mengingat bahwa SPA merupakan salah satu upaya kesehatan tradisional 
di Indonesia, maka pelayanan SPA yang menggunakan air dan berbagai 
jenis perawatan alternatif sangat erat hubungannya dengan tradisi budaya 
dan etnik. Oleh karena itu pengembangan SPA di Indonesia diharapkan 
dapat melestarikan pengobatan tradisional warisan pusaka Nusantara. 
Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan 
Kepmenkes No. 1076/Menkes/SKNll/2003 tentang Penyelenggaraan 
Pengobatan Tradisional serta peraturan lain yang berkaitan dengan 
kosmetika, ramuan , persyaratan perumahan, air dan sarana pelayanan 
kesehatan , serta perkembangan pengobatan tradisional/alternatif, maka 
sudah saatnya pelayanan SPA perlu dibina dan dikembangkan . 
Untuk itu perlu adanya standar pelayanan SPA yang memuat persyaratan 
dalam rangka pe mbinaan dan pengawa san. Standar SPA ini terdiri dari 
prinsip (konse p) dasar dan ruang lingkup SPA, pe na ta laksan aan SPA, 
Pembinaan da n pengawasan SPA, monitoring dan evaluasi serta ta ta cara 
periz inan penyelenggaraan SPA. 
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B. Penggolongan SPA 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Kategori pelayanan SPA menurut tujuan perawatan dibedakan 2 katagori 
adalah Health SPA (Wellness SPA) dan Medical SPA. Health SPA 
(Wellness SPA) dapat dilihat dari lokasi dan pelayanan sehingga dikenal 
dengan Day SPA (City SPA), Resort SPA, Destination SPA, Residential 
SPA, Amenity SPA, Mineral Spring SPA dan sebagainya. 
Health SPA adalah yang memberikan layanan peningkatan kesehatan, 
pemeliharaan dan pencegahan yang lebih ditekankan pada relaksasi dan 
keindahan penampilan. 

Medikal SPA adalah kategori SPA yang memberikan pelayanan secara 
menyeluruh yakni peningkatan kesehatan, pemeliharaan, pencegahan, dan 
dengan mengutamakan pada pemulihan (revitalisasi-rehabilitasi). 

II. PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN SPA: 
A. Prinsip dasar pelayanan SPA: 

1. Pelayanan SPA merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan 
tradisional yang sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya / pusaka 
nusantara. Selanjutnya dalam teknis pelayananan SPA yang dimaksud 
adalah perawatan SPA. 

2 . Upaya pelayanan SPA perlu memperhatikan lingkungan yang bersih, 
nyaman, aman, sehat dan dilaksanakan sesuai budaya, norma susila, 
disamping memperhatikan pencahayaan, warna, suara, aroma, suhu, 
diruang perawatan. 

3. Manusia sebagai pelanggan (klien) merupakan mahluk bio-psiko-sosio
kultural dan religius memerlukan pelayanan yang komprehensip, 
menyeluruh dan tuntas dengan menggunakan berbagai upaya/metode 
untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. 

4 . Upaya pelayanan SPA merupakan upaya dalam bidang preventif dan 
promotif, yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
Pelayanan SPA menekankan pentingnya pendekatan holistik dengan 
menggunakan bahan alami, aman dan bermanfaat serta sebagai salah 
satu bentuk upaya pelestraian budaya bangsa . 
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B. Ruang Lingkup SPA 

w 
M ENTF.RIKESEHATAN 

REl'IJDI.IK INDONESIA 

1. Pelayanan SPA lebih menekankan pada upaya mempertahankan/ 

menjaga, meningkatkan kesehatan dan keindahan penampilan. 

2 . Pelayanan SPA didalam standard ini meliputi aspek relaksasi , rejuvenasi 

dan revitalisasi (Health SPA/ Wellness SPA) 

Ill. PENGERTIAN : 

1. Standar pelayanan SPA adalah mutu pelayanan minimal yang dapat 

memberikan jaminan bagi pelanggan (klien) fasilitas SPA dari aspek 

kesehatan bahwa pelayanan tersebut aman dan bermanfaat. 

2 . SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan 

holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode 

kombinasi ketrampilan hidroterapi , pijat (massage) yang diselenggarakan 

secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, 

mind and spirit). 

3 . Terapi air (Hidroterapi) adalah penggunaan air dan atau dengan ramuan 

bahan alam (tumbuhan , mineral , minyak atsiri , garam, susu , lumpur, lulur) 

untuk perawatan kesehatan tubuh , dengan mengatur suhu , tekanan, arus, 

kelembaban serta kandungan air. 

4 . Pijat (massage) adalah teknik perawatan tubuh dengan cara pemijatan yang 

menggunakan gerakan anggota tubuh (tangan , jari , siku , kaki) dan atau alat 

bantu lain pada jaringan lunak (kulit , otot dan syaraf) yang memben efek 

stimulasi , relaksasi , melancarkan peredaran darah, peredaran limfe (getah 

bening) . 

5 . Terapi aroma (Aromaterapi) adalah teknik perawatan tubuh dengan 

menggunakan/memanfaatkan minyak atsiri (essential oi l) yang berkhas1at , 

dapat dengan cara penghi rupan , pengompresan, pengolesan d1 kul,t , 

perendaman dan akan lebih efek tif d isert ai dengan piJalan l1i:jtlon yang 

digunakan adalah za t akti f yang d iarnbi l dar i sar I tumbuh tumtJutiw, 
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yang memberikan efek stimulasi atau relaksasi. 
6 . Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, 

ketegangan kejenuhan,baik fisik maupun mental. 
7 . Rejuvenasi adalah upaya peremajaan tubuh untuk mewujudkan keindahan 

penampilan 

8 . Revitalisasi adalah upaya pemberdayaan fungsi organ tubuh yang sehat 
sehingga diperoleh tingkat kesehatan yang lebih optimal. 

9 . SPA Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada 
tingkat qualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA, dan mempunyai 
kewenangan untuk menjalankan profesinya. 

IV. TUJUAN 

Terselenggaranya pelayanan SPA sebagai upaya meningkatkan kesehatan 
tradisional (alternatif) yang aman, bermanfaat, bermutu, yang dapat 
dipertanggung jawabkan untuk menjaga/memelihara, meningkatkan kesehatan 
masyarakat pemakai jasa serta melestarikan warisan budaya bangsa dengan 
cara pengobatan/perawatan tradisional (alternatif). 

V . STANDAR PELAYANAN SPA: 

Berdasarkan jenis pelayanan SPA dapat d ikatagorikan menjadi tig a ke lompok 
yaitu : 

• K a ta gori minima l mel iputi p e raw atan SPA dengan menggunakan 
hidrote ra pi se d e rha n a, pija t re lak sasi d a n a ta u d engan aromaterapi 
sederhan a d a n k e inda h a n p e n a m p ila n d iri secara manua l dan atau 
d e ngan p e ra la ta n sed e rha na 

• 

• 

Ka tagori sed ang m e lip uti peraw a ta n SPA dengan menggunakan 
hidroterapi d e ngan perala ta n sedang, pija t relak sasi dengan peralatan 
sed a n g, dan a tau dengan arom a terapi sedang dan keindah an penampilan 
dirl d e ngian p e ra la l an sedang 

. unakan K atagori Uto m o m e llput1 peraw a ta n SPA dengan me ngg 
h idrole ropl d o ng on p o ro lo ton l,om p le k , pljat re laksa si dengan peralalan 
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komplek, dan atau dengan aromaterapi 

penampilan diri dengan peralatan kompleks . 

A Persyaratan Kesehatan pelanggan : 

1 . Pelanggan dalam keadaan sehat 

kompleks dan keindahan 

2. Pelanggan tidak sedang menderita penyakit kulit, penyakit menular 

(contoh Hepatitis, HIV atau AIDS, Penyakit Menular Seksual). 

3. Pelanggan tidak dalam keadaan perut kosong atau kenyang. 

4 . Terhadap pelanggan khusus lbu hamil, pelanggan dengan penyakit 

degeneratif (hipertensi, asma, diabetes, jantung dan epilepsi dan lain

lain), harus dalam kondisi stabil dan terkontrol (dengan keterangan 

dokter) 

8 . Pelaksana SPA 

Sebagai pelaksana pelayanan SPA adalah SPA Terapis. SPA Terapis 

adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi 

tertentu sesuai kategori pelayanan SPA, dan mempunyai kewenangan 

untuk menjalankan profesinya. Kualifikasi yang ada mempunyai 

kompetensi sebagai berikut : 

SPA Terapis muda / pratama : 

Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi di 

graha pelayanan SPA dengan kompetensi : 

1 . Mempersiapkan ruangan , peralatan dan bahan untuk perawatan SPA 

2 . Melaksanakan perawatan SPA yang telah ditetapkan dengan teknik 

hidroterapi sederhana , massage , aromaterapi dengan menggunakan 5 

jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi 

3 . Melaksanakan perawatan SPA yang telah ditetapkan untuk penampilan 

diri , secara manual dan atau dengan alat sederhana. 

4 . Mengenali adanya keluhan setelah melakukan perawatan SPA untuk 

dilaporkan kepada SPA terapis Madya/Utama 

5. Memperhatikan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja 
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Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi 
dan sebagai penyelia di graha pelayanan SPA katagori kecil dan sedang 
dengan kompetensi : 

Seperti SPA terapis muda/ pratama dengan tambahan kompetensi 
1. Melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan dengan teknik / 

metode hidroterapi dengan peralatan sedang, massage tradisional, dan 
aromaterapi dengan 7 jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi 

2 . Melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan menggunakan 
teknik/metode untuk keindahan penampilan dengan alat sederhana, 
peralatan elektronik sederhana 

SPA Terapis Utama: 

Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi 
dan sebagai penyelia dan pemogram pelayanan SPA di graha pelayanan 
SPA dengan kompetensi : 
Seperti SPA terapis madya dengan tambahan kompetensi 
1 . Mengenali kebutuhan klien dan menetapkan metode perawatan yang 

akan dipergunakan untuk mendapat perawatan SPA 
2 . Melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan menggunakan 

teknik/metode utama seperti hidroterapi komplek untuk relaksasi dan 
aromaterapi dengan menggunakan 7 jenis mninyak atsiri lokal dan 3 
jenis minyak atsiri luar untuk untuk relaksasi . 

3 . Me laksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan menggunakan 
teknik/metode untuk keindahan penampilan tubuh secara total 
rnengguna l<.an alat komplek, peralatan elektronik komplek 

4 . Me mberil~an pesan/saran untuk perawatan periodik/lanjutan untuk 
mernperoleh hasi l optimal . 

5 Mombuat rencana operasional pelayanan dan melaksanakan 
oparosional, pange ndalian dan pengawasan pelayanan SPA. 

Kotogon SPA 
Sudorl ,one / M inimal 
1 SPA toropismudo 
1 ~PA torupls rnndyo 

~<atagori SPA Sedang 

2 SPA terapis muda 
1 SPA terapls madya 
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Konsultan part timer 
• dokter 
• Fisioterapis 
• Terapis Kecantikan 

(Beauty Therapist) 
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1 SPA terapis utama 
Konsultan full time 
• Terapis Kecantikan 

Konsultan part timer 
• Fisioterapis 
• dokter 

6 . SPA terapis mud a

Konsultan full time 
• Terapis Kecantikan 
• Fisioterapis 

Konsultan part timer 
• dokter 

c. Peralatan Pelayanan SPA: 

1 . Peralatan : 

a . Peralatan harus memadai serta terjamin mutu, manfaat dan 

keamanannya. 

b . Alat kesehatan yang digunakan dalam perawatan SPA harus 

terdaftar di Departemen Kesehatan. 

d . Peralatan dan alat yang digunakan dalam pelayanan SPA antara lain 

bak biasa, whirlpool, jaccuzi, shower, berbagai jenis steamer, sauna, 

selimut pemanas (electrical b lanket), alat facial dan alat manicure

pedicure yang terjamin mutu, manfaat dan keamanannya. 

Pera Iatan Peralatan Sedang Peralatan komplek 
Sederhana/ 
minimal 
a. Shower a . Aqua medic pool a . Aqua medic pool 
b. Bath tub • Jacuzzi/Whirl Pool • Jacuzzi 
c. Stemar • Bath Tub • 2 whirlh pool 

Tradisional b . Steamer/Sauna • 1 water excersices 
d . Facial(manual) c . Electric Blanket area 

d .. Sound system b. Hidro tub (air & water 
e . Facial Equipment jet) 
f . Electric massage c. Electric Blanket 

sederhana d . Soundsystem 
e . Facial equipment 
f . Electric massage 
g . Shower Room 

(kapasitas 
5 Or) 

h. Steamer/Sauna 
(kapasitas 

5 Or) -
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·-- - · ---··-- ··--- ·· 

2 . Penggunaan dan pemeliharaan : 

- ··. 
i. Vicky Shower 
j . Fitness Equipment 
k . Great Shower 

(optional) 
I. Sarer & US (optional) 

Tersedianya peralatan sesuai dengan tujuan pelayanan SPA; a. Penggunaan peralatan khusus harus dilakukan oleh staf/tenaga yang sudah terlatih. 
b. Peralatan yang dipergunakan harus dijaga kebersihannya. Setiap kali habis dipergunakan harus dicuci , dibilas atau disterilisasi dengan menggunakan sabun, air bersih atau bahan yang mengandung antiseptik atau desinfektan. 
c. Peralatan harus diperiksa keamanannya oleh teknisi yang bekerja di SPA setiap kali sebelum penggunaan. Pemeriksaan dan pemeliharaan semua peralatan secara menyeluruh harus dilakukan pengecekan secara periodik minimal 6 (enam) bulan sekali. d . Kalibrasi untuk lnstrumentasi yang menggunakan daya listrik, seperti pengontrol suhu atau tekanan air harus dilakukan secara teratur minimal 6 (enam) bulan sekali. 

3 . Bahan yang digunakan : 
a . Air 

1) Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan , Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syaratsyarat dan Pengawasan Kualitas Air , sebagaimana terlampir pada Lampiran 11 . 
2) Air untuk pool therapy baik yang menggunakan sumber air panas atau pemandian alam, kualitas airnya harus memenuhi syarat kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI , Nomor 061 /MENKES/PER/1/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang Dan Pemandian Umum . 

·ctak 
3) Air yang digunakan khusus untuk proses perawatan, ti . mengandung bahan-bahan berbahaya, sepert i/ misalnya bakten Legionella yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. 
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b . Minyak atsiri (Minyak essensial) 

Bahan y~n~ dipe~gu_nakan untuk terapi aroma harus alami , dan perlu 

memper at1kan Jenis dan kemasan produk 1·adi 
peraturan yang berlaku . sesuai dengan 

Persyaratan : 

a) Minyak Atsiri 

Prociuk minyak atsiri (essential oil) yang digunakan minimal 

berkualitas dan atau berlabel "Therapeutical grade" dan "Natural". 

b) Bentuk produk minyak atsiri (essential oil) yang lebih tinggi 

kualitasnya harus berlabel "Pure plant essential oil". 

c) Minyak atsiri yang berkualitas dan atau berlabel "Fragrance oil" 

dan "Parfume oil" sama sekali tidak boleh digunakan pada 

perawatan terapi aroma. 

d) Pada kemasan harus ada informasi tentang nama latin Tanaman 

asal, cara pengolahan dan konsentrasi minyak esensial atau 

untuk produk import tercantum peraturan CIHP2 tahun 1994 

(Chemical Hazard Information and Packaging for Supply) dengan 

memuat nama dan lokasi supplier, identifikasi produk, komposisi 

kandungan , untuk perlindungan konsumen dari akibat negatif 

bahaya penggunaan bahan kimia. 

e) Tidak dibolehkan/dilarang menggunakan minyak atsiri bukan dari 

hasil sulingan (steam distilasi) dan hasil Rekonstruksi atau 

RCO/Reconstructed Oil (minyak ini khusus untuk produk minyak 

wangi) , berhubung minyak atsiri jenis RCO telah ditambah atau 

dikurangi unsur aslinya di laboratorium guna penyesuaian bagi 

pengunaan dalam industri makanan dan wewangian 

f) Wadah minyak atsiri harus terbuat dari gelas berwarna gelap, 

dengan tutup yang rapat dan mempunyai pipet. 

g) Harus d isimpan ditempat yang sejuk dan kering (kelembaban 

kecil) , tidak terkena sinar matahari langsung dan aman dari 

jangkauan anak-anak. Untuk stock/persediaan harus terisi penuh 

dan tertutup rapat. 
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h) Bahan penutup kemasan harus tahan terhadap minyak atsiri . 
Tidak menggunakan plastik atau logam sebab minyak atsiri dapat 
melarutkan plastik dan menyebabkan karat dan harus berwarna 
gelap dan tidak dari gabus (dengan sil). 

Cara Penggunaan : 

a) Prociuk minyak atsiri campuran , hanya boleh digunakan selama 

3 bulan. 

b) Untuk penghirupan tidak boleh menggunakan minyak atsiri yang 
dapat mengiritasi lapisan mukosa (seperti : kamfer. adas. 
uregano, penny royal , timi (thyme), kemangi (basil) dl l. 

c) Minyak atsiri tidak boleh digunakan tanpa d iencerkan. 
Pengencerannya harus sesuai dosis yang tepat. 

d) Tidak semua minyak atsiri dapat digunakan pada ibu hamil dan 
ada dosis tertentu dalam penggunaannya. 

e) Dosis dan jenis minyak atsiri harus diperhatikan untuk bayi. 
anak, ibu menyusui , dan manula. 

f) Gunakan minyak atsiri alam yang berasal dari tumbuhan
tumbuhan dan perhatikan sifat serta efeknya. 

g) Penggunaan minyak atsiri harus dilakukan uji kepekaan kulit 
terlebih dulu. 

h) Untuk mencegah efek samping dan mendapatkan efek yang 
diharapkan, penggunaan minyak atsiri harus bervariasi (tidak 
boleh satu jenis terus menerus), untuk menghinda rk.an 
kejenuhan. Satu jenis minyak atsiri hanya boleh d ig una kan 
maksimal selama 2 minggu berturut-turut. 

i) Perhatikan reaksi tubuh yang muncul (efek samping sepe rti rasa 
m ual , pening, iritasi ruam kulit, gangguan emosional. atau 
perasaan tidak nyaman). 

j) Penggunaan minya k atsir i yang mengenai mata d inetralisir 
dengan minyak n abati d an jangan menggunakan a ir. 
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k) Tidak boleh menggunakan minyak mineral yang terbuat dari 

bahan sintetis (seperti baby oil) sebagai minyak karier karena 

bersifat toksis. Ukuran molekulnya besar sehingga menyumbat 

pori kulit dan mengakibatkan alergi serta iritasi kulit. 

I) Jika minyak atsiri tumpah, harus segera dibersihkan dengan 

air/lap basah, tisue. 

c . Ramuan 

Prociuk yang berupa bahan ramuan obat tradisional dalam bentuk 

kemasan termasuk bahan kosmetika tradisional atau (Natural 

Cosmetic) dan jamu. 

• Harus menggunakan produk-produk yang sudah terdaftar di 

Departemen Kesehatan c .q . Sadan POM. 

• Harus menggunakan produk yang tidak rusak dan kadaluwarsa. 

• Semua produk yang digunakan dalam perawatan SPA harus 

disimpan ditempat yang sejuk dan kering. 

d . Bahan Alami 

Bahan alami berupa lumpur, mineral, tumbuhan, ramuan yang 

dipergunakan tidak mengandung zat/bahan berbahaya atau 

logam berat yang telah diuji oleh balai laboratorium kesehatan 

dan atau balai POM. 

Memenuhi persyaratan larut air dan ramah lingkungan. 

Bi la menggunakan campuran lumpur perlu memperhatikan : 

1. Juni 8 organik (berasal dari hutan atau campuran tumbuhan) atau 

anorganik (dari sedimen seperti lumpur pantai , lumpur gua, dsb). 

7 . Kundungan lumpur yang dipergunakan seperti belerang, kaolin, 

vulkanik , dsb. 
:1. I urnpur tidak mengandung logam berat dan bahan beracun yang 

rnurnbuh1::1yakan tubuh karena dapat terserap kulit. 
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4 . Kriteria penggunaan secara topikal kandungan lumpur dan 
fungsinya dapat dipertanggung jawabkan keamanan dan 
manfaatnya. 

Bila menggunakan campuran mineral perlu memperhatikan : 
1. Jenis mineral seperti garam, belerang, dsb yang dicampurkan 

dalam air harus tidak menimbulkan reaksi alergi (periksa klien 
apakah alergi) dan tidak merupakan cairan yang dapat menarik 
cairan tubuh. 

2 . Campuran mineral tidak menjadi atau merupakan larutan yang 
berbahaya atau beracun. 

Harus ada penjelasan mengenai kandungan lumpur dan 
fungsinya serta aman digunakan secara topikal. 

D . Sarana Bangunan dan Lingkungan : 
1 . Limbah (padat, cair, gas dan radio aktif) : 

a . Tersedia sarana pembuangan limbah yang memenuhi syarat 
kesehatan. 

b . Limbah padat, cair dan gas yang bersifat 83 (Bahan Beracun 
Berbahaya) harus di kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c . Limbah padat, cair dan gas tidak boleh melewati ambang batas yang 
telah ditetapkan. 

d . Tersedia sarana sanitasi (toilet) yang dilengkapi tempat cuci tangan 
dengan jumlah yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. 

2 . Kesehatan gedung/kantor/ruang pelayanan SPA : 
a . Ventilasi 

1) Ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam kamar/ruang 
dengan baik 

2) Luas ventilasi 20% dari luas lantai ruangan 
3 ) Bila ventilasi alam tidak memenuhi persyaratan harus dilengkapi 

dengan ventilasi mekanis (AC , kipas angin, Exhause Fan) 
b . Pencahayaan 
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lntensitas cahaya yang memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan 

yang memerlukan sedikit ketelitian adalah : 200 - 300 lux 

c . Pembuangan Limbah 

Mempunyai sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat 

kesehatan (saluran dengan penampungan air limbah/septic tank) . 

d. Toilet/kamar mandi/jamban 

1) Harus selalu tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi syarat 

kesehatan, sabun cair, handuk disposible/bersih. 

2) Lantai kamar mandi/jamban kuat, permukaan rata, kedap air, 
tidak licin dan mudah dibersihkan. Kemiringan yang cukup (2-3%) 
ke arah saluran pembuangan air limbah. 

e. Index jentik nyamuk : Tidak melebihi dari 5% 
f. Kenyamanan : untuk suhu berkisar antara 18- 20°c dan 

kelembaban berkisar antara 40 -70 % 
g. Tingkat kebisingan : tidak melebihi 85 db. 

3 . Personal Hygiene and Sanitation. Hygiene Perorangan dan Sanitasi. 

a . Pengelola dan karyawan yang berhubungan langsung dengan 
pelanggan/pengunjung harus bebas dari penyakit menular, dibuktikan 
dengan surat dokter/sertifikat. 

b . Pengelola dan karyawan yang melayani pelanggan harus memiliki 
pengetahuan tentang Sanitasi dan Hygiene Perorangan 

c . Pengelola dan karyawan harus berperilaku positip dalam bidang 
hygiene dan sanitasi (membuang limbah/sampah pada tempat yang 
telah ditentukan, tidak meludah disembarang tempat, tidak merokok 
pada waktu memberikan pelayanan) 

d. Pengelola dan karyawan harus memberi anjuran, peringatan kepada 
pengunjung/pelanggan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 

e . Dilarang merokok di lingkungan SPA. 

Ruangan diatur sedemikian rupa sehingga bersih, nyaman, .-dan I 
membuat relaks; misal nya pengaturan warna ruangan, warna 
perabotan, latar belakang musik yang sesuai, tanaman hidup 
segar, benda seni Indonesia dan sebagainya. 

Katagori Minimal 
/Sederhana 
a. 3 Cabin 

Perawatan 
b. Ruanq 

Katagori Sedang 

a . 6 Cabin Perawatan 
b . Ruang Receptionist 
c . Ruang Tunggu 
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.. . ---··· ···- - ··- - ··· d. 2 Shower/Toliet d . 3 Shower /Bath 
c . Ruang Tunggu e . Ruang Steam/Sauna Room/Toilet 

e. Ruang Steam/Sauna 
d . Ruang Toliet f. Gudang 

g . Area untuk pelayanan f . Gudang e . Cabin untuk 
Lakilakidan laki- g . Locker Room 
Perempuan laki dan perumpuan h . Juice Bar 
harus terpisah terpisah i. Olah aktivitas 

fisik/fitnes 
j. Indoor/Outdoor 

Bangunan harus memenuhi persyaratan aksesibel untuk keamanan dan keselamatan pengguna. 

E . Pelaksanaaan pelayanan SPA : 
1 . Perawatan dengan hidroterapi. 

Hidroterapi adalah teknik/cara perawatan tubuh dengan menggunakan 
bantuan air (hangat, panas, dingin, uap air, air es ) baik diam maupun 
bergerak (berupa arus/semburan air yang ditimbulkan secara 
elektronik/alamiah) dapat memberikan efek pijatan dan stimulasi jaringan 
kulit dan otot dengan berbagai keuntungan , antara lain: melancarkan 
sirkulasi di seluruh tubuh melalui efek tekanan hidrostatik pada 
pembuluh darah dan limfe, relaksasi otot, merangsang pembuangan 
sampah metabolik/racun (toxin) dari dalam sel ke aliran darah dan 
melalui kulit, mengurangi ketegangan saraf, serta memberikan relaksasi 
dan istirahat. 

Pada waktu persiapan dan pelaksanaan perawatan hidroterapi perlu 
perhatian yang cukup agar sesuai dengan prinsip menerapkan tujuan, 
manfaat yang akan dicapai dan keamanan klien . 
a . Persiapan : 

1) Tempat yang akan dipergunakan di eek kebersihannya, air dan atau larutan yang akan dipergunakan perlu diatur /apakah sudah sesuai rencana (yang te lah diprogramkan). 
2) . Pengecekan peralatan yang akan dipergunakan secara lengkap termasuk kelaikan operasionalnya. Misalnya Pusaran / tekanan air sudah berjalan, pengecekan suhu air ( biasanya berkisar 34 -42 ,5 derajat C untuk seluruh badan dan antara 40 -52 derajat C untuk lokal pack atau anggota tubuh ) dan ph a ir ± 7 (normal ). Sangat panting pengecekan pada sistem pengontrol suhu 

1 
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pengendali suhu untuk menjaga peralatan apakah masih 

berjalan normal. 

3) Persiapan pengecekan keadaan umum klien ( sehat, tidak sakit 

kulit , sakit jantung dan atau tekanan darah yang tidak terkontrol , 

dsb ). 

4 ) Perlu penyiapan handuk dan tempat, ganti pakaian 

Pemberian informasi yang jelas tentang perawatan yang akan 

dikerjakan, dan reaksi reaksi yang perlu diperhatikan misalnya 

merasa pusing, mual atau keluhan lain seperti gatal-gatal , sesak 

nafas dsb, apabila reaksi (efek samping) terjadi dapat agar 

segera memberitahu ke supervisor atau konsultan kesehatan. 

b . Pelaksanaan : 

Pedoman suhu 

Tidak dibenarkan menambah air panas, di bak pada saat pelanggan 

ada didalamnya. 

Perlu diperhatikan : 

1) Penerapan teknik full bath, emersion, atau pack dsb. 

2) Bila diperlukan, larutan/campuran tambahan yang dipergunakan 

harus mempunyai manfaat. 

3) Waktu pemberian (misalnya larutan mineral belerang 8 - 15 

menit). 

4) PH air sekitar 7 (normal). 

5) Suhu air. 

6) Semua perlengkapan air harus berfungsi baik. 

Diatas 43,3 Terlalu panas !, Tidak aman untuk penggunaan rumah kecuali 
derajat Celcius untuk rendam sebagian tubuh : lengan, tangan, kaki , balutan / 

kompres lokal . 

i--:--:::-:::--------½--- - -----.,.- - - -
40,5 - kurang Sangat panas, Hanya untuk waktu pendek : 5 - 15 menit. 

1

1 43 3 derajat Perhatikan untuk hipertermia. Tidak direkomendasikan untuk 
Ce,lcius mereka dengan kondisi kardiovaskuler . 

I 

137 ,7 - kurang -Panas. Umu-mnya dapat dito leransi untuk kebanyakan terapr 
140 ,5 derajat rendam : lama rendam 15 - 25 menit 
1 Celcius 
L 
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36,6 - kurang 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Hangat, Sedikit diatas suhu tubuh. Ideal untuk absorpsi rendam -
37, 7 derajat herbal : lama rendam 15 - 30 menit 
Celcius 

32,2 -
36,6 
Celcius 

26,6 -
32,2 
Celcius 

18,3 -
26,6 
Celcius 

Kurang 
18,3 
Celcius 

kurang Netral. Rendam nyaman yang menghasilkan refleks pemanasan: 
derajat adalah rentang normal suhu permukaan kulit : lama rendam 5 -

10 menit 

kurang Rendam sedikit dingin ( Cool ). Pendinginan yang dapat 
derajat ditoleransi : dipergunakan untuk rendam jangka pendek kurang 

dari 5 menit: untuk refleks pemanasan. 

kurang Rendam dingin. Rendaman atau celupan sangat singkat untuk 
derajat mendapatkan refleks pemanasan tubuh yang dramatik ; tidak 

direkomendasikan lebih lama dari 30 detik : perhatikan akan 
hipotermia. 

dari Sangat dingin. Tidak direkomendasikan untuk penggunaan 
derajat rumah kecuali rendam sebagaian atau aplikasi local kompres 

dingin, kompres es dl l. 

Perhatian / Kontraindikasi : 

1 ) lndividu dengan kelumpuhan atau gangguan lain yang 

menyebabkan pengurangan sensasi/rasa raba: mereka tidak dapat 

merasakan perubahan suhu air sehingga dapat menyebabkan Iuka 

bakar. 

2) lndividu dengan penyakit OM (Diabetes Mellitus/Kencing Manis) 

dan Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi): d isarankan untuk 

berkonsultasi dulu dengan dokter. 

3) Wanita hamil , lansia, orang yang sedang dibawah pengaruh alkohol 

atau obat. 

4) Orang berpenyakit kulit dan Iuka terbuka. 

5) Bak mandi, Jacuzzi dan kolam dapat menjadi tempat berkembang 

biak bakteri dan organisme lain yang menyebabkan infeksi : perlu 

diperhatikan kebersihan dan perawatan, suhu yang tepat serta 

terapi dengan zat kimia tertentu. 

2 . Perawatan dengan Aromaterapi 
Pada prinsipnya dalam menerapkan perlu memperhatikan tujuan, 
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MF. NTF. RI KESf;lfATAN 
RF. PIJIII.IK IN DDNF.S IA 

rnanfaat yang akan dicapai dan keamanan klien . 

a . Persiapan : 

1) Ternpat/ruangan yang akan dipergunakan untuk perawatan SPA 
dicek kerapihan dan kebersihannya. 

2) Ventilasi ruang perawatan aromaterapi harus baik dan dilengkapi 

dengan exhause fan yang menjamin supaya aroma dari perawatan 

sebelumnya cepat hilang (karena belum tentu aroma tersebut 
cocok untuk klien berikutnya) . 

3) Minimal ada waktu pertukaran udara bersih 5 menit antara klien 
dengan klien berikutnya . 

4) Pera Iatan dan fasilitas yang dipergunakan diperiksa fungsi dan 
kelengkapannya. Alat yang digunakan antara lain : vaporizer 

(aroma burner), inhalation bowl , dan sebagainya. 
5) Persediaan minyak atsiri dan pencampuran minyak atsiri untuk 

perawatan harus dilakukan pada ruang yang terpisah dengan ruang 

perawatan. 

6) Usahakan setiap terapis untuk selalu mencuci tangan dan menarik 

nafas dalam-dalam pada udara bersih pada waktu diantara klien 

dengan klien berikutnya untuk mencegah terjadinya akumulasi efek 

minyak atsiri pada diri terapis . 

7) Konsultasi klien yang meliputi pengecekan keadaan/kondisi yang 

perlu mendapat perhatian khusus atau kontraindikasi , seperti 

adanya penyakit sistemis, keluhan spesifik, kondisi/kelainan kulit , 

ketebalan jaringan lemak kulit, karak/sifat , kebiasaan hidup, pola 

makan , dll . 

8 ) A pabila timbul reaksi dari efak yang tidak diharapkan, seperti rasc 

gata l, pusing, mua l, iritasi/a lergi pada saluran nafas atau keluhar 

la in selam a peraw a tan agar segera memberitahu kepada terapis 

untuk sogera d itanggulang i. 

b Pu luk st.1mrnn . 

fJ(J r lu pur liu t1 1;m khusus pada kernungkinan reaks i ya ng dapa t ti mbul 

du 11 pur lu rnu 11dapa t perh a ti an seperti ; ke luha n pu sing, berdebar

du lm r , puco t, 111uu l u tuu ga ta l-91::t la l. 
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Perlu diperhatikan : 

MF.NTf.RI KP.SP.IIATAN 
IIP.1'11111,IK INDIINP.SIA 

1) Penerapan teknik penghirupan (langsung, penguapan), aplikasi 

topikal (massage, campuran produk kosmetik) , kompres, 

rendaman/emersion (seluruh tubuh, bagian-bagian tubuh 

tertentu). 

2) Minyak esensial/atsiri (konsentrasi dan dosis) dan jenis minyak 

karrier yang digunakan. 

3) Sifat dan efek minyak esensial yang akan digunakan, apakah 

peka terhadap sinar matahari, mengiritasi kuliUlapisan mukosa 

atau beracun. 

4) Waktu pemberian (lama kontak), harus dianjurkan untuk tidak 

dibersihkan selama 4 -8 jam, untuk memaksimalkan penyerapan 

minyak esensial. 

5 ) Pe rlu memperhatikan kemungkinan adanya / Timbulnya alergi 

pada indra p enciuman atau kemungkinan menambah keluhan 

misa l adanya rhinitis 

;3 , Po rnw F.tton P lja t 

Podo p rlnslpnya da lam mene rapkannya perlu memperhatikan tujuan, 

m onf oat yang akan dlca pal dan keamanan klien. 

o. Pors lopon : 

1. ·rompat/ruongon ya ng akan dipergunakan dicek kerapian dan 

koborslhnnnyo . 

:.,> , 1-"fingoeo l<nn ko long kap an da n fungsi peralatan yang akan 

cJ lpttrQtmoknn , Alo i untLtl< terapl plja t antara lain bed ma ssage. 

pft ll~ln (C> II , bodnl< ntnu znt lo in yang dipe rluka n ), selimut. handuk. 

,.:ifJ ltUlfl , l<illlQ110 . 

~}. l)ll t-tlrnl~nn ~)fllllfU' ll, sru,n l,oe1dnnn l,e se h a ta n secara umum. 

I 1~r l1Al.lf.l t l j(,hll i l ll'l utm I 1,ontrnlndlkasl fflisa l klie n dengan 

11 r 11 nl)<'H11i , , pan 1l=>ftllQl,ul,fln ynno belurn jalas panyababnya , patah 

11 tl t-1 t1LJ , ln l,Rn ~n A,,_, All " ' "' ' ltmm h .ltmtung yang ba lum tan-..o n troL 

1ln 111J:1 111 

,U O 

KEMENKES R
I



,• \l 
, 

j 

~ 
'4 D ,TE:RI l<ESE:H.U . .\..~ 

RE.l'llRU I< ll\ DONE:SlA 

4 . K lien dipersiapkan untuk melaksanakan perawatan. SPA terapis 

harus m enje laskan tahapan yang akan dikerjakan. Perlu 

d ip erhatikan apabila merasa sakit , nyeri waktu dipijat, pusing, 

mual atau keluhan lain seperti gatal-gatal agar segera 

m e m beri tahu SPA terapis (bila menggunakan oil atau zat pelicin) . 

b . Pela k sanaan : 

Perlu perhatian khusus pada kemungkinan reaksi yang mungkin 

d a pat t im bul dan per1u mendapat perhatian seperti : keluhan pusing, 

berde bar d ebar . pucat, mual atau gatal-gatal. 

Per lu d ipe rha t ika n : 

1) Pen erap a n tek n ik massage (grip massage) dan prosedur 

m e m egan g dan menyangga ( support) bagian tubuh yang 

d ip ija t. 

2 ) Aro m a / o il ya n g d ipergunakan b ila dengan terapi aroma. 

3 ) W aktu pemberia n . 

Catatan: 
R u a ngan d ia tur sedemikian rupa sehingga nyaman , enak 

dan m e mbua t re la ks ; misalnya pengaturan wama ruangan , 

,vama perabotan . Iatar bela ka ng m u s ik yang sesuai , 

tanaman h idup segar. ben da seni Indonesia dan sebagainya 

Vl. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN SPA 

A PEM BINAAN 

Pe -nb ;naan temada p pen ye le n g g araan SPA b idang kesehatan d ilakukan 

o :e li o ;n.as Keseh a ta n P rop in s i d a n D inas Keseh a ta n Kabupaten/Kota serta 

Aso s :asi S PA 

C a --a ya n g a i1 akukan d a la m p e m b in aan d an pengaw asan antara la in : 

1 . Pe;iy-- k .1 an (Komunik asi lnfo rmasi d a n Motivas i). 

2 Peao rn.a ,...,. 

3 Pe:ia:.ara n/pe,a Lh an . 
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B. PENGAWASAN 

MENTERIKESEHATAN 

REPUDLIK INDONESIA 

1. Pengawasan dilakukan terhadap SPA terapis, jenis pelayanan, metode, 

kemampuan keamananan peralatan (kalibrasi) , bahan, bangunan, 

kualitas air dan sarana pendukung lainnya. 

2. Kesehatan Tenaga pelaksana SPA dilakukan sebelum bekerja dan 

secara berkala setiap tahun. 

3 . Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh 

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / 

Kota berkoordinasi dengan Asosiasi Profesi SPA 

4. Hasil pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala D inas 

Kesehatan Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Asosiasi SPA 

dipergunakan untuk pembinaan dan perpanjangan izin penyelenggaraan 

SPA 

5 . Penggunaan tenaga asing pada industri Pelayanan SPA untuk tehnik 

perawatan SPA (konsultan SPA terapis) mengacu pada Kepmen 

No.1076/Menkes/SKNll/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan 

tradisional . 

C. PERAN ORGANISASI PROFESI 

Oalam pembinaan dan pengawasan dilakukan bersama antara Dinas 

Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dengan Asosiasi 

Profesi SPA Asosiasi Profesi SPA memberikan rekomendasi untuk 

membuka pelayanan SPA, yang mekanismenya akan diatur lebih lanjut. 

VII. MONITORING DAN EVALUASI 

Pelaksana pelayanan SPA menjamin adanya pelayanan dengan aman, 

bermanfaat, bermutu dan nyaman, sesuai standar yang berlaku, dan harus 

diusahakan secara terus menerus (kontinyu). 

Kriteria yang dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi adalah sebagai 

berikut : 

A Adanya rencana tertulis untuk pengendalian mutu. 

B. Program pengendalian mutu, meliputi : 
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1. Pelayanan SPA terhadap prosedur yang telah disepakati/ ditetapkan. 

2 . Penampilan kerja (kinerja) seluruh tenaga teknis 

3. Proses dan hasil pelayanan SPA yang menyangkut teknik pelaksanaan 

dan ada tidaknya keluhan klien, adanya "side effect" atau gejala 

sampingan , kecelakaan /cidera seperti melepuh dan sebagainya 

c . Kegiatan pengendalian mutu meliputi hal hal sebagai berikut: 

1. Pemantuan: pengumpulan informasi secara rutin tentang beberapa hal 

yang penting dalam pelayanan SPA. 

2 . Pengkajian: hasil informasi yang dikumpulkan perlu dilakukan pengkajian 

untuk mengidentifikasi masalah dan rencana mengatasinya . 

3 . Tindakan: bila ada masalah dan kemungkinan untuk dilakukan tindakan 

perlu dilakukan. 

4 . Evaluasi : efektifitas tindakan yang telah diambil perlu dinilai untuk 

dimanfaatkan dalam jangka panjang. 

5 . Umpan balik: hasil kegiatan di komunikasikan kepada staf secara teratur. 

D. Daftar hadir dan risalah pertemuan dalam pemantauan dan evaluasi 

disimpan dengan memuat secara rinci hasil pengendalian mutu . 

E. Pengelola SPA melaporkan secara periodik kegiatan SPA-nya setiap 6 

bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota , berdasarkan formulir 

terlampir. 

VIII. TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN SPA 

A. Persiapan. 

1. Pengelola SPA melengkapi persyaratan administrasi : 

a . lzin gangguan. 

b . 1MB 

c . Berbadan Hukum. 

2 . Pengelola melengkapi persyaratan tehnis: 

a . Tenaga sesuai dengan persyaratan. 

b . Pe ralatan sesuai dengan jenis pelayanan . 

c . Bahan yang digunakan sesuai dengan persyaratan jenis SPA. 

d. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan. 
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e . Tenaga kerja (SPA terapis, manajer, direktur, konsultan) yang terl ibat 

memiliki kemampuan teknis yang baik dan bersertifikat. 

B. Perizinan. 

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama dengan Asosiasi Profesi 

SPA melakukan pengecekan administrasi dan teknis ke lapangan . 

2 . Has ii pengecekan lapangan merupakan bahan untuk menentukan 

perizinan. 

3. Dinas kesehatan Kabupaten / Kota mengeluaran izin sementara, yang 

berlaku selama 6 bu Ian. 

4. Selama enam bulan penyelenggaraan SPA tidak terjadi keluhan, 

menimbulkan gangguan dan dampak terhadap kesehatan klien, dapat di 

keluarkan izin tetap. 

5 . lzin tetap dapat diperpanjang setiap 3 tahun sekali. 

6 . lzin tetap dapat dicabut apabila pengelola SPA tidak memenuhi 

ketentuan peraturan yang ada , setelah diberi peringatan 2 kali. 

C . Sertifikasi 

1. Kondisi/syarat: 

- Memiliki sertifikat ijazah/diploma, kursus yang relevan. 

- Lulus ujian kompetensi . 

2 . Harus selalu dibawa setiap saat atau dipasang di tempat praktek. 

3 . Dapat diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali dengan syarat: 

- Memiliki bukti pengembangan diri baik melalui kursus, 

seminar, forum diskusi , dan lain-lain. 

-Tidak melakukan kesalahan yang melanggar Kode Etik 

profesi . 

D Kode Etik Profesi (ditentukan Asosiasi Profesi). 
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IX. PENUTUP 

MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

oemkian pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembinaan dan 

pengawasan sarana pelayanan SPA dan tenaga SPA terapis sehingga upaya 

pelayanan tersebut dapat aman dan bermanfaat bagi kesehatan. 

MENTERIKESEHATAN, 

ttd 

Dr. ACHMAD SUJUDI 
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5. 
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3. 
4 . 
5. 
6 . 
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8 . 
9 . 

10. 
11 . 
12. 

13 
14 
15 
16 
17 

~:,) 
.,,....,\ 

rn N 111111(1 \1,11 \1 I N 
lllsl'\1111 lh INl111N1 ,1 ,1 

Lnmplrnn II 
Pornturnn Montori Kesehatan 
Nomor : 1205/Menkes/Per/X/2004 
Tanggal : 19 Oktober 2004 

PERSYARATAN AIR BERSIH SESUAI 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 416/MENKES/PER/IX/1990 

A FISIKA 

Bau Tidak berbau 
Jumlah zat Padat terlarut rng/L 1.500 
(TDS) 
Kekeruhan Skala NTU 25 
Rasa Tidak terasa 
Suhu O-C Suhu udara 

±3-C 
Warna Skala TCU 50 

B. KIMIA 

a. Kimia Anorganik 
Air raksa mg/L 0,001 
Arsen mg/L 0 ,05 
Besi mg/L 1,0 
Flourida mg/L 1,5 
Kadmium mg/L 0 ,005 
Kesadahan Ca CO3 mg/L 500 
Klorida mg/L 600 
Kronium, Valensi 6 mg/L 0 ,05 
Mangan mg/L 0,5 
Nitrat sebagai N mg/L 10 
Nitrit sebagai N mg/L 1,0 PH 6 ,5-9-,0 Merupakan 

batas 
minimu,n dan 
mah.simum. 
khusus air 
hujan pH 

Selenium mg/L 
minimum 5.5 

Seng 0,01 
mg/L 15 S1anida mg/L 0,1 Sulfat 

Timbal 
rng/L 400 
mg/L 0 ,05 
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- b. Kimia Organik 

1. Aldrin dan Dieldrin 

2. Benzene 

3 . Benzo (a) pyrene 

4. Chlordane(total isomer) 

5. Chlorofom 
6. 2,4-D 
7 DDT 
8 Deterjen 
9 1 ,2 Dichloroethane 
10 1, 1 Dichloroethane 
11 Heptachlor & heptachlor 

epoxide 
12 Hexachlorbenzene 
13 Gamma-HCH (Lindane) 
14 Methoxychlor 
15 Pentachlorophenol 
16 Pestisida Total 
17 2,4 ,6-Trichlorophenol 
18 Zat Organik (KMn04) 

C. MIKROBIOLOGIK 

Total Koliform 
(MPN) 

D. RADIOAKTIVITAS 

1. Aktivitas Alpha (Gross 
Alpha Activity) 

2. Aktivitas Beta (Gross Beta 
Activity) 

MF.NTF.RI KESEIIATAN 
RF.PUIILIK INDONESIA 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

Jumlah per 
100 ml 
Jumlah per 
100 ml 

Bq/L 

Bq/L 
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0 ,0007 
0 ,01 
0 ,00001 
0 ,007 
0,03 
0,10 
0 ,03 
0,5 
0,01 
0,0003 
0,003 

0,00001 
0,004 
0,10 
0,01 
0,10 
0 ,01 
10 

50 Bukan air 
perpipaan 

10 Air perpipaan 

0 , 1 

1,0 
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MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

pERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1109/M EN KES/PER/IX/2007 

TENTANG 
pENYELENGGARAAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER-AL TERNATIF 

DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 

Menimbang 

Mengingat 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat, yang bermutu, bermanfaat dan dapat 
dipertanggungjawabkan perlu dimanfaatkan berbagai upaya 
pelayanan kesehatan, termasuk pengobatan komplementer
alternatif ; 

b . bahwa pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana 
dimaksud pada huruf a telah banyak diselenggarakan oleh 
fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta; 

c . bahwa untuk melindungi pemberi dan penerima pelayanan 

1 . 

pengobatan komplementer-alternatif dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan ; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 

2 . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 ); 

3 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431 ) ; 

4 . Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan 
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Atas Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah 
Negara Tahun 2005 
Negara Nomor 4548); 

Nomor 32 tahun 2004 Tentan 
Menjadi Undang-Undang (Lembara~ 
Nomor 108, Tambahan Lembaran 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Tentang 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara 
Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3609); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang 
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3781 ); 

8 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/XI/ 
1986 Tentang Pemanfaatan Akupunktur di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan; 

9 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SKNI/ 
1999 Tentang Konsorsium Pelayanan Medik; 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SKNIII/ 
2003 Tentang Akupunktur; 

11 . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 /Menkes/SK/11/2004 
Tentang Sistem Kesehatan Nasional · 

' 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/ 
2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kesehatan RI; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/lV/ 
2007 Tentang lzin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik 
Kedokteran ; 
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Menetapkan 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER
AL TERNATIF DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini, yang dimaksud dengan: 

1 . Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional 
yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi 
upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui 
pendidikan terstruktur dengan kualitas , keamanan , dan efektifitas yang tinggi 
yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam 
kedokteran konvensional. 

2 . llmu pengetahuan biomedik adalah ilmu yang meliputi anatomi , biokimia , 
histologi , biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi , imunologi yang 
dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik . 

3. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang 
selanjutnya disebut SBR- TPKA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan 
untuk menjalankan pekerjaan tenaga pengobatan komplementer-alternatif. 

4 . Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya 
disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga 
kesehatan yang telah memiliki Surat lzin Praktik/Surat lzin Kerja untuk 
pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif. 

5. Surat fzin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang 
selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada 
tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan 
praktik pengobatan komplementer-alternatif. 

6 . Pengobatan adalah pelayanan kesehatan kepada perorangan , melliputi 
segala tindakan atau perlakuan yang diberikan kepada pasien dalam upaya 
untuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

7 . Sinergi pelayanan adalah penggabungan metoda pengobatan non 
konvensional dengan pengobatan konvensional yang akan memberikan 
manfaaUkhasiat pengobatan yang lebih baik dibandingkan dengan manfaat 
satu jenis pengobatan saja . 
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8 . lnteg rasi pe layanan adalah penyatuan/penggabungan sebagian atau seluruh aspek pengobatan komplementer-alternatif pada pelayanan kesehatan di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk aspek regulasi , pembiayaan, serta kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan dan obat yang digunakan. 
9 . Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan . 
10. Ookter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
11 . Tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi , sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif. 
12. Kompetensi adalah kemampuan seseorang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (knowledge, skill, and professional attitude) minimal yang harus dikuasai individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi . 

13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi kepada dokter atau dokter gigi tentang kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pelayanan pengobatan komplementer-alternatif. 
15. Organisasi profesi adalah lkatan Ookter Indonesia (IOI), Perhimpunan Ookter Gigi Indonesia (POGI), serta wadah perkumpulan/perhimpunan dokter-dokter seminal dalam bidang pelayanan pengobatan komplementer-alternatif dibawah IOI serta organisasi profesi di bidang kesehatan lainnya. 

BAB II 
TUJUAN 

Pasal2 
Tujuan pengaturan penyelenggaraan pengobatan komplementer-alternatif adalah: a . memberikan perlindungan kepada pasien; 
b . mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; 
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c . memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga pengobatan 
komplementer-alternatif. 

BAB Ill 
PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF 

Pasal3 

Pengobatan komplementer-alternatif dilakukan sebagai upaya pelayanan yang 

berkesinambungan mulai dari peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan 

penyakit (preventif) , penyembuhan penyakit (kuratif) , dan atau pemulihan 

kesehatan (rehabilitatif) . 

Pasal4 

(1) Ruang lingkup pengobatan komplementer-alternatif yang berlandaskan ilmu 

pengetahuan biomedik meliputi : 

a . lntervensi Tubuh dan Pikiran (Mind and body interventions) ; 

b . Sistem Pelayanan Pengobatan Alternatif(Alternative Systems of Medical 

Practice); 

c . Cara penyembuhan manual (Manual Healing Methods); 

d . Pengobatan farmakologi dan Biologi (Pharmacologic and Biologic 

Treatments) ; 

e . Diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan (Diet and Nutrition 

the Prevention and Treatment of Disease) : dan 

f . Cara Lain Dalam Diagnosa dan Pengobatan (Unclassified Diagnostic and 

Treatment Methods) . 

(2) Jenis pelayanan pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan di Indonesia dan dapat 
diintegrasikan di fasilitas pelayanan keseha tan dite tapl<an dengan Keputusan 

Menteri . 

(3) Dalam penetapan ke bijakan penyele nggaraan pengoba ta n k o mple m e nter -

alternatif, M enteri dapat membe ntuk su a tu kornite/h.e lorni:1o h. h.e q a (Pokja) 
yang te rdiri dan unsur Depa rte rne n K e se h a trn1 . 0rga11isos1 f.-'rOIL-3 S1 , pr ... 1h.tisi. 
dan pakar d a la rn b 1dang pengobato11 h.o m ple rne nte r don a ltorndt1t 

Pasal 5 

( 1) Pt3ngobalun h.o mpl0 111e nte 1 n ll t:t1n...1t1I d...1~1, 1t d1l.1l,su11...il,, 111 d1 l.1~!1 1t,1s 
pdlay.:::1110 11 h.esoh o l~111 n publl,J ... 111k111. bLm11, 111t, 1 .. 1t, bl" 111utt1 l i ... 111 lLlt 1.111~11, ... nr . 
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S L' t to rnornil iki 11asil pengl<ajian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang 
s0s11et i ketentuan yang berla l<u 

(::> ) Dnlarn pe la l,sanaan pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana 
dirnal<sud pada ayat ( 1 ) harus sesuai dengan standar profesi dan standar 
pe layanan kesehatan l<ornplemente r-alternatif dengan melakukan anamnesa, 
pe rneriksaan fi sik, pemeril<saan penunjang, diagnosa, terapi , dan proses 
rujukan . 

(3 ) Jenis pengobatan komplementer-alternatif yang dilaksanakan telah dilakukan 
pengkajian dan dapat dipertanggungjawabkan. 

( 4) Pengaturan pengkajian pengobatan komplementer-alternatif ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri. 

Pasal6 
Da lam me lakukan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat digunakan 
peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya. 

Pasal7 
Penggunaan alat dan obat dalam pengobatan komplementer-alternatif harus 
me menuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku 

Pasal8 
( 1) Pe layanan pengobatan komplementer-alternatif dapat dilaksanakan secara 

sinergi , terintegrasi dan mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan. 

(2 ) Pe layanan pengobatan komplementer-alternatif harus dilaksanakan secara 
s inergi dan atau terintegrasi sebagai berikut : 

a . Didukung dengan peraturan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung 
jawab untuk pelayanan pengobatan komplementer-alternatif, serta adanYa 
standar , akreditasi , dan sertifikasi untuk masing-masing jenis pengobatan 
komple menter-alternatif yang dilaksanakan. 

b P dokter e laksana pengobatan komplementer-alternatif adalah dokter dan . 1 · · . lk1 sura 9 191 , serta tenaga kesehatan lainnya yang teregistrasi dan mern11 . . ,at 
tugas/S IK-TPKA sesuai ketentuan yang berlaku, memiliki sertt fdtk n 
k · das1 a ompeten s, sesua, b1dang keahliannya, dan menda pat rekomen · 
o rganisasi prof es, te rkait . 

aran c . Pe mbia yaan perlu dita ta ag ar dapat tercakup da lam sistem pembaY 
asu ran s1 m aupun subsid1 
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d. Dilaksanakan dengan dukungan fas ilita o, praoar8 na, dan p~rafatan 

memadai sesuai ke te ntuan yang be rlaku dan dinyatakan secara 

kepada masyarakat. 

yang 
jefas 

e . Pengorganisasian pe layanan pengobatan komplementer-afternatif 

terstruktur dalam struktur organisasi fas ilitas pelayanan kesehatan , 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, penelitian, pengembangan, 

serta pembinaan dan pengawasan, dalam rangka mencapai pefayanan 

yang bermutu, sesuai standar, dan terintegrasi dalam sistem pelayanan 

pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pasaf 9 

Rumah Sakit yang akan memberikan pelayanan pengobatan komplementer

alternatif kepada pasiennya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Rumah Sakit tersebut harus mempunyai kebijakan yang ditetapkan mefafu i 

Keputusan Direktur Rumah Sakit. 

b. Terakreditasi untuk minimal 5 (lima) pelayanan utama. 

c. Penggunaan pengobatan komplementer-alternatif harus sinergi dengan 

pelayanan lainnya yang ada di rumah sakit. 

d. Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang melaksanakan pengobatan 

komplementer-alternatif harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikefuarkan 

oleh organisasi profesi atau sertifikat yang diakui organisasi profesi terkait. 

e. Mempunyai Keputusan Oirektur Rumah Sakit tentang penggunaan 

pengobatan komplementer-alternatif meliputi antara lain : 

1) Peran Komite Medik Rumah Sakit dalam menentukan dan membina jenis 

pelayanan pengobatan komplementer-altematif yang dilaksanakan d i 

Rumah Sakit; 

2) Pelayanan pengobatan komplementer-alternatif di Rumah Sakit 

terintegrasi dalam struktur organisasi Ru~a~ Sakit dan sistem pelayanan 

pengobatan di Rumah Sakit tersebut mel1put1 perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian , penelitian , pengembangan, pemb,naan, dan pengawasan; 

3) Tata cara sinergi dengan pefayanan lainnya di Rumah Sakit: 

4 ) Ookter, dokter gigi dan tenaga kesehatan la innya yang dapat 

memberikan pefayanan ; 

5) Standar fasilitas , prasarana, dan peralatan ; 

6 ) Tata cara audit medik ; 

7) Pasien yang dapat menggunakan pelayanan: 

8) Rekam medis; 

9) Pengaturan tentang biaya pe layanan 
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BABIV 

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 10 

( 1) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat melaksanakan 

pengobatan komplementer-alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan yang 

dapat digunakan untuk melaksanakan sinergi pelayanan pengobatan 

komple menter-alternatif. 

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 
a. Rumah Sakit Pendidikan; 

b. Rumah Sakit Non Pendidikan; 

c. Rumah Sakit Khusus; 

d . Rumah Sakit Swasta; 

e . Praktik Perorangan; 

f . Praktik Berkelompok; 

g . Puskesmas. 

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

memiliki izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

(4) Praktik perorangan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat 

dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. 

(5) Praktik Berkelompok pengobatan komplementer-alternatif harus dipimpin 

oleh dokter atau dokter gigi sebagai penangggung jawab secara medis 

dalam pengobatan komplementer-alternatif. 

Pasal 11 

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan hanya dapat mempekerjakan tenaga 

pengobatan komplementer alternatif yang memiliki SBR-TPKA dan ST-TPKA /SIK

TPKA sesuai ketentuan peraturan ini . 

( 1 ) 

BABV 

TENAGA PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF 

Pasal 12 

Tenaga pengobatan komplementer-alternatif 

dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki 

bidang pengobatan komplementer-alternatif. 
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(2) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam memberikan pengobatan 
komplementer-alternatif harus sesuai dengan kompetensi tenaga kesehatan , 
pengetahuan dan keterampilan komplementer-alternatif yang dimilikinya . 

(3) Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan 
pelayanan pengobatan komplementer-alternatif tidak sesuai dengan ilmu 
pengetahuan biomedik maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai 
pengobat tradisional. 

(4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengobatan 
tradisional . 

Pasal 13 

Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan pengobatan 
komplementer-alternatif harus memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai 
dengan standar yang dibuat oleh organisasi profesi terkait 

Pasal 14 

(1) Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya hanya dapat melakukan 
pengobatan komplementer-alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan. 

(2) Dalam pelaksanaan pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pembagian fungsi dokter, dokter gigi dan tenaga 

kesehatan lainnya adalah sebagai berikut : 
a. Dokter dan dokter gigi merupakan pelaksana utama untuk pengobatan 

komplementer-alternatif secara sinergi dan atau terintegrasi di fasilitas 

pelayanan kesehatan . 
b . Tenaga kesehatan lainnya mempunyai fungsi untuk membantu dokter 

atau dokter gigi dalam melaksanakan pengobatan komplementer

alternatif secara sinergi dan atau terintegrasi di fasilitas pelayanan 

kesehatan . 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan kewenangannya, dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan 

lainnya yang melakukan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif 

berkewajiban untuk : 

a. Menghormati hak pasien; 
b . Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani atau belum selesai ditangani sesuai 

sistem rujukan yang berlaku; 

c. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien; 
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d . Memberikan informasi dalam lingkup pelayanan pengobatan komplementer
alternatif; 

e. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; 

f. Melakukan pencatatan dengan baik; 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

BAB VI 
REGISTRASI 

Pasal 16 

Dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga 
pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki Surat Tanda Registrasi 
Dokter/Dokter Gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dan wajib melakukan registrasi komplementer-alternatif untuk 
memperoleh SBR-TPKA. 

Tenaga kesehatan lainnya yang akan menjalankan pekerjaan sebagai 
tenaga pengobatan komplementer-alternatif dan telah ada peraturan 
registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, harus teregistrasi dengan 
memiliki izin dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib melakukan 

registrasi komplementer-alternatif untuk memperoleh SBR-TPKA. 

Untuk tenaga kesehatan lainnya yang belum ada peraturan registrasi dan 
perizinan tenaga kesehatannya, yang akan menjalankan pekerjaan sebaga, 
tenaga pengobatan komplementer-alternatif, wajib melakukan registras, 

komplementer-alternatif untuk memperoleh SBR-TPKA. 

Tenaga pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ) , ayat (2) dan ayat (3) harus mengajukan permohonan dan 

D
. Kesehatan 

mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala ,nas 
Propinsi dimana pelayanan akan dilakukan untuk diterbitkan SBR-TPKA 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) dilengkapi dengan · 
.. . . engobatan 

a . Fotokopi 11azah pend1d1kan tenaga pelayanan P gara 
. . penyelen9 

komplementer-alternatif yang disahkan oleh p1m p1nan 

pendidikan yang bersangkutan ; 

b . Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter G igi atau 
Tenaga Kesehatan yang bersangkutan se sua1 dengan 

peraturan perundang-undangan yang b erlaku; 

c . Surat k e te ra ngan seh a t d a ri dokter yang memil iki S IP ; 

d . Pasfoto terbaru u ku ran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 

e . Rekome n dasi dari organisasi profesi 
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(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diberikan 
organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan uji kompetensi yang 
dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat keah lian oleh kolegium 
kedokteran komplementer-alternatif atau tim yang dibentuk organisasi profesi 
yang bersangkutan yang dapat melakukan uj i kompetensi komplementer
alternatif. 

(7) Jika organisasi profesi terkait dengan tenaga kesehatan tersebut belum 
dapat melakukan uji kompetensi komplementer-alternatif maka uji 
kompetensi dapat dilakukan oleh organisasi profesi la innya yang tertinggi. 

(8) Uji kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan pendidikan dasar 
kedokteran/kesehatan tenaga yang bersangkutan. 

(9) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam 
Formulir I terlampir. 

Pasal17 
(1) Berdasarkan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 ayat (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan 
melakukan registrasi dan menerbitkan SBR-TPKA yang berlaku di seluruh 
wilayah Indonesia. 

(2) SBR-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan oleh Kepala 
Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima. 

(3) Bentuk dan isi SBR-TPKA sebagaimana tercantum dalam Formul ir II 
terlampir. 

Pasal 18 
(1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melaporkan catatan registrasi dan SBR

TPKA yang telah diterbitkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan 
melalui Sekretaris Jenderal c .q Kepala Pusat Perencanaan dan 
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan , Departemen Kesehatan 
dengan tembusan kepada organisasi profesi . 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Kepala Pu sat 
Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 
melakukan pencatatan terhadap registrasi dan SBR-TPKA secara Nasional. 

249 

KEMENKES R
I



MENTf. 111 K f.SEHATAN 
RF.PUDI.IK INDONESIA 

Pasal 19 

( 1) Tenaga pe ngobatan komplementer-alternatif lulusan luar negeri wajib 

melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SBR

TPKA 

(2 ) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pada sarana 

pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk Pemerintah. 

(3) Untuk melakukan adaptasi, tenaga pengobatan komplementer-alternatif 

mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi . 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan : 

a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi; 

b . Fotokopi transkrip nilai akademik yang bersangkutan . 

(5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan 

adaptasi. 

(6) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang telah melaksanakan 

adaptasi diberikan surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan sarana 

pendidikan . 

(7) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang telah melaksanakan 

adaptasi , harus melakukan registrasi sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan 

ayat (5). 

(8) Bentuk permohonan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) 

tercantum dalam Formulir Ill terlampir . 

Pasal20 

(1) SBR-TPKA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta 

merupakan dasar untuk memperoleh ST-TPKA /SIK-TPKA. 

(2) Pembaharuan SBR-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d il akukan di 

Dinas Kesehatan Propinsi dimana tenaga pengobatan komplementer

alternatif melaksanakan praktik dengan melampirkan: 

a . SBR - TPKA yang telah habis masa berlakunya; 

b . Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi atau Surat lzin 

Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

c . Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; 

d . Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 

e . Rekomendasi dari organisasi profesi . 
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(3) Bentuk permohonan perpanjangan SBR -TPKA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Formulir IV terlampir. 

BAB VII 
SURAT TUGAS /SURAT IZIN KERJA TENAGA PENGOBATAN 

KOMPLEMENTER-ALTERNATIF 

Pasal21 

(1) Ookter dan dokter gigi yang akan melaksanakan praktik pengobatan 
komplementer-alternatif harus memiliki Surat lzin Praktik Ookter/Dokter Gigi 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib 
memiliki ST-TPKA. 

(2) Tenaga kesehatan lainnya yang akan melaksanakan praktik pengobatan 
komplementer-alternatif dan telah ada peraturan registrasi dan perizinan 
tenaga kesehatannya, harus memiliki surat izin praktik/surat izin kerja sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan waj ib memiliki 
ST-TPKA. 

(3) Untuk tenaga kesehatan lainnya yang belum ada peraturan registrasi dan 
penzrnan tenaga kesehatannya, yang akan melaksanakan praktik 
pengobatan komplementer-alternatif, wajib memiliki SIK-TPKA. 

Pasal22 

(1) Untuk memperoleh ST-TPKA/SIK-TPKA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya harus mengajukan 
permohonan kepada Kepala Oinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat 
dengan melampirkan : 

a . Fotokopi SBR-TPKA yang masih berlaku; 
b . Fotokopi Surat lzin Praktik/Surat lzin Kerja tenaga kesehatan yang 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
c . Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pengobatan komplement_er-alternatif 

yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pend1d1kan yang 

bersangkutan; 
d . Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; 

e . Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 
f . Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan keseha_tan ~

1
ang 

· b k · t k yang bekerJa dr fas, ,tas menyatakan tanggal mula1 e eqa, un u 
pelayanan kesehatan ; dan 
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g. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi , bagi lulusan lua r negeri 

(2) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terc a ntum pada 

Formu/ir V terlampir. 

Pasal23 

( 1) Berdasarkan permohonan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan la in nya 

yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 2 2 

ayat (1 ) , Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan ST-T PKA/ 

SIK-TPKA. 

(2) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menunjuk pejabat lain . 

(3) Bentuk dan isi ST-TPKA dan SIK-TPKA sebagaimana d imaksud pada a y a t 

( 1) sebagaimana tercantum dalam Formulir VI dan VII terlampir. 

Pasal24 

(1) Permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA yang disetujui atau d itolak h a rus 

disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota k epada 

pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tan ggal 

permohonan diterima. 

(2) Apabila permohonan disetujui , Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 

harus se9era menerbitkan ST- TPKA/ SIK-TPKA. 

(3) Apabila permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA ditolak, Kepala Dinas Keseh atan 

Kabupaten/Kota harus memberi alasan penolakan tersebut . 

(4) Bentuk surat penolakan ST- TPKA/ SIK-TPKA seba9aimana d imak s u d p ada 

ayat (3) tercantum dalam Formulir VIII terlampir. 

Pasal25 

(1) ST-TPKA/SIK-TPKA berlaku untuk jan9ka waktu 1 (satu) tahun . 

(2) ST-TPKA/SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasil itas p e layanan 

kesehatan. 

(3) 

(4) 

Dokter dan dokter 

komplementer-alternatif 

9191 yang memberikan pelayanan p e ngobatan 

hanya dapat memiliki maksimal 3 (t i9a ) S T-TPKA 

sesuai ketentuan Surat lzin Praktiknya. 

Tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan p e ngobatan 

komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu ) ST-TPKA/SIK-TPKA-
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Pasa l 26 
Pimpinan fas il itas pelayanan kesehatan wajib melaporkan dokter , dokter g ig i dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan pengobatan kom p lemente r-alte rnatif yang mulai bekerja atau berhenti d i fasilitasnya kepada Kepala D inas Ke sehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi . 

Pasal27 
(1) ST-TPKA/SIK-TPKA t idak berlaku apabila SBR-TPKA te lah habis masa berlakunya. 

(2) ST-TPKA/SIK-TPKA dapat diperbaharui sepanjang memenuhi pers yaratan. 
(3) Pembaharuan ST-TPKA/SIK-TPKA sebagaimana d imaksud p ada ayat (2) diajukan kepada Kepala D inas Kesehatan Kabupaten/Kota d engan melampirkan: 

a . Fotokopi SBR- TPKA yang masih berlaku; 
b. Fotokopi SIP/SIK tenaga kesehatan yang masih be rlaku, untuk tenaga kesehatan tertentu. 
c . Fotokopi ST-TPKA/SIK-TPKA yang lama; 
d . Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki S IP; 
e . Surat keterangan melaksanakan tugas dari p impinan fas ilitas pelayanan kesehatan untuk yang bekerja d i fasilitas pelayanan kesehatan (bukan praktik perorangan); 
f . Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. 

(4) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tercantum dalam Formulir IX terlampir. 

Pasal 28 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tenta ng ST -TPKA/ SIK-TPKA yang telah d iterbitkan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan dan organisasi profesi setempat. 

Pasal29 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib membuat pemetaan tenaga kesehatan , jumlah penduduk, kebutuhan pelayanan kesehatan, keterjangkauan Pelayanan dan jumlah fasil itas pelayanan kesehatan yang ada bersama p ihak terkait dalam rangka pemberian ST-TPKA/SIK-TPKA agar terdapat keseirnbangan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. 
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BAB VIII 
TENAGA PENGOBATAN 

KOMPLEMENTER-AL TERNATIF ASING 

Pasal30 

( 1) Ten aga asing yang melaksanakan pelayanan pengobatan komplementer

a lternatif d i Indonesia dilarang untuk melakukan praktik perorangan/ 

berkelompok. 

(2 ) Tenaga asing sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya boleh 

melaksanakan pelayanan pengobatan dengan prinsip alih teknologi dalam 

b idang pengobatan komplementer-alternatif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

Pasal31 

(1) Tenaga asing yang akan melakukan pelayanan pengobatan komplementer

alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat ( 1 ) , harus diajukan 

o leh fasilitas pelayanan kesehatan yang bukan merupakan praktik 

perorangan. 

(2 ) Tenaga asing sebagaimana dimkasud pada ayat ( 1) harus memiliki 

kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik. 

(3 ) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a . Telah mempekerjakan minimal 2 (dua) orang dokter/dokter gigi yang telah 

memiliki SBR-TPKA dan ST-TPKA. 

b . Memiliki izin fasilitas pelayanan kesehatan. 

c . Memiliki fasilitas , prasarana, dan peralatan yang memenuhi syarat yang 

telah ditetapkan. 

Pasal32 

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 1 harus 

mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kesehatan dan Menten 

Tenaga Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku , dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 

d~ngan dilampiri dokumen lengkap tentang tenaga asing yang akan 

d1datangkan di Indonesia . 

(2 ) K I t (1 1 
e engkapan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada aya 

meliputi : 
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a . B iodata tenaga asing yang akan melaku kan p e laya nan pengobat an 
komplementer-alternatif; 

b . Fotokopi KTP (identitas) di negaranya; 

c . Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 
d . Fotokopi ijazah komplementer-alternatif yan g telah di legalis ir; 
e . Dokumen ' tentang pengalaman di b idang p elayanan pengobat an 

komplementer-alternatif ; 

f . Memiliki Surat lzin Praktik d i negaranya; 

g . Rekomendasi dari Departemen Kesehatan di neg aranya; 
h . Dokumen/bukti persyaratan sebagaimana d im aksud pada Pasal 31 ayat 

(3). 

(3 ) Menteri memberikan persetujuan tertulis kepa d a tenaga asing yang 
memenuhi persyaratan. 

(4 ) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada 
tenaga asing untuk bekerja selama 1 (satu) tahun dan dapat d iperpanjang 
kembal i selama 1 (satu) tahun sepanjang memenuhi persyaratan yang 
d itetapkan. 

Pasal33 

(1) Tenaga asing yang telah mendapat persetujuan tertulis d ari Menteri 
sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) hanya dapat bek e rja dengan 
prinsip alih teknologi dalam bidang pengobatan komplementer-alternatif 
sesuai dengan tempat yang diajukan fasilitas pelayanan kesehatan. 

(2 ) Tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan 
permohonan SBR-TPKA untuk tenaga asing kepada Kepala D in as 
Kesehatan Propinsi setempat. 

(3 ) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lengkapi dengan : 
a . Fotokopi ijazah komplemen ter-alternatif yang telah d ilegalisir 
b . Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; 
c . Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar ; 
d . Rekomendasi dari organisasi profesi yang dapat m e lakukan uji 

kompetensi komplementer-alternatif yang bersangkutan. 
(4 ) Setelah diperoleh SBR-TPKA, tenaga asing sebagaiman a dimaksu d pada 

ayat (2 ) harus mengajukan permohonan SIK-TPKA untuk tenaga asing 
kepada Kepala D inas Kesehatan Kabupate n/Kota sete m pat. 

(5) Permohonan sebaga imana dima ksud pada aya t (4) d ile ngkapi d engan : 
a . Fotok opi S B R- T PKA yang m a s ih b e r laku ; 
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b . Fotokopi Surat lz in Praktik di negara nya 

c . Fotokopi ijaz ah pendidikan komplementer-alternatif y a ng tela h di lega l1 s1r 

d . Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; 

e . Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar : 

f . Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan k eseh a ta n y ang 

menyatakan tanggal mulai bekerja. 

(6) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) Kepala D inas 

Kesehatan Propinsi memberikan SBR-TPKA untuk tenaga asing sela m a 

jangka waktu 1 (satu ) tahun sesuai persetujuan tertul is dari Menteri, da n 

berlaku di wilayah tersebut. 

(7) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) Kepala D inas 

Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan SIK-TPKA untuk tenaga asing 

sebagai tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka a lih 

teknologi , yang pemberlakuannya sesuai dengan pemberlakuan SBR-TPKA 

nya. 

(8) SIK-TPKA untuk tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat 

diperpanjang sesuai dengan pembaharuan SBR-TPKA nya. 

(9) Bentuk dan isi SBR-TPKA dan SIK-TPKA untuk tenaga asing mengacu pada 

bentuk Formulir II dan VII sebagaimana terlampir. 

Pasal 34 

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat ( 1) 

harus memberikan laporan kegiatan tenaga asing komplementer-alternatif yang 

dipekerjakannya pada awal kegiatan dan pada akhir masa kerjanya kepada 

Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. 

BAB IX 

PENCATATANDANPELAPORAN 

Pasal35 

( 1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan pelayanan pengobatan 

komplementer-alternatif sebagai bagian dari pelayanan pengobatan, harus 

melaporkan secara tertulis kepada Menteri c .q . Direktur Jenderal Bina 

Pelayanan Medik untuk dilakukan pencatatan. 

(2 ) Laporan dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal 

Bina Pelayanan Medik, meliputi : 
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a. Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang melaksanakan· 

b. Jenis pelayanan pengobatan komplementer-alternatif; ' 

c. Jumlah pasien penerima pengobatan komplementer-alternatif; 

d. Hasil pengobatan dan efek samping bila ada. 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal36 

(1 ) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang menjalankan 

praktik , dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing 

(2) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsi masing-masing dapat menetapkan 

larangan jenis/tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang tidak aman 

dan membahayakan kesehatan masyarakat. 

Pasal37 

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil 

tindakan administratif kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif 

yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini 

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

melalui : 

(3) 

(4 ) 

a . Teguran lisan; atau 

b. Teguran tertulis; dan 

c. Pencabutan SIP/SIK dan/atau ST- TPKA/SIK-TPKA 

Sebelum keputusan pencabutan SIP/SIK dan/atau ST- TPKA ditetapkan, 

Kepala Dinas Kesehatan dapat terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari 

Majelis Kehormatan Oisiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan/atau 

Or - - f · yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. 
ganisas1 pro es1 

0 
. . fes,· d apat m engusulkan tindakan administra tif kepada Kep a la 

rga nisa s1 pro 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga 

kesehatan lainnya yang m elakukan pengobatan kompter:n~nter-a lte rnatif, 

I k ka n P
e la nggara n te rhadap ketentuan Peratura n 1n1. 

yang me a u 
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Pasal 38 
Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan tenaga pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau mempekerjakan tenaga pengobatan komplementer-alternatif t1dak sesuai dengan ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal39 
Bagi tenaga pengobatan komplementer-alternatif, rumah sakit dan fasil1tas pelayanan kesehatan lainnya yang telah memberikan pelayanan pengobatan komplementer harus segera menyesuaikan peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan. 

Pasal40 
Apabila tenaga kesehatan yang semula tidak ada peraturan registrasi dan perizinannya sebagai tenaga kesehatan kemudian hari ditetapkan peraturan registrasi dan perizinannya sebagai tenaga kesehatan , maka SIK-TPKA yang diberikan kepadanya masih tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya untuk kemudian disesuaikan menjadi ST-TPKA. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal41 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 26 September 2007 

MENTER! KESEHATAN , 

ttd 

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K) 
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Kepada Yth . 

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 

di 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ini , 

MENHRI KESEIIATAN 

REPIIDI.IK INDON ESIA 

Nama lengkap .. ... . . .. .. . .. . ... ... . .... . .... ... .. . . .. ......... .. ....... .. ............ . 

Alamat 

Tempat, tanggal lahir 

Jenis kelamin 

Tahun lulusan 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Registrasi 

Pelayanan Pengobatan Komplementer-alternatif, sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan 

Pengobatan Komplementer - Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan: 

a. Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pelayanan pengobatan komplementer

alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang 

bersangkutan ; 

b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi atau Surat lzin Tenaga 

Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku; (*) 

c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; 

d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 

e Rekomendasi dari organisasi profesi. 

Demikian atas perhatian Bapak/lbu kami ucapkan terimakasih . 

. • • . • • • · • • , . ' I 

Pemohon , 

( ..... 

Keterangan: 

(Nama) 

(") Untuk tenaga kesehatan terten tu . 
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KOP 
Formulir II 

DINAS KESEHATAN PROPINSI ................ . . . 

SURAT BUKTI REGISTRASI TENAGA PENGOBATAN 
KOMPLEMENTER-AL TERNATIF 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 
Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer - Alternatif di Fasil itas 

Pelayanan Kesehatan, bahwa kepada : 

Nama 
Tempat / tanggal lahir 
Lulusan 

Dinyatakan telah teregistrasi sebagai Tenaga Pelayanan Pengobatan 
Komplementer-Alternatif pada Dinas Kesehatan Propinsi .. . ....... ..... ... . 
dengan Nomor registrasi .......... ... ...... .. ... ... .... ......... ... .. ..... ... dan diberi kewenangan 
untuk melakukan praktik pelayanan pengobatan komplementer-alternatif d iseluruh 

wilayah Indonesia (untuk WNI*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Surat Registrasi Tenaga pengobatan Komplementer-alternatif ini berlaku sejak 
tanggal .... ... .. .. ...... ...... ..... ....... ...... sampai dengan tanggal ..... ...... ............ .... ... ... .... . 

Pas foto 
4X6 

Te mbusan : 

1 . Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik 

Dikeluarkan di ...... ........ . ... ..... .. . . 
Pada tanggal . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. 

a.n. Menteri Kesehatan 
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 

... . ... . . . .. .. Nama .. ..... ...... ... .... . 
NIP ............. . .. . .. .... .. .. .. .. . . . .... . 

2 . Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayaguna an SOM Kesehatan 
3 . Organisasi Profesi 

* Pemberlakuan di seluruh Indonesia tidak b e r/aku bagi tenag a pengobatafl 
komplementer- a/ternatif a sing. 
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perihal : Permohonan Adaptasi 

Kepada Yth. 

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 

Di-
.......... .. . . ... .. .. . .. . . . . . . . . . . . . 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 

MENT6RI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Formulir Ill 

Nam a lengkap . .... ... .... .... .. .. .. .... .. ..... .. ......... .. ... ... . .. .... .. . • • • • • · · • • · · · · · · · · · · · · 

Alamat 

Alamat 

Tempat, tanggal lahir 

Jenis kelamin 

Tempat Pendidikan 

Tahun Lulusan 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan adaptasi. 

Sebagai bahan pertimbangan terlampir : 

a. Fotokopi ijazah tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang telah 

dilegalisir oleh D irektur Jenderal Pendidikan Tinggi 

b. Fotokopi transkip nilai akademik yang bersangkutan 

Dernikian atas perhatian Bapak / lbu kami ucapkan terima kasih. 

Pem o h o n 

.... . .... . . . .. .. . ) 

(Nam a) 
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Perihal : Permohonan Perpanjangan SBR-TPKA 

Kepada Yth . 
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi .. . .. . ... ...... .... .... • 

di-

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 

Formulir IV 

Nama lengkap 

Alamat ·· ·· ····· ·· ····· ··· ···· ········ ··· ··· ····· ········ ····· ····· ··· ······ ······ ··· ····· 

Tempat, tanggal lahir 

Jenis kelamin 

Tahun Lulusan 

··· ·· · ·· ·· ····· · ·· · ··· · · ·· · ·· ·· ·· · · · ··· ·· · · · · · ·· ·· · ····· ·· ···· · · ·· ·· · ·· · ·· ··· ····· · 

· · · ·· · · ·· ·· · ·· ····· ·· ·· · ··· · · ·· · · · ·· · ·· ·· ·· ··· ·· ··· ··· ·· ····· · ·· · · ··· ·· ··· ··· ··· ··· 

· ·· ··· · ·· · ··· · ··· · ·· · ·· ··· · · · · ··· ·· · · · · ··· ·· ·· · · ···· ··· ······· ·· · ·· ·· ··· ····· ···· ·· 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Surat 

Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang 

Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer - Alternatif di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan. 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : 

a SBR - TPKA yang telah habis masa berlakunya; 

b Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi atau Surat lzin Tenaga 

Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku; (*) 

c Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; 

d Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 ( empat) lembar; 

e Rekomendasi dari organisasi profesi 

Demikian atas perhatian Bapak / lbu kami ucapkan terima kasih. 

•• • ••• • • • . • •• • •"I 

Pemohon, 

( . .. . . . .. . " . .. . .. .. . ... . . . ................ ) 

Keterangan: 
(Nama) 

(*) Untuk tenaga kesehatan tertentu . 
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MENTERIKESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Perihal : Permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA 

Kepada Yth, 

Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten I Kota . . ... . . . . . . . ... . . .. . 
di-

. .. . .... .. .. . .. . 

... ... ... .. . . .. ... . .. . . . .. . . . . ... .. . 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Formulir v 

Nama lengkap ' 
··· ···· ··· · · · ··· ·· ···· ·· ·· · · · ···· · · · ·· · ·· ·· ··· ·········· · ·· · ····· · ····· ············ 

Tempat, tanggal lahir 

Jenis kelamin 

Lulusan 

Tahun Lulusan 

NomorSBR-TPKA 

Alamat Rumah 

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat lzin Praktik 

Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif pada ....... ... ... ... ............. .. ........ ..... .... . 

(sebutkan nama fasilitas pelayanan kesehatannya, alamat, nama kota, 

Kabupaten/Kota), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/ 

MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer -

Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : 

a. Fotokopi SBR- TPKA yang masih berlaku; 

b. Fotokopi Surat lzin Praktik/Surat lzin Kerja tenaga kesehatan yang 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;(*) 
c. Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pengob~t~n komplementer-alternatif yang 

disahkan oleh pimpinan penyelenggara pend1~1_k~n yang bersangkutan ; 

d. Surat keterangan sehat dari dokter yang mem11tk1 SIP; 

e. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 

f. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan 

kesehatan · dan 
9 - Surat keter~ngan telah menyelesaikan adaptasi , bagi lulusan luar negeri 

Demikian atas perhatian Bapak / lbu kami ucapkan terima kasih . 

• • • • • • • • • • • • • , • • I • • • • • • • • • • • • • • • • 

Pemohon, 

(. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
(Nama) · · · ·········· · 

Keterangan : 
("') Untuk tenaga kesehatan yang mengajukan ST-TPKA 
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' H N tl Ml k l , t 14\1 <\N 

HI l'l lltl 1k I N llllN I ,1 ,\ 

KOP 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA 

SURATTUGASTENAGAPENGOBATAN 
KOMPLEMENTER-AL TERNATIF 

Nomor : .. ......... . 

Form111ir VI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109 /M E N K E S / P E R/IX/?0() / 
Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer - A lte r n a t1f d1 Fasi111a5 

Pelayanan Kesehatan , bahwa kepada : 

(Nama) 

Tempat / tanggal lahir .. ........... . . ..... . ..... . . .. . . ...... . . . 

Nomor STR/Surat lzin Tenaga Kesehatan ( * ): . . .. . .. . . .. . . .. .. . .. . . . ... .. . . . 

Nomor SIP/SIK (*) . ... . . . ... .. . . ..... . . . . .. .... .. . ......... . .. . . .... . ... . 

NomorSBR-TPKA 

Diberikan ST- TPKA di 

(sebut nama sarananya) 

Alamat sarana/tempat praktik 
( sesuai SIP/SIK) 

Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif ( ST-TPKA) 1ni berla"-' 

selama 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan tanggal . . . ...... . .... ..... . 

Pas foto 
4X6 

Tembusan : 

1 . Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 
2 . Organisas1 Profes1 

Keterangan: 
(*) Untuk tenaga kesehata n te rtent u 

Dikeluarkan d i 
Pada tanggal 

Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota .. . . . . .. . . . ... .. . - -· · · · · 

...... ......... . .. . Nama . . . . .. .. .. . • • · · · · 
NIP . . .. . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. · · · · · · · ·· ·· 
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MENTER! KESEltATAN 
REPUBI.IK INDONF.SIA 

KOP 
Formulir VII 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA 

SURAT IZIN KERJ A T E NAGA PENGOBATAN 
K O MPLE MENTER-ALTERNATIF 

Nomor : ..... .. ........ ..... .. .. .... ... . 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 
Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer - Alternatif di Fas ilita s 
Pelayanan Kesehatan, bahwa kepada : 

Tempat I tanggal lahir 

Nomor SBR- TPKA 

Diberikan SIK - TPKA di 

(Nama) 

(sebut nama sarananya) 

Alamat sarana/tempat praktik : 

Surat lzin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (SIK -TPKA) in i 
berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan tanggal . ... . . . . . ........ . ... ........ .. . 

Pas foto 
4X6 

i enibusan 
1 

Kepa 1a o· 
~ Or . 1nas Keseh a ta n Propin s , 

Qan, sasi Pro fe s i 

Dikeluarkan di .. . .. . .. .. . . . .. .. . .. . . 
Pada tanggal . .. .. . ... . . . .. ... .. . ... . 

Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota .......... . .......... . . . 

................... Nama .... . ........... . 
NIP ................... . .... ... . . .. .. . . . .. . 
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~ '--~ .,;; 
l\1 F. NTF.RI ,rnsrnATAN 
lt F. l' IJ III .IK INOONF.S li\ 

Formulir VIII Perihal: Penolakan Permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA 

Kepada Yth . 

Di-

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor ........ ......... .... ..... . tanggal 
.. .... .. .......... ...... .. Perihal Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer
Alternatif/Surat ljin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif, setelah 
dilakukan penilaian atas permohonan tersebut, diberitahukan bahwa permohonan 
Saudara tidak dapat disetujui karena : 

1. ·· · ·· ·······"• •·· ·· .. · ···· ··· ···· .... ... .. . ... ... ... . .. ....... . .. ......... . . ...... .......... . ... .. . . 

2 . ·· ·· ········ ····· ············ ···· ·· ···· ·· ···· ··· ····· ·· ··· ··· ·· · ··············· · ········· ·· ·· ·· ·· · ·· ····· ······ ····· · 
3 . ·· ········· ···· ·· ·· ·· ····· ······ ·········· · ··· ············ · ········· ··· ··· ··· · ······ ······· · ·· ····· · ··· ········ ······ · 

Selanjutnya Saudara diminta untuk .... ... . ....................... . ............ .. ... ... ...... ..... .. ... . 

Demikian untuk dimaklumi. 

··· ···· · · · ··· ··· · · ········· · ··· · ··· · ·•·····1 · ··· · · ··· ·· 

Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota ............... .. ..... . . 

.............. . .... Nama ... . .. ... ....... . 
NIP ...................................... . 

Tembusan : 
1 . Kepala Dinas Kesehatan Propinsi 
2 . Organisasi Profesi 
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MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Perihal : Permohonan Perpanjangan ST-TPKA/SIK-TPKA 

Kepada Yth . 
Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten / Kota ... . .... . .. . .............. . .. . . .... . 
Di -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ini , 

Formulir IX 

Nama lengkap ... .... . . . · ········ ···· · ·· ···· ·· ······ · ···· ······ · · ····· ·· ············· · ··· · ·· ····· Alamat 

Tempat, tanggal lahir 

Jenis kelamin 

Tahun Lulusan 

········ ·· ·· ···· ··· · ·· · ·• · ·· ·· ······· ··· ·· ·· ·· ·· ··· ······ ······ · ····· · ·· · ·· · · · · · ··· 
····· · ·· · ···· ··· ······ · ·· · ··· ······ · ············· ···· · ·· ··· · · · ······ ·•· ······ ······ 

·· · ····· ··· ···· · ·· · ·· ········ ···· ··· · ····· ···· ·· ·· ···· · ··· ···· ···· ·· ··· ·· · · ····• · 

· ·· ··· · ·········· ··· ···· ···· ·· ··· ········ ·· ·· · ·· ·· ··· · ··· ·· · ··· ······· · · ······ ·· · 
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Surat 
Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif/Surat ljin Kerja Tenaga 
Pengobatan Komplementer-Alternatif , sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelen g gara a n 
Pengobatan Komplementer - Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Sebagai bahan pertimbangan bersama in i kami lam p irkan : 
a . Fotokopi SBR- TPKA yang masih berlaku; 
b. Fotokopi SIP/SIK tenaga kesehatan yang masih berlaku , untuk tenag a 

kesehatan tertentu. 
c. Fotokopi ST- TPKA/SIK-TPKA yang lama; 
d . Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; 
e . Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan fasilitas pe layanan 

kesehatan untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ( bukan p raktik 
perorangan); 

f . Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar 
Demikian atas perhatian Bapak / lbu kami ucapkan te rima ka s ih . 

Pemohon , 

( . . .. .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
(Nama) 
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MENTERI KESEHATAN 
REPlJBLIK INDONESIA 
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't~"ITKI icrsnlff\, 
lL=n. l, oo, ESJ., 

..,_tPUTLiSAN MENTE RI KESEHA TAN ~EPUBLIK INDON'::SIA 
UOMOR 121/ME~KES/SK/H/2008 

TENTANG 

STANDAR PELA YANAN MEDIK HERBAL 

MENTERJ KESEHA TAN REPUBLIK INDONESIA, 

"','e.- ·~ ~ 119 · a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang 
aman, ber.nanfaat dan dapat dipertanggungjawat.,kan, perlu 
dimanfaatkan berbagai upaya pelayanan kesehatan, termasuk 
peiayanar medik herbal sebagai bagian dari pengohatan 
komplemer.ter-attematif, 

b . bahwa praktik pelayanan medik herbal telah b~rkembang dengan 
pesat bermanfaat, dan dapat dipertangg"Jngjawabkan 
keemanannya; 

c. bahwa pemanfaatan pelayanan medik herbal olah masyarakat harus 
sesuai dengan standar pelayanan medik harbal; 

a . bahwa berdasarlcan pertimbangan sebagairnana dirnaksud pada 
huruf a, hUJuf b, dan huruf c perfu ditetap~an Keputusan Menteri 
Kesehatan tentang Standar Pelay.man Medii< Herbal; 

Meng~~, : 1. Undang-Uridang Ncmor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3495); 

2 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3821 ); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedoicteran 
(Lembaran ~egara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara No:nor 4431); 

4 _ Ur.dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerir.tahan 
oaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No~o1· 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) s~bagaimana telah diL:bah dengan 
Undan g,-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerint3 h ?enga.nti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
F erubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pem erintahan oaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, 
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Menetapkan 

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

Kelima 

Ml N lf' ftf l< f' \ l' ff ll'f/\N 
111' 1'11111.11( INIHINl" ,111 

5. Poroturon Pem erlntah 1-..J omor 32 T r.1hun 19S6 tentang Tenaga 
Ko so hoton \ lembaran Negara T ahun 1996 N omor 3~. T ambahan 
l.ombo ra n Negara Nomor 3637) ; 

6 . Peretura n M e nte ri Kesehatan Nomor 1575/Manl~e s/Pe r/X l/2005 
te ntang Grganisas i dan Tata t<erja Depanem0n Kesehatan sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 1295/Menkes/Per/Xll/2OO7; 

7 . Pe raturan Menteri Kesehatan No.nor 512/Menkes/Per/lV/2007 
tentang lzln Praktik dan Pelaksana<'ln Prakt;k Kedokteran; 

8 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/lX/2007 
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di 
Fasllitas Pelayanan Kesehatan; 

MEMUTUSKAN: 

: KEPUTUSAN MENTERi KESEHA TAN TENT ANG STAN OAR PELAYANAN MEDIK HERBAL. 
: Standar pelayanan sebagaimana d:maksud dalam Diktum Kesatu, sebegai tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan ini. 
: Stander pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi tenaga medis di fasilitas pelayanan 
kesehatan dalam memberikan pelayanan medik herbal. 

: Menteri, Kepala Dinas Kesehata!1 Propinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan · Kabupaien/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesl terkait sesuai tugas dan fungsi maslng-masing. 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggel ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pad a tanggal 6 F -3bruari 2008 

ENTERI KESEHATAN, 

ITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(KJ 

270 

KEMENKES R
I



ME"ITERI KESEIJJ\TAN 
REP UBLIK INDO NESIA 

Lampiran 
Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor : 121/Menkes/SK/11/2008 
Tanggal : 6 Februarl 2008 

STAN DAR PELA YANAN MEDIK HERBAL 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraaan 
kesehatan oleh bangsa Indonesia, diarahkan dalam rangka tercapainya 
kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar 
dapat terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. 
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Departemen Kesehatan memiliki 
kebijakan pelayanan kesehatan yang berlandaskan pada visi masyarakat yang 
mandiri untuk hidup sehat dan misi untuk membuat rakyat sehat. Dengan nilai -
nilai inti keberpihakan kepada rakyat, dengan pelaksanaan kebijakan yang cepat 
dan tepat serta dilaksanakan secara transparan, dan akuntabel oleh pelaksana 
yang memilikj integritas dan mampu bekerja sama secara tim yang baik. 
Sejalan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka strategi yang 
dilaksanakan .oleh Departemen Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan 
pelayanan kesehatan diantaranya adalah dengan menggerakkan dan 
memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatkan akses 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. 
Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang pada saat ini diminati baik oleh 
masyarakat maupun para pakar ilmu kedokteran konvenslonal adalah 
pengobatan komplementer-alternatif. Pengobatan komplementer-alternatif ini 
dapat pula melengkapi atau menjadi pilihan lain dalam pelayanan kesehatan. 
Pelayanan pengobatan komplementer-altematif memllikl definisi kegiatan 
pelayanan pengobatan non konvensional yang meliputl upaya promotif, preventif, 
k.uratif dan rehabilitatif dengan menggunakan pengetahuan yang dlperoleh 
melaJui pendidikan formal dengan kualitas, keamanan, dan efektlfltas yang tinggi 
yang bertandaskan ilmu pengetahuan blomedlk, yang belum diterima dalam 
kedokteran konvensional. 
Obat herbal terstandar ( herbal medicine ) merupakan aalah satu bentuk 
pengobatan komplementer-alternatif, yang merupakan suatu slstem pelayanan 
kesehatan d iluar dari ja lur ilmu kedokteran konvenalonal. 
Obat herbal yang berasal darl tumbuhan audah &ejak zaman dahulu kala 
digunakan sebagai inte rvensi untuk menyembuhkan penyaklt dan pengobalan . 
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MENTF.HI KESE II ATAN 

HPIIIII.IK INllON ESIA 

llmu kedokteran l<onvcnsional juga s ud ~,1 , ln ma memanfaatkan b ahan alarn, 

untuk penyembuhan. Bahkan Departemen Kesehatan melalui pe ncanangan 

pengembangan dan promosi obat tradisional se rta medik, mendorong dan 

menggalakkan kembali pemakaian obat herbal baik untuk masyarakat maupun 

kalangan kedokteran konvensional untuk aktif berpartisipasi dalam mempelajari 

dan mengembangkan tanaman obat sebagai modalitas pengobatan , yang 

diharapkan bisa saling berdampingan dengan pengobatan kedokteran 

konvensional demi kesehatan dan kesejal1teraan pasien . 

Seiring dengan kemajuan zaman, obat herbal tersedia luas dan banyak 

dikonsumsi masyarakat. Dari Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional 

{SUSENAS), penggunaan obat tradisional termasuk obat herbal meningkat dari 

tahun ke tahun, tercatat dari 19,9 % tahun 1980 menjadi 23,3 % tahun 1986 

dan meningkat menjadi 31,7 % tahun 2001 kemudian bertambah meningkat 

menjadi 32,8 % pada tahun 2004. Sehingga penyelenggaraan pelayanan medik 

herbal perlu dioptimalkan agar dapat terselenggara secara aman, efektif , dan 

berrnanfaat, serta berkualitas bagi pelaksana pelayanan maupun masyarakat 

sebagai pengguna jasa pelayanan ini. 

Sampai dengan tahun 2006, Sadan Pengawasan Obat dan Makanan telah 

mengeluarkan registrasi dimana tercatat ada 17 obat herbal terstandar dan 5 

jenis ritofarrnaka. Sedangkan Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang 

Kesehatan Tradisional Timur {PDPKT), setelah melalui prosedur dan identifikasi 

yang panjang, berhasil memilih 30 jenis tanaman berkhasiat obat terdiri dari 7 

jenis f"ltofarrnaka dan obat herbal terstandar yang bisa digunakan dalam 

mengatasi berbagai macam penyakit. Sehingga perlu suatu pelayanan medik 

herbal yang berkualitas dan pelaksanaannya sesuai dengan etika kedokteran 

dengan prinsip manfaat dan keamanan yang dipegang teguh. 

Pengobatan dengan herbal sejak lama telah banyak dimanfaatkan secara 

mandiri oleh masyarakat, namun belum banyak bukti ilmiah yang dapat 

mendukung. 

Dari hasil survey kesehatan nasional tahun 2004, menunjukkan bahwa 

prevalensi penyakit yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah pilek (50 ,27%). 

batuk (49,60%), panas (37,85%), sakit kepala (16,45%), sakit gigi (5,85% ), diare 

{5,51%), asma (4.64%), dan penyakit lain (23,9%). 

Berdasarkan hasil penelitian Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang 

~ese~atan Tradisional Timur (PDPKT), gejala-gejala penyakit tersebut dapat 

d1atas1 dengan 30 jenls tanaman obat yang dipiih. 

Sesuai dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas perlu adanya suatu standar 
~~ ed I • 

anan m lk herbal sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan medik 

yang terjamin aman, bermanfaat, efoktif, dnn berkualitas. · 
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B. Tujuan 

Tujuan umum : 

MENTF. RI KESF. Hi\TAN 
REPUDLIK INDON ESli\ 

Tersusunnya Stcmdar Pelayanan Medik Herbal dalam rangka meningkatkan 
mu·,u pelayanan medik pengobatan komplemente,·-a!tematif, khususnya 
pels.yanan medik herual di fasilitas pelayanan kesehatan secara menyelurun dan 
terpadu 

Tujuan khL•sus : 

1. Tersedianya Standar Pelayanan Medik _Herbal yang dapat menjadi ac•Jcm 
dalam penyelenggaraan pelayanan medik herbal yang aman, profesional, 
efektif, dan bermutu. 

2. Memberi pelayanan medik herbal yang terjangkau kepada masyarakat. 
3. Tensusun standar ewaluasi hasil pengobatan dengan ob·at herbal. 
4. MemperolHh data-data lebih lanjut tentang keamanan dan efektif rtas obat 

herbal dalam perr,ekaiannya pada manusia. 

5. Mernberi i:,erlindungan kepada masyarakat dan pelak~ar1an pelayanan medik 
herbal. 

C. Pengertian 

1. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebaga! patok&n. 
2. Standar pelayanan adalah pedoman yang harus dipatuhi dan dipergunaKan 

sebagai pegang-am dalam memberlkan pelayanan kepada rnasyarakat. 
3. Pelayanan medik adalah adalah upaya kesehatan keµada perorangan 

meliputi pelayanan promotif, preventlf, kuratif, dan rehat:ilitatif, yang diberikan 
kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis 
dengsm memanfaatkan sumber days dan fasilitas secara optimal 

4. Per.gobatan komplementer-alternatif adalal1 pengobatan non konvensional 
yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi 
upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui 
pendldikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang ti:iggi, 
yang ber1andaskan ilmu pengetahuan blomedik yan~ belum diterima dalam 
kedokteran konvenslonal. 

5. Pengobatan herbal adalah pengobatan yang mengyunakan ~ahan yang 
berasal dari tanaman, bisa berupa deun, akar, bljl-bijian, dan lainnya, yang 
mengandung be:han yang berkhaslat untuk tubuh. 

6. Obot herbal tarstandar adalah sedlaan obat bahan slam yang telah dibuktikan 
keamanan dan khaslatnya secara llmlah dengan uj1 praklinik dan bahan 
bakunya telah dlstandar~sasl. 
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7 . Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan 
keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, 
ballan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. 

8. Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang Ke~ehetan Tradisional Tim~r 
(PDPKT) adalah organisasi seminat yang menghimpun anggota lkatan 
Dokter Indonesia (IDI) yang berminat dalam kesehatan tradisional timur 
terutama bidang akupunktur dan herbal, untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat serta mengembangkan ilmu pengctahuan dan 
keterampilan dalam bidang tersebut. 

9 . Pendidikan terstruktur adalah pendidikan yang terencana, dilaksanakan 
sesuai derigan metode yang ada, dan dilakukan pembinaan dan pengawasan 
sesuai dengan target yang akan dicapai. 

II. STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN MEDIK HERBAL 
A Standar lnstit1.1si Pelayanan Medik Herbal 

1. Sumber Daya Manusia 

Untuk standar pelayanan medik herbal ini !Sumber daya manusianya adalah 
dokter dan dokter gigi, sedangkan tenaga kesehatan lain peraturannya akan 
disusun tersendiri. 

a . Standar Kompetensi 

Adalah suatu penilaian kemampuan tentang pengetahuan, keterampilan 
cia~- .perilaku ya~g harus dimiliki ~leh tenaga medis (dokter) untuk 
me.a,<ukan peker.Jaan secara efekt1f dalam bidang herbal dan telah 
mendap~t kewenangan dari organisasi seminat Perhimpunan Dokter 
Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur (PDPKT) sebagai 
organisasi dibawah IOI. 

Tabet 1. Standar Kompetensi Pendidikan Herbal .. 

Tingkat 
- ~ 

No Bentuk 
Pencir.fikan Pendldikan Sarana 

1 Dokter, Dokter K..irsus RS kelas A , B, 
Gigi,Dokter terakreditc:~i C, D dan 
Spesialis dengan 40Jam Pus~esmas 
pendidikan Pelajaran 

j pengobatan (@ 45 Menit) 
Herbal Dasar dengan 10 

SKP IOI 
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b. Standar Ketenagaan 

MrNTrRI KF-~fllATAN 
Rf.PIIRI.IK INIJONE.~1,\ 

Pelayanan medik herbal dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis dengan pendidikan pengobatan herbal dasar yang mempunyai sertifikat kompetensi herbal. 
Dalam pelaksanaannya di fasilitas pelayanan kesehatan, bila tidak menggunakan obat jadi tetapi meracik sendiri, maka dokter pelaksana pelayanan perlu didampingi oleh asisten apotek'3r. 

c. Standar Perilaku 
Dokter yang melaksanakan pelayanan medik herbal diharapkan menerapkan kode etik profesi yang tidak bertentangan dengan kode etik kedokteran Indonesia dan mempunyai sikap serta perilaku sebagai berikut: 

1) Jadikan pelayanan pasien sebagai perhatian utama; 
2) Layani tiap pasien dengan sopan dan penuh perhatian; 
3) Hargai hak pribadi dan kehormatan pasien; 
4) Dengarkan dan perhatikan keluhan pasien; 
5) Berikan informasi kepada pasien sesuai tingkat pemahamannya; 
6) Berikan hak kepada pasien untuk ikut terlibat pada pengambilan keputusan dalam melayani mereka; 
7) Jaga pengetahuan profesi dan tingkatkan keterampilan; 
8) Sadari batas kompetensi profesi; 
9) Jujur dan dapat dipercaya; 
10) Menghormati dan menjaga rahasia informasi; 
11) Pastikan keyakinan pribadi tidak mempengaruhi pelayanan pasien; 
12) Bertindai< cepat dan tepat serta merujuk pasien, untuk menghindarkan pasien dari risiko yang tidak diharapkan apabila kemampuan dan keterampilan anda tidak memadai; 
13) Masing-masing tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya; 
14) Kerjasama tim memberikan pelayanan prima bagi pasien. 

2 . Sarana dan Peralatan 
Agar dapat menyelenggarakan pelayanan medik herbal, fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan harus memlliki sarana, prasarana, dan peralatan yang aman, akurat, dan handal, serta memenuhi persyaratan desain di samping memilikl prosedur tetap penggunaan peralatan dengan memperhatlkan keamana11 dan melakukan kendali mutu. 
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SePolum tcrscdianya apotik herbal dan sebe lum adanya peraturan mengenai 
apotik herbal, sarana pelayanan medik herbal, ~ermasuk praktik perorangan, 
dapnt menyimpan dan menyerahkan obat herbal dengan memenuhi syarat
syarat ketenagaan, sarana, dan peralatan yang tersebut dalam standar ini . 

a. Sarana 

Sarana pP-layanan medil<. herbal adal,1h 9edung atau tempat pelayanan 
kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan medik herbal, baik milik 

pemerintah maupun milik swasta. 

Sarana pelayanan medlk herbal tersebut adalah: 

1) Praktik dokter pero.·angan I berkelompok; 

2) Balal pengobatan umum / swasta; 

3) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 

4) Rumah sakit kelas A, rumah sakit kelas B, rumah sakit kelas C, rumah 
sakit kelas D dan/atau rumah sakit rujukan nasional. 

Sarana pelayanan medik herbal harus memenuhi standar ruangan yaitu 
standar ruangan pelayanan medik herbal yang terdiri dari: 

1) Ru<;tng pemeriksaan pasien antara lain meliputi : 

a) Tempat tidur p,"2?meriksn2:1; 

b) Meja dan kursi; 

c) Alat diagnostik; 

d) Penerangan dan ventilasi yang memadai. 

2) Ruang penyediaan obat herbal, meliputi : 

a) Obat herbal terstandar; 

b) Tirnbangan / neraca; 

c) Meja peracll<an; 

d) Ternpst penyimpanan bahan obat herbal; 

e) Penerangan dan ventilasi yang memadai; 

f) Wastafel dan air yang cukup baik kualitas maupun kuantitas; 

g) Tempat sampah. 

b. Peralatan 

Agar pelayanan medik herb2d dapat terselenggara dengan baik, maka 

diperlukan bahan, peralatan medis, dan non medis yang memadai serta 

memenuhl standar di setiap ruangan yang sesuai dengan fungsinya. 

Persyaratan umum adalah harus memenuhi syarat sterilisasi, 

penyimpanan, keamanan, pemeliharaan rutin, dan kalibrasi. 
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\4m imal baha d 
h n an peralatan pada sarana pelayal"an medik herbal yang 

arus terseu ia adalah : 

, . Bahan herbal alami / turnbuhan-

2 . Mortar dan Starnter (Pastel); , 

3 . Kertas puyer_ 

4 - Kapsuf kosong: 

5- Botot atau Pot plastik; 

6 · Timbangan atau neraca: 

Kantong pfastik obat. 

.: · S!anoar Pela~nan Medik Herbal 

-2119kah-!Qngkah d'la 
112 1 
~ : yang I kukan daJam tindakan pela~·anan medik herbal 

sest Ja, dengan standar pelayanan medik, yaitu : 

a. MeJakukar, anarl"nesi~; 

b . Mehikukan pemeriksaan meliputi: 

i ) Pemeriksaan fisik dengan melakukan: 

a ) lnspeksi; 

b) Paipasi; 

c; Perkusi; 

d) Auskuttasi. 

2) Peme.nlcs3an penunjang, antara Jain: 

a) Pemeriksaan faboratorium; 

bJ Pemeriksaan radiologi; 

c) EKG. 

c_ Menegak.kan diag11osis secara ilmu kedokteran; 

d. Mem;>eroleh infonned consent dari penderita se~uai ke·lentuan yang 

betiaku; 

e. Pemberian obat herbal hanya dilakukan pada pasien usia dewnsa; 

f. F'embtrian terapi berdasarkan hasil diagnosis yang telah <iitegakkan; 

g. Penggunaan oengobatan herbal dilakukan ddngar, menggunakan 

taHaman berkhasiat obat (sebagai contoh yang selama ini telah digunakan 

di beberapa rumah sakit lihat Tabel 2, TE:fbel 3, dan Tabel 4); 

,.,_ ()a lam memberikan obat herbal perlu dilakukan hal te :--ikut: 

1) sadapat mungkin tidak mengkombinasikan dengan obat kirn ia; 

2) mencatat has il p91ayanan yang meliputi sstiap kejadian atau 

pernDahan yang te~adi pc1da pasien termasuk efek samping ; 
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3) mencatat setiap intervensi jenis obat herbal yang diberikan termasL:k 

do&is atau takaran, cara pemberian, bentuk sediaan; 

4) untuk obat yang diracik sendiri perlu dijelaskan sumber bahan, proses 

peracikan, sampai bentuk i:.iap saji obat tersebut. 

i. Rujukan. 

Dilaku[<:an ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu apabila 

terjadi kasus yang tidak tertangani. 

Ill. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI 

A. Pembinaan 

1. Dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi / 

Kabupate,1 / Kota, dan Balai POM Kebupaten I Kota dengan 

mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing

masing. 

2 . Administrasi pelayanan dilaksanakan sesua; dengan format pencatatan dan 

pelaporan yang berlaku untuk setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan medik herbal. 

B. Pengawasan 

1 . Pengawasan internal dilaksanakan oleh pembina masing-masing fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik herbal. 

2 . Pengawasan ekstemal dilaksanakan oleh : 

a . Progr~m akreditasi dengan advokasi oleh Departemen Kesehatan c.q. 

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik. 

b. Untuk tingkat propinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas ~esehatan 

Propinsi. 

c. Untuk tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten / Kota. 

d. Pengawasan tersebut di atas dilaksanakan bekerja sama dengan 

org~ni.,asi profesi. 

C. Evaluasi 

Evaluasi standar pelayanan medik t-,erbal dilal<ukan SE tiap 1 (~atu) sampai 3 

(tiga) tahun Eekali oleh organisasi profesi dan institusi / ler.1i.)aga terkait lainnya. 
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3) mencatat setiap intervensi jenis obat herba l ya ng d iberikan te rmast.~ 

dm,is atau takaran, cara pemberian, bentuk sed iaan : 

4) un!uk obat yang diracik sendiri perlu dijelaskan sumber b~ha n. proses 

peracikan, sampai bentuk siap saji obat tersebut. 

i. Rujukan. 

Dilaku[<an ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih m a m pu apab1la 

terjadi kasus yang tidak tertangani. 

Ill. PF.:MBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI 

A. Pembinaan 

1. Dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, Dinas Kt:lser,atan Propinsi / 

Kabupate,1 / Kota, dan Balai POM Kebupaten I Kota dengan 

mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai tug&s dan fungsi masing

masing. 

2 . Administrasi pelayanan dilaksanakan sesua; dengan format pencatatan dan 

pelaporan yang berlaku untuk setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan medik herbal. 

B. Pengawasc2n 

1. Pengawasan internal dilaksanakan oleh pembina masing-masing fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik herbal. 

2 . Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh : 

a. Progrc1m akreditasi dengan advokasi oleh Departemen Kesehatan c.q. 

Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik. 

b. Untuk tingkat propinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas !<esehatan 

Propinsi. 

c. Untuk tingkat Kabupaten / Kata dilc1ksanaknn oleh Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten / Kota. 

d. Pengawasan tersebut di atas dilaksanakan bekerJa sama dengan 

org::tni.,asi profesi. 

C. Evaluasi 

Evaluasi standar pelayanan medik t,erbal dilal<ukan SE tiap 1 (satu) sampai 3 

(tiga) tahun Eekali oleh organisasi profesi dan institusi / ler.1iJaga terkait lainnya 
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IV . PEN C ATATAN DAN PELAPORAN 
Oalam m e nyele nggaraka n pe laym,a n medik herbal wajib melakukan pe ncata tan d a n pelaporan sesuai d e nga n p e la ya na n ya ng diberikan. 
Fonnat pencatatan dan pelaporan , serta alur pelaporan mengikuti aturan ya ng d ite tapkan oleh D inas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota , se rta format disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Kesehatan setempat. 
Pencatatan dan pelaporan disampaikan kepada Dines Kesehatan sete m pat dengan tembusan kepada organisasi profesi terkait. 
Pe ncatatan berupa rekam medis dilaksanakan sesual ketentuan perat u ran perundang-und&ngan yang berlaku. 

V. PENUTUP 

Standar pelayanan medik herbal ini merupakan acuan d alam upaya untuk menyelenggarakan pelayanan herbal sebagai bagian dari pelaya n an medik pe ngobatan korr:plementer-altematif yang aman, efektif, terjangkau, serta bermanfaat. 

Ha l tersebut sesuai dengan situasi saat ini dimana pelayanan medik herbal telah berkembang pesat d i seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan telah digunakan oleh m asyarakat secara luas dan manfaatnya telah dirasakan dalam hal pencegahan penyakit. peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit, dan pemeliharaan ku a litas hidup. 

Standar pelayanan medik herbal m1 juga diharapkan dapat membuat penyelenggaraan pelayanan medik herbal yang telah berjalan selama ini di Indo nesia dapat lebih dioptimalkan agar dapat memberi rasa aman bagi pelaksana pelayanan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan tersebut.. 

-, - - - - -...:;:: 

.,,.-·- -<;c.R1 ~c ENTERI KESEHATAN, / ~~ . -- - -"-' - -... ,-

( / •. ~ _: _' .~ I 
- ' ,4' .,, 

\~;, 
'-.. ' '/1-r Tl FADILAH SUPARI, Sp.JP(K) ..... ..... ....._ - :;..------

279 

KEMENKES R
I



N
 

00
 

0 

Ta
bc

l 2
 

D
AT

A 
JE

NI
S 

TA
N

 A
M

AN
 B

ER
KH

AS
lA

 T
 O

BA
T 

1 
1 

1 
~-
~ 

• 
I 

u 
, 

I 
.,,

,. 
, 

I 
1 
..

. 1
:,,

.,N
 

I 
K.

 in
cii

i<
.as

i 
, 

· 
.iZ

al:~
 

No
l 

Na
m

a 
Si

fa
t -

Si
fa

t 
l\.

an
au

ng
an

 
Ef

ck
 

Jru
1tk

ns
i 

Ta
na

m
an

 

Bu
ah

 m
as

ak
: 

I 
I A

da
s 

( 
be

rb
au

 a
ro

m
ati

k,
 

Fo
en

icu
lu

m
 

ra
sa

ny
a 

se
di

ki
t 

Vu
lga

r«
 M

ill
 

m
an

is,
 p

ed
as

, 
) 

sif
ut

ny
a 

ha
ng

at,
 

m
as

uk
 m

er
id

ian
 

ha
ti,

 gi
nj

al,
 li

m
pa

 
da

n 
lam

bu
ng

 

K
im

ia
 

Bu
ah

 
ad

11
s 

m
cn

ga
nd

un
g 

m
in

ya
k 

asi
ri 

(O
leu

m
 F

eo
ni

cu
li)

 
tcr

di
ri 

da
ri 

an
eto

l, 
fe

nk
on

, 
pi

nc
n, 

lim
on

en
, 

di
pe

nt
en

, 
fel

ad
re

n, 
m

eti
lch

av
ik

ol
, 

an
isa

ld
eh

id
, 

ns
am

 
an

isa
t, 

de
n 

m
iny

uk
 

lem
ak

. 

Ak
ar

 
: 

m
en

ga
nd

un
g 

be
rg

ap
lcn

, 
sti

gm
as

tcr
in 

(se
rp

os
ter

in
). 

Bi
ji 

: 
m

en
ga

nd
un

g 
sti

gm
as

ter
in 

Du
ah

 e
da

s 
: u

ntu
k 
I B

ua
h 

Ad
as

 
k 
I Pc

nd
e r

ita
 ul

cr
gi

 
un

tu 
d n 

as 
m

en
gh

ilu
ng

ka
n 

m
en

go
ba

ti 
: 

di
ng

in
, 

I. 
Pc

 ru
t 

mu
 la

s, 
pe

ru
l 

kc
m

bu
ng

, 
ras

a 
pe

nu
h 

di 
lnm

bu
ng

, m
ua

l, 
mu

nta
h, 

di
ar

c, 
ku

ran
g 

ha
fsu

 
ma

kn
n, 

sa
kit

 
ku

nin
g 

m
ela

nc
ark

nn
 

qi 
( v

ita
l 

en
er

gi
), 

m
,n

ye
ho

tka
n 

lam
bu

ng
, a

nn
lg

,si
k, 

sto
m

ak
ik

, 
kn

rm
ina

tif
, 

lak
ta

go
ga

, 

Un
un

di
ce

), 
bu

tuk
 

d 
I b

crd
nh

uk
, 

sc
sn

k 
nn

pa
s 

81
1 

(u
sm

o)
, 

gn
ng

gu
an

 h
nid

 
(n

yc
rl

 h
aid

, d
nt

n11
g 

hn
id 

tid
ak

 
ter

atu
r).

 
AS

I 

po
lur

uh
 d

ah
ak

. 

M
in

yn
k 

bu
ah

 
ad

ns
 (f

en
ne

l o
il)

 
m

em
pu

ny
ai 

efo
k 

sti
m

ul
an

, 
ka

rm
ina

tif
; 

an
tib

ak
tcr

i, 
da

n 
an

tcl
m

in
tik

. 

Ak
ar

 
m

em
pu

ny
m

 
cfe

k 
pe

nc
ah

ar
 d

on
 

diu
ret

ik.
 

sc
dik

it,
 

ins
om

ni
a, 

pr
otc

inu
rin

 
hc

rni
n 

ing
uin

ali
s, 

pc
m

be
ng

kn
kn

n 
su

iur
nn

 
sp

crm
n 

(e
pid

idi
m

iti
s),

 
cn

lra
n 

di 
dn

lam
 k

nn
lun

g 
bu

sh
 

1.a
kn

r 
(h

idr
ok

cl 
tes

tis
), 

m
cla

ru
tku

n 
da

n 
m

en
gu

ran
gi 

ny
cri

 a
kib

al 
ba

tu,
 r

cm
ati

k 
go

ut,
 d

an
 

ke
rac

un
an

 
tum

bu
ha

n 
ob

at/
jam

ur
. 

Sa
m

pi
ng

_ 
-

--
·-

-

Pe
nd

er
ita

 sa
kit

 gi
gi 

bc
rlu

ba
ng

, s
ari

aw
an

, 
rad

an
g 

tcl
in

ga
, d

an
 lu

k11
 ·• ·

··
· ·

· ·
··
··
··
··
· ·

· • ·
· ·

· ·
· ·

· ·
···

· ·
► 

an
ak

 y
an

g 
m

as
uk

 an
gin

, 
lcn

ga
n 

da
n 

tun
gk

al 
ya

ng
 I

 
tc

rk
cn

a 
gi

gi
ta

n 
se

ra
ng

ga
 · 

· ·
 · ·

 · ·
 · ·

 · ·
 · ·

 · ·
 · ·

 · 1 · 
• ·

 · ·
 · 

• ·
 • ·

 • ►
 

-
r
-
--

-
-
-

-~-
- -

-
-

O
o~

is
 

I 
ln

tc
rn

ks
i 

A.
 

tJn
tu

k 
mi

 111
111

1 :
 

3-
9 

g 
bu

nh
 

ad
as 

di
rc

~m
 

d0
111

1nn
 J

 
gc

l11
s 

ll
ll
ll
ll
ll
l 

sc
lag

i h
nn

1:n
1 

8.
~

 
1ZS

m•
hat

11 1
 

l!!
/l r

, b
ua

h 
ad

os
 k

eri
ng

 
di

gi
lin

g 
ha

lus
, l

alu
 

dib
ub

uh
ka

n 
ke

tcm
p1

11
 

ya
ng

 sa
ki

t. 

M
in

yn
k 

nd
ll$

 
un

tu
k 

~
~
 

,,-
-
,
 

,·.~
 .1.

:',!
{i 

I~
 t

-1 
1'

. 
•~

 
, 

~ 
l~

 
I 
~
 

~-1
 

~ ij ~
"';'

"' &
-

-
~ ,"I 

•l
' 

\,~
 
~~
 

. 
~,

. 
---

r 

KEMENKES R
I



N
 co
 ... 

I 

N
o 

2.
 ' I I I r I I II I I 

N
am

a 
T

an
am

an
 

B
n

tn
g 

Pw
tih

 
( 

Al
lil

lll
l 

sa
tiv

vm
 L

) 

I I I I I I Ii I I I I I 

Si
fa

t -
Si

fa
t 

B
an

1&
 p

at
ih

 : 
ra

sa
ny

a p
ed

as
, 

sif
at

ny
a h

an
ga

t, 
m

as
uk

 m
er

idi
an

 
lam

bu
ng

 da
n 

U
SU

$ 

be
sa

r. 

' I I 1 I I ! I I 

K
ao

du
ng

an
 

Ef
ek

 
K

iln
ia

 

M
in

ya
k 

m
en

gu
ap

 
M

en
gh

am
ba

t 
de

ng
an

 k
an

du
ng

an
 

pe
rk

em
ba

ng
an

 
ut

am
a 

ali
in

, a
lli

na
se

, 
tw

no
r, 

da
n a

lli
cin

. U
m

bi
 se

ga
r 

m
cn

ga
kt

ifk
an

 
ju

ga
 m

en
ga

nd
un

g 
en

er
gi

 v
ita

l, 
all

isa
tin

, d
ial

ly
l 

m
en

gh
an

ga
tk

an
 

di
su

lfi
de

, d
ial

ly
l 

lim
pa

 d
an

 la
rn

bu
ng

, 
th

 io
su

l fo
na

t, 
sto

m
ati

k, 
sc

or
di

nn
is,

 se
len

iu
m

, 
hi

po
lcn

sif
, d

ig
es

tif
 

vi
tam

in
 (A

, B
, C

, d
an

 
( te

nr
tam

a u
nt

uk
 

E)
, m

in
er

al 
( s

ele
ni

um
 

da
gi

ng
), 

an
tir

ad
an

g,
 

), 
gu

ar
in

um
, 

2n
tib

al
1e

ri,
 

G
lu

co
sm

ol
at,

 en
z.i

m
, 

an
tij

am
ur

, 
~

in
m

. 
an

tis
ep

tik
, 

ek
sp

el.
1o

ran
, 

di
af

or
eti

k, 
pe

na
w

ar
 

ra
cu

n, 
m

tc
lm

in
tik

. 
~

d
a
r
a
h

 
m

ud
ah

 m
em

be
ku

 ( 
au

tik
oa

gu
lan

. a
nti

 
ka

nk
er

da
n 

am
ero

sli
ro

sis
 

I 
I 

I I 

ln
di

ka
si

 

ga
ng

gu
an

 
pe

nc
em

aa
n, 

di 
ar

e, 
di

se
nt

ri,
 

hi
pe

rli
pi

de
m

ia,
 

ar
ter

io
sk

lcr
os

is,
 

hi
pe

rtc
ns

~ 
di

ab
ete

s 
m

cli
tu

s, 
in

flu
en

za
, b

atu
k 

re
jan

, 
tu

bc
rk

ul
os

is,
 

ra
da

ng
 

pa
ru

 
ak

ib
at 

jam
ur

, 
en

ce
fa

lit
is,

 
ca

cin
ga

n, 
da

n 
lck

or
e 

ak
ib

at 
Ca

nd
ida

., 
r.a

nk
er

 
ne

so
fa

rin
g, 

pa
yu

da
ra

, 
se

rv
is 

ut
er

i, 
pa

ru
-p

ar
u,

 
lam

bu
ng

, 
da

n 
lim

fo
sa

rk
om

a. 

Bi
sa

l. 
sc

ab
ies

., 
tin

ea
 

ca
pi

tis
, g

igi
tB

n 
ula

r, 
da

n 
SC

S1
Jlg

gL
 

I 

K
. l

nd
ik

as
i 

Ef
ek

 
D

os
is 

ln
lc

ra
\u

i 
Sa

m
pi

n2
. 

m
en

gg
os

ok
 

tu
bu

h 
ya

ng
 

sa
ki

t 

Ti
m

bu
lny

a 
A.

 
U

nt
uk

 
Pe

nd
cr

ita
 al

er
gi

 
iri

tas
i k

ul
it 

ba
w

an
gp

ut
ih

. 
m

in
am

: 
be

ru
pa

 
I. 

Um
bi 

ge
lem

bu
ng

, 
se

ga
r 

. 
ras

a b
eg

ah
 d

i 
se

ba
ny

a 
ep

isg
as

tri
um

. 
k 

2-
3 

g, 
di

ko
ns

u 
ms

i 
2-

3 
ka

li 
se

ha
ri 

pa
da

 
wa

kt
u 

m
ak

an
. 

2.
 

TJ
bl

et 
m

cn
ga

n 
du

ng
 

al
lic

in
 

!O
mg

, 
di

ko
n- . 2

 I
 

SI
ID

IS
I 

• 

5 
llb

lct
, 

3 
til

l 
se

lm
i. 

I ' 
6.

 
!l!

!!!
' 

p 
m

w
• 

~
 

I 

~
 

I 
--·---·

--·---
·r--

--·---
--. 

sn
m

g 
• 

ba
un

f 
1 

\ 

I 
au

riti
 

dl
lU

D
ll)

lll
l 

~
 

U
!lt

lll 

I I i I I 

11(
6··

 
~;

-~
 

,_
 

:e
 

. 

==
 

Z
:
.
 
~
 

--
.

· 
~

>
 

►
Z
 

KEMENKES R
I



N
 

0
0

 
N

 

I No
 

3. 

N
am

a 
T

an
am

an
 

Bu
ah

 
M

ak
as

ar
 

( 
Br

uc
ea

 
jrr

va
ni

cc
; 

(L
) 

M
er

r) 

Si
fa

t -
Si

fa
t 

B
iji

 r
as

an
ya

 p
ah

it.
 

sif
at

ny
a 

di
ng

iri
, 

be
ra

cu
n 

(to
ks

!k
), 

m
as

uk
 m

er
id

ia
n 

us
us

 b
es

ar
 da

n 
h:

:ti
 

I I 

K
an

du
ng

an
 

Ef
"k

 
K

im
ia

 

Bi
jin

ya
 

n:
en

ga
nd

un
g 

Ef
ek

 m
em

be
rs

ih
ka

n 
'>

ru
sa

tu
l 

da
n 

br
uc

ei
ne

, 
A

, B
, C

, E
, F

, G
, H

. 
pa

na
s d

an
 ra

cu
n,

 
pe

nc
ah

ar
, 

Bn
ah

 
M

ak
as

ar
 

m
el

an
ca

rk
an

 
m

en
ea

nd
un

g 
al

ka
lo

id
 

pe
ng

el
ua

ra
n 

(b
ru

ca
m

ar
in

e,
 

em
pc

du
 k

e 
us

us
 

ya
ta

ni
ne

), 
gl

ik
os

id
a 

(k
ol

ag
og

a)
, 

( b
ru

ce
al

in
, 

ya
ta

no
sid

e 
he

m
os

ta
t is

, 
A

 d
Jn

 
B,

 
ko

sa
m

in
e)

 
an

tir
aJ

an
g,

 
da

n 
ph

en
ol

 
(b

ru
ce

no
l, 

pa
ra

sit
ic

 id
, 

br
uc

eo
lic

 a
ci

d)
. 

an
th

el
m

in
tik

, 
an

tid
ise

nt
ri,

 d
an

 
D

ag
in

g 
bu

ah
ny

a 
m

en
ga

nd
un

g 
m

in
ya

k 
an

tim
al

ar
ia

. 

le
m

ak
, a

sa
m

 o
le

at
, 

as
am

 s
te

ar
at

 d
an

 a
sa

m
 

pa
lm

ito
le

at
. 

Bu
ah

 d
an

 d
au

nn
ya

 
m

en
ga

nd
un

g 
ta

ni
n.

 

ln
di

ka
si

 
K.

 I
nd

ik
as

i 
Ef

ck
 

Sa
m

pi
n~

 

Bi
ji 

m
ak

as
ar

 
di

in
di

ka
sik

an
 u

nt
uk

 
I. 

pe
ng

ob
at

an
 m

a!
ar

ia,
 

di
se

nt
ri 

am
ub

a, 
di

ar
e 

pa
pi

lo
m

a 
(d

i l
ar

in
g,

 p
ita

 
su

ar
a, 

lia
ng

 te
lin

ga
 lu

ar
, 

da
n 

gu
si)

, k
an

ke
r 

~ e
so

fa
g:

.is
, l

am
bu

ng
, 

re
kt

ru
m

, p
ar

u-
pa

:u
, 

se
rv

ik
s, 

da
n 

ku
lit

). 

I 

Do
sis

 

di
bu

bu
hk

an
 

ke
 

tem
pa

l 
ya

ng
 

sa
ki

l, 
lal

u 
di

ba
lu

t. 

A. 
U

nf
uk

 
-
-

m
in

um
, 

sa
nt

ik
an

1 

in
fu

s:
 

-
-

I.
 

G
ili

ng
 

isi
 

bu
ah

 
m

ak
as

ar
 

sa
m

pi
 

ha
lu

s,
 

lal
u 

di
m

as
uk

 
ka

n 
ke

 
da

lar
n 

ka
ps

ul
. 

D
os

is 
ko

ns
um

s 
i 

se
ha

ri 
2-

3 
ka

li,
 

se
tia

p 
m

in
um

 
1,

5 
-

2g
. 

di
m

in
u 

m
 

s~
tel

ah
 

11
1a

ka
n.

 

2.
 

L:
iru

tan
 

em
ul

si
 

'.;0
%

 
di

m
in

u 
m

 
2-

3 
ka

li
 

se
ha

ri.
 

ln
te

ra
ks

i 

I 

I 
I 

"'3:. ~
~
 

C
 

-!
 

C
; 

! 
~

--
' .

. 
:::;

;; 
; 

-
§ 

Ci 
;. 

,-.
,, 

0 
~
 

. 
\ 

z
>

 
~
~
 

>
Z

 

KEMENKES R
I



N
 

0
0

 
w

 

N
o 

N
am

a 
S

if
at

 -
S

if
at

 

T
an

am
an

 

I 

K
an

d
u

n
ga

n
 

E
fc

k
 

ln
d

ik
as

i 

K
im

ia
 

ku
iii

. (
w

ar
u)

 d
an

 m
at

a 
ik

an
 (c

rim
s)

 d
i k

ak
i. 

K
. 

ln
d

ik
as

i 
E

fc
k

 
\ -

D
os

1l
l 

S
am

ni
n

l?. 
Sc

ti
ap

 
l<

al
i 

m
ir.

um
 

5-
I0

m
l. 

3.
 

ln
je

ks
i 

30
%

 
d1

gu
na

k 
an

 2
 m

l 
in

tra
m

us
 

ku
le

r 
se

tia
p 

ha
ri 

a!
au

 
su

nt
ik

an
 

to
pi

ka
l. 

4.
 

In
fu

s 
em

ui
si 

10
%

 
at

au
 

la
ru

ta
n 

m
in

ya
k 

{o
leu

m
J 

5-
30

m
l 

da
la

m
 

50
ilm

l 
ca

ira
n 

de
ks

tro
s 

e.
 

-·-
···-

·-··
·-·-

- 1 - · -
·- · · ·

- · - · -
► 

8.
 {

tn
tu

k 
l!e

m
:ik

.li
an

 
lu

ar
i b

iji
 

m
ak

as
ar

 
se

cu
k u

pn
ya

 
di

gi
l in

g 
ha

lu
s,

 un
tu

k 
di

ta
bu

rk
an

 
pa

da
 y

an
g 

\n
te

l'
•l

u
.i

 \
 

\ I I I 

:,:, 3: . "' "' -O z c::
-;

 

l!!
~

 
'f, 

~
· 

.' 
;i:

 ;
; 

i 
-

,., 
; 

s:s
 

" 
~ 
~ 

~ 
0

:,
::

 
~
~ 

"'
>

 
;;

z 

KEMENKES R
I



No
 

Na
ma

 
Si

fa
t -

Si
fa

t 
Ka

nd
un

ga
n 

Ef
ek

 
lnd

ika
si 

K.
 ln

di
ka

si 
Ef

ek
 

Do
sis

 
ln

tcr
ak

si
 

Ta
na

ma
n 

Ki
mi

a 
Sa

m
pin

l! 
sak

it
. 

Pc
mn

kn
inn

 
ha

rus
 ha

ti-
ha

ti a
ga

r 
tid

ak
 

mc
ng

en
ai 

ku
lit 

no
rm

al
 

di se
kit

am
ya

. 

Da
un

 se
ga

r 
bc

ng
ka

k (
me

ma
r) 

ak
iba

t 
-·

 .. ..
. ..

. ..
. ..

. ·-
...

. -
-·-

···-
···

 .. ·
· ·
►
 

ya
ng

 
ter

be
ntu

r a
tau

 te
rpu

ku
l 

dig
ilin

g 
be

nd
a k

era
s. 

ha
lus

 da
pa

t 
dig

un
ak

an
 

N
 : 

un
tuk

 
me

ng
om

pr
tS 

ba
gia

n t
ub

uh
 

ya
ng

 Iuk
a. 

~ ~
 

., 
,:

-

"' 
.,-

...
. 

i (;' 
. .

 ~ 
;;: 

'-' 
' 

;: 
';

\ 
z 

\ 
\ 

, I 

KEMENKES R
I



N
 

0
0

 
U

I 

N
o 

4 

N
am

a 
Ta

na
m

an
 

C
ak

ar
 

A
ya

m
( 

Se
la

gi
ne

.1/
a 

D
oe

de
riw

ri 
N

iu
on

) 

Si
fa

t •
 S

if a
t 

K
an

du
ng

an
 

K
in

iia
 

l'IS
lll

ya
 m

an
is,

 
A

lk
alo

id
, p

hy
to

ste
ro

l, 
ha

ng
at 

da
n 

sa
po

ni
n.

 

E
fe

k 
ln

di
ka

si
 

un
tu

k 
pe

ng
ob

ata
n 

ba
tuk

, 
m

en
gh

ila
ng

ka
n 

ra
da

ng
 (s

ep
er

ti 
sa

ld
t 

pa
na

s d
an

 le
m

ba
b, 

ten
gg

or
o, 

br
on

ki
tis

, 
m

ela
nc

arl
ca

n 
ali

ra
n 

pn
eu

m
on

ia,
 to

ns
ili

tis
 

da
ra

h, 
an

tit
os

ik
, 

alc
u~

 h
ep

ati
tis

 a
ku

t d
an

 
an

tik
an

ke
r, 

kr
on

is,
 ko

les
tis

iti
s, 

he
m

os
tat

is,
 d

an
 

ko
nj

un
gt

iv
iti

s, 
lek

or
e,

 
m

en
gh

ila
ng

lca
n 

inf
ek

si 
ak

ut
 sa

lu
ra

n 
be

ng
ka

k. 
ke

nc
in

g)
, s

iro
sis

, ?
.si

tes
, 

, 
di

ar
e, 

dis
en

tr~
 fr

ak
tur

, 
pe

nd
ar

ah
an

 (s
ep

er
ti 

m
im

isa
m

, b
atu

k d
ara

h, 
m

un
tah

 d
ara

h, 
be

rak
 

da
ra

h)
, tu

m
or

 di
 d

ala
m

 
pe

ru
t, 

da
n 

ka
nk

er 
(k

or
io

~p
itc

lio
m

a, 
ko

rio
ka

rsi
no

m
a, 

na
so

fn
rin

g,
 pa

ru
, d

an
 

sa
lu

ra
n 

ce
m

a).
 

Pe
nd

er
ita

 sa
kit

 re
m

ati
k 

, 
ko

ren
g, 

tul
an

g 
pa

tah
, 

da
n 

Iu
ka

 b
er

da
er

ah
 

K
. l

nd
ik

as
i 

Ef
ek

 
Sa

m
pi

ng
 

Pe
nd

er
ita

 al
erg

i 
ca

ka
r a

ya
m 

-·-
·-·

···
·-·

···
·-

· ·
· ·

··
- ·

-·
· ·

- ·
·►
 

D
os

is 

A
. 

Un
tu

k 
m

in
um

, 
he

rb
a 

ke
rin

g 
se

ba
ny

ak
 

15
-3

0g
. 

un
tuk

 
pe

ng
ob

ala
n 

ka
nk

er,
 

50
-

10
0 

g 
he

rb
a 

ca
ka

r 
ay

am
 

reb
us

 d
ala

m
 

5 
ge

las
 

air
 

dt>
ng

an
 

ap1
 

ke
cil

 s
ela

rn
a 

3-
4 

jam
. 

Se
lam

a 
din

gin
, 

arr
 

re
bu

sa
nn

ya
 

dim
inu

m
 

be
be

ra
pa

 
ka

li 
hin

gg
a 

ha
bis

 
da

lam
 

se
ha

ri.
 

B.
 U

nt
uk

 
pe

m
ak

ala
n 

lu
ar

, b
erb

a 
sc

ga
r d

ipi
pln

 
lal

u 
di

tem
pe

lk
an

 
kc

 te
m

pa
l 

ya
ng

sa
ki

L 

ln
te

nl
ui

 I
 I 

!! _
_ 

_
:,:

 
z 

el 
g 
~ 

\ 
. 

Z
>

 
I 

ill 
ii 

>
z 

KEMENKES R
I



-
-
-
-

-
N

o 
N

am
a 

Si
fa

t -
Si

fa
t 

K
an

du
ng

an
 

E
fe

k 
ln

di
ka

si
 

K
. l

nd
ik

as
i 

E
fc

k 
D

os
is

 
ln

t(
'ra

ks
i 

T
an

am
an

 
K

im
ia

 
Sa

m
pi

ng
 

5.
 

D
au

n 
D

ew
a 

ra
sa

ny
a 

m
an

is,
 

U
m

bi
 d

au
n 

de
w

a 
an

tir
ad

an
g,

 
di

gu
na

ka
n 

un
tu

k 
Pc

nd
er

ila
 y

an
g 

U
nt

uk
 

( 
G

yn
ur

a 
ta

w
ar

, s
ifa

tn
ya

 
m

en
ga

nd
un

g 
al

ka
lo

id
, 

an
tip

ire
tik

, 
pe

ng
ob

at
an

 h
em

at
om

a,
 

al
er

gi
 d

au
n 

m
in

um
. 

se
ge

tu
m

 
di

ng
in

, s
cd

ik
it 

sa
po

ni
n,

 f
la

vo
no

id
a,

 
i.n

al
gc

si
k,

 
fra

kt
ur

, d
an

 p
er

da
ro

ha
n 

de
w

n 
um

bi
 s

cg
.•r

 
(l

o
u

r)
. M

er
r)

 
to

ks
ik

. 
m

in
ya

k 
as

iri
, d

an
 ta

ni
n 

pc
m

bc
~i

h 
da

ra
h,

 
se

ha
bi

s 
m

el
nh

irk
an

 
6-

9g
. 

pc
ny

ej
uk

 d
nr

nh
, d

an
 

pn
yu

da
ra

 b
en

gk
ak

 d
:m

 
Pe

m
:ik

:1
i:t

n 
m

en
gh

a1
1c

ur
ka

n 
sa

ki
t (

m
as

tit
is

),
 m

cm
ar

, 
1u

r•
. u

m
hi

 
oe

ku
an

 d
nm

h 
bc

ng
ka

k 
ak

ib
at

 tu
la

ng
 

s~
gn

r 1
lll

lll
 

pa
lo

h,
 w

as
it,

 d
ib

ig
it 

hc
rh

:i 
sr

gn
r 

bi
na

ln
ng

 b
cr

bi
sa

, I
uk

a 
di

~i
lin

~• 
ba

kn
r, 

lc
rs

ira
m

 a
ir 

ha
!u

s 
ln

lu
 

pn
nn

s,
 lu

kn
 b

cr
dn

rn
h,

 
di

bu
b1

1h
k1

111
 

bi
su

l,
 m

dn
ng

 k
ul

it 
ke

 b
ng

i:m
 

bc
m

nu
nh

 t
po

dc
rm

i)
, 

t11
h1

1h
 :r

:m
g 

bo
ro

k 
~n

ki
t 

i 

5-
Cl 

ll•
r d

.11
11

1 

sq
in

r /
 l

 _j:
u i

 
um

hl
 u

nt
uk

 
1li

rt'l
11

1s
 .J

an
 

d11
11

in1
111

1 
ah

ny
a 

6~
 

I•
.
 

--
--

..
_

 

J ~.
-

f'.~
· ~\

~ ·~
 

5 
... 
~~

 
~

"'
 

'
i"'

( 
' 

,i 
1-

, 
' 

" 
' 

S
 ~

l 
' 

. 
's

' 

~ ;J
 

~\ 
\1

.~
f 

~
 

... 

llc
ng

kn
k 

to
rh

on
tu

r 
IO

 -
I.\

 n
r 

.. '
 -

' 
...

.. '
 ..

..
. , .

.. .
 ...

...
 "·

·
·
►
 

(1
11

01
11

111
')

, 
in

lr
bl

 
pn

11
1 

dn
un

 s
l'g

,u
· 

(T
B

 
pn

ru
, 

h1
11

11
kit

l~.
 

dh
ch

us
 

po
rtu

sl
s)

, 
hn

tu
 

~n
lu

rn
n 

lll
lll

l~
 

ko
nc

ln
f! 

(u
r1

1li
lh

in
sls

), 
dl

111
i11

111
11 

1m
ln1

111
 

(1
111

111
1,

 
ni

n1
y,

1 
trn

in
io

ro
k,

 
Nn

kl
t 

1d
1tl

, 
p1

1y
ud

11
m

), 
1ll

m
nt

lk
, 

po
r11

H1
nh

n1
1 

kn
11

,h1
1,1

1n1
1,

 
,ll1

1h
al

o~
 

111
111

11
11

~. 
hl

p1
.1tl

o1
1s

l, 
1ld

11
k 

1l1
11n

11l
l 

hn
ltl

, 
111

111
111

111
11,

 
1..1

111
,,,

 

\ 
11

111
111

,1,
 

,li
: 11

 
ll

i11
l11

ll 
h

l11
n1

,11
1u

 r,
.,,

ft
lM

 

! 

KEMENKES R
I



N
 

00
 

.....
. 

- N
o 

6 

N
am

a 
Ta

na
nu

m
 

Da
un

 
St

nd
ok

 
(P

lan
lag

o 
M

ay
or

.L
) 

I 

-
-
-
-

Si
fa

C 
-S

ifa
l 

Da
un

 si
fa

rn
ya

 
di

ng
in

, a
srr

ig
cn

. 

Bi
ji 

ra
sa

ny
a 

m
an

ls,
 

sif
atn

ya
 d

in
gi

n,
 

m
as

uk
 m

er
id

ian
 

gi
nj

al
, h

ati
, u

s~
 

ha
l~

s, 
da

n 
pa

ru
. 

Ak
ar

 m
cn

ga
nd

un
g 

na
ph

az
ol

in
. 

-·
-
-
-
·
-
-

--
K1

1n
du

n~
11

n 
K

im
ia

 
H

cr
b1

 d
au

n 
sc

nd
ok

 
m

cn
ga

nd
un

g 
pl

an
leg

in
, 

au
ku

bi
n, 

as
nm

 u
rso

lik
, 

bc
ta-

sit
os

tcr
ol

, n
-

he
nl

ria
ko

nl
nn

, d
an

 
pl

n~
tag

lu
sid

c y
an

g 
ler

di
ri 

dn
ri 

n,
cth

yl
 D

-
ga

lak
tu

ro
na

l, 
U-

ga
lak

to
sa

. 

Bi
jl 

(c
he

 qi
an

 z
ii 

m
cn

ga
nd

un
g a

sa
m

 
pl

an
!c

ro
ik

, p
lan

tas
an

 
(se

pc
rti

 x
yl

os
c, 

ar
ab

in
os

c.
 as

&
m

 

gs
lac

tu
cr

on
al

, d
an

 
rh

am
no

sc
 ), 

pr
ot

ein
, 

m
us

ila
go

, a
uk

ub
in

, 
asa

m 
~u

ks
ina

l, 
ad

cn
in

, 
kh

ol
in

, k
ata

po
l, 

sy
rig

in
, a

sa
m

 le
ma

k 
(p

al
m

ita
~ 

str
ca

ra
t, 

ar
ak

id
al,

 o
lea

t, 
lin

ol
ea

t, 
da

n l
cn

ol
ea

t),
 sc

rta
 

fla
va

no
r.e

 g
ly

co
sid

c.
 

I 

-
Ef

c k
 

ln
dl

ka
si 

K.
 l

nd
ik

a~
i 

I 
M

ck
 

I 
1>

011
is 

-
-
-
·-

i-
--

· 
--

·-
--

-
-
-
-

--! 
I)

 
I H

er
ha

 d
au

n 
se

nd
ok

 
Pc

nd
cr

ita
 al

cr
gi

 
__ 8

111
11.

[!i
llg

 _ 
I A. 

U1
1tu

k 
H

er
bn

 
hc

rk
hn

sin
t 

nn
tir

nd
an

~ 
nn

tis
cp

l:k
, 

an
tip

irc
tik

 
ck

sp
ek

to
n 

n1
1ti

tus
if 1 

hc
m

'ls
ln

ti:
 

m
rn

t,·
nn

gl
 

pe
ng

lih
at~

 
m

cn
or

m
nl

 
ak

tiv
itn

s 
1 

ya
ni

; 
l 

da
n 

m
en

i 
~~

u~
, 

Hc
pa

top
r< 

Bi
jl 

: n
tC

I 

pa
ru

, m
cri

 
pa

ne
s h

ut
i 

m
cn

cr
an

g 
pe

ng
lih

at1
 

~i
ur

ct
ik

, a
 

ek
sp

ek
lo

r. 
pc

nc
ah

ar
. 

bi
ji 

m
en

i~
 

ke
lua

rn
ya

 
as

am
 u

rat
. 

so
di

um
 c

t 

11
11

n 
. 

I.
 D

1gu
na

ka
n 

un
tuk

 
m

cn
gn

tas
l g

nn
gg

un
n 

pa
da

 sa
lu

ra
n 

kc
m

ih 

I. 
t'k

 I 
(s

cp
cr

ti 
inf

ck
si,

 ur
in

e 
<

 111
rc 

1 
• 

' 
he

rle
m

ak
, u

rin
e 

bc
rd

nr
nh

, b
cn

gk
nk

 
ka

rc
na

 ~
cn

ya
kit

 g
in

ja
l, 

I u
rin

 se
di

ki
t k

arc
nn

 p
an

a~
 

.u,d
 

I da
ln

n,)
, b

ntu
 cr

r,p
cd

u, 
cn

ga
n 

b 
..

 1 
d 

atu
 g

mJ
a 

, r
a 

an
g 

nn
 

( 
..

 , 
11 

I 
I. 

pr
os

ta
t 

pr
os

tal
lll

s,.
 

u, 
·ga

n 
m

 1 
• 

I b
. 1 

dc
n~

n1
11,

 bn
tuk

 r~
Ja

11, 
r c

 I 
mn

, 
, 

k'
 . 

d'
 

d'
 

. 
. 1 

,. 
uro

11
 t

lls
, 

1a1
c, 

1s
cn

lrr
, 

II 
an

n~
!\1

1 
, 

'-' 
ny

u,
 ln

m
bu

ng
, 

ek
to

r 
ko

nju
ng

tiv
1t

is,
 

m
en

er
an

gk
an

 
1y

eh
atk

nn
 

pe
ng

llh
ata

n 
ko

br
, D

M
, 

da
kn

a 
he

pa
tit

is 
ak

ut
 di

sc
rtn

i 
sc

hi
ng

ga
 

ku
ni

ng
, c

ac
ir.

ga
n, 

an
 

n, 'ro
di

sia
k,

 
n,

du
n 

Rc
bu

sa
n 

,gk
alk

an
 

ur
ea

, 
da

n 
!o

rid
c.

 

gi
gi

tan
 sc

ran
gg

o, 
da

n 
pc

rd
or

ah
an

 (m
im

isa
n, 

ba
tuk

 d
or

ah
) 

2.
 Lu

l<a
 b

crd
ara

h, 
tcr

sir
am

 ni
r p

an
as

, a
tau

 
bi

su
l, 

3. 
Ra

dn
ng

 gu
si 

da
n 

sn
kit

 
lcn

gg
or

ok
 

l4.
 U

isu
l, 

nh
sc

s, 
du

n 
ko

rcn
g 

_
_

_
_

 
A

ku
 d

ig
un

ak
an

 u
nl

uk
 

d~
·.m

 se
nd

ok
 

m
ln

um
, 

re
bu

s h
cr

ba
 

ke
rin

g 
sc

ba
ny

ak
 

10
-1

5 
g a

lau
 

yn
ng

 sc
ga

r 
sc

ba
ny

ak
 

15
-J

0g
. 

A
lau

 h
cr

ba
 

sc
ga

r 
di

tu
m

bu
k 

lul
u 

<l
ipc

ras
 

da
n 

sa
rin

g,
 

m
in

um
. 

8.
 U

nt
uk

 
11

em
!b

!la
11

 
I!

![
, h

cr
ba

 

1 ..
..
..

..
..

..
..

. 1
 •
••

••
••

••
• _

_ 
,.

 ►
 I 

sc
ga

r d
ip

ip
is 

lal
u 

.. ' 
...

 -.
 -' 

-' 
-' .

. ' -
' 
,, .

 -.
 -' ~

 '
 -.

.. 

di
bu

bu
hk

an
 

di
tem

po
l 

ya
ng

 ,n
ki

t. 

hc
rb

a s
cg

nr
 

di
tu

m
bu

k 
lol

u 
di

pc
nu

 
du

n 
di

bu
at

 
ku

111
11r

 
ku

111
u1 

D
fll

ll
l 

l di{
ill

n_g
 

\ 
ln

tcr
ak

11
I 

I 
I I 

ii 11
 

t,
 

KEMENKES R
I



N
 

00
 

00
 

No
 

7 I 

Na
m

a 
Ta

na
m

an
 

Da
un

 
W

un
gu

 ( 
Gr

ap
top

hy
ll 

um
 pi

ctu
m

 
(L

) G
rif

f.)
 

Si
fa

t •
 Si

fa
t 

Ka
nd

un
ga

n 
Ki

mi
a 

Da
un

 m
en

ga
nd

un
g 

alk
alo

id 
ya

ng
 ti

da
k 

be
rac

un
,gl

iko
sid

a, 
ste

ro
id,

 sa
po

nin
, ta

nin
, 

kl
or

of
il, 

da
n 

len
dir

. 

Ba
tin

g m
en

ga
nd

un
g 

lca
lsi

um
 ok

sal
a~

 as
am

 
fo

rm
ik,

 d
an

 te
rn

ak
. 

Ef
ek

 
In

di
ka

si 

: dig
un

ak
an

 u
ntu

k 
m

en
ga

tas
i g

an
gg

ua
n 

pe
nc

em
aa

n 
pa

da
 an

ak
, 

pe
ran

gs
an

g 
bir

ah
i, 

be
se

r 
ma

ni,
 k

en
cin

g s
ak

it 
(d

isu
ria

), 
su

ka
r k

en
cin

g, 
ras

a p
en

uh
 di

 pe
rut

 
ba

gia
n 

ba
wa

h, 
dia

re,
 

dis
en

tri
, c

ac
ing

an
, 

pe
ng

lih
ata

n 
ka

bu
r, 

ma
ta 

me
rah

, b
en

gk
ak

 da
n 

ny
eri

 ak
iba

t o
rg

an
 ha

ti 
pa

na
s, 

ba
tuk

 b
erd

ah
ak

, 
be

ri-
be

ri,
 da

rah
 ti

ng
gi

, 
sa

kit
 k

un
ing

, d
an

 
rem

ati
k 

go
ut.

. 

Da
uo

 
be

rk
ha

sia
t 

diu
ret

ik
, 

lak
sa

tif
, 

Da
un

 u
ntu

k 
pe

ng
ob

ata
n 

wa
sir

 da
n s

em
be

lit 
m

em
pe

rce
pa

t 
pe

m
ata

ng
an

 
bis

ul
, 

(k
on

sti
pa

si)
 

da
n 

pe
lem

bu
tku

lit
 

(em
oli

en
s).

 

Ba
ng

a s
eb

ag
ai 

Da
un

 da
n 

ku
lit

 b
ata

ag
 

pe
lan

ca
r h

aid
. 

un
tuk

 m
en

utu
p b

isu
l, 

bo
rok

, I
uk

a, 
pa

yu
da

ra 
be

ng
ka

k 
ka

ren
a 

be
nd

un
ga

n 
AS

I, 
ata

u 
ba

gia
n t

ub
uh

 ya
ng

 
be

ng
ka

k (
me

ma
r} 

ak
iba

t 
ter

be
nlu

r b
en

da
 ke

ras
 

ata
u 

ter
pu

ku
l. 

Bu
ng

a u
ntu

k 
mc

ng
ata

si 
da

tan
g 

ha
id 

tid
ak

 la
nc

ar
. 

K.
 In

di
ka

si 
Ef

ek
 

Sa
m

pin
g 

' 

Pc
nd

eri
ta 

ale
rg

i 
da

un
 w

un
gu

 

. ·
···

···
·-·

-·-
·-·

--
·-·

···
·•·

• ··
··•

 

Do
sis

 

ha
lu

s. 
lnl

u 
dib

ua
l ~

1lc
b 

A.
 

Un
tu

k 
m

inu
m

 
Re

bu
s 

da
un

 
se

ga
r 

se
ba

ny
ak

 
I-

15
cm

, 
mi

nu
m 

B.
 U

nt
uk

 
~m

ak
lia

n 
!il

ls
 da

un
 

se
cu

ku
pn

ya
 

dib
ers

ihk
an

 
lal

u 
dig

ili
ng

 
ha

lus
. 

ln
tm

ks
i 

l:
 ~ -;
 "' :! z~
 

0
"
' 

0 
::c

 
Z

>
 

DI 
i! 

i
z
 

KEMENKES R
I



r 

N
 

00
 

ID
 

No
 

8 i I i 

N
am

a 
T

an
am

an
 

lie
r 

( C
ol

eu
s 

Sc
ut

el
la

rio
id

 
es

 (
l)

 
Be

nt
h.

) 

i I 

Si
fa

t -
Si

fa
t 

K
an

dn
ng

an
 

K
im

ia
 

Da
un

 il
cr

: 
Da

un
 d

an
 b

at
an

g 
: 

ba
un

ya
 h

ar
um

, 
m

cn
ga

nd
un

g 
m

in
ya

k 
ra

sa
ny

a 
ag

ak
 p

ah
it,

 
as

iri
, f

en
ol

, t
an

in
, 

sif
at

ny
a 

di
ng

in
 

lem
ak

, p
hy

to
ste

ro
l, 

ka
lsi

um
 o

ks
al

at
, d

an
 

se
ny

aw
a 

pe
pt

ik
. 

I 

Ef
ek

 
ln

di
ka

si 

em
en

ag
og

, 
Da

un
 u

nt
uk

 p
en

go
ba

tan
 

an
tit

ok
sik

, 
w

as
ir,

 da
tan

g 
ha

id 
an

tis
ep

tik
, 

ter
lam

ba
t, 

lek
or

e,
 

ve
rm

isi
da

, 
de

m
am

, d
em

am
 n

ifa
s,

 
sto

m
ak

ik
, 

dia
be

tes
, m

eli
tu

s,
 

m
en

gh
an

cu
rk

an
 

se
m

be
lit

, d
isp

ep
si,

 da
n 

gu
m

pa
lan

 d
ar

ah
, 

ca
cin

ga
n 

da
n 

m
em

pe
rc

ep
at 

pe
m

ata
ng

an
 b

isu
l. 

bi
su

l, 
ab

se
s, 

bo
ro

k,
 Iu

ka
 

be
m

an
ah

, s
ak

it 
ke

pa
la,

 
de

m
am

, d
em

am
 

ni
fa

s,s
er

ta 
gi

gi
tan

 u
lat

 
da

n 
se

ra
ng

ga
 b

er
ac

un
 

ra
da

ng
 se

w
ak

tu
 

ni
em

ot
on

g 
tal

i p
us

at 
ba

yi
 y

an
gb

aru
 la

hi
r 

K
. l

nd
ik

as
i 

Ef
ek

 
Sa

m
pi

ng
 

Pe
nd

er
ita

 al
er

gi
 

ile
r.

 

-·
-·

-·
-·

-·
-·

-·
•·-

· ·
·

· -
· -

· -
· ·

· ·
· -
►
 

-·-
·-·

-·-
·-·

-··
· ·

-·-
·-·

-··
···

-·
 ~

 

D
os

is 

A.
 

Un
tu

k 
m

in
um

 
Re

bu
s 

5-
15

 
lem

ba
r d

au
n,

 
m

inu
m

 
se

tel
ah

 
di

ng
in

. 

B.
 

Un
tu

k 
pe

m
ak

ai
an

 
lu

nr
. 

gu
na

ka
n 

ca
~a

-c
.i

 
b

ci
h

·: 

1. 
Gi

lin
g 

da
un

 
sa

mp
a1

 
ha

lu
s, 

lal
u 

tu
ra

pk
an

 
pa

da
 

ba
gi

an
 

ya
ng

 
sa

ki
t 

2.
 C

uc
i 

da
un

 
ile

r 
se

ba
ny

ak
 

5-
10

 
lem

ba
r 

sa
mp

ai 
be

rsi
h, 

lal
u 

bil
as 

de
ng

an
 

air
 

ma
sa

k.
 

G
ili

ng
 

In
ter

ak
si 

I I I ! I I I I I 

l
:
~

 

!,
~,- -

"' 
. 
. 

~ 
~ 

\ 
. 

,.' 
>

 z 

KEMENKES R
I



N
 

U
) 

0 

-
-

N
o 

--
--

--
-

--
-

-
--
-

--
-

--
--

N
am

a 
Si

fa
t -

Si
fa

t 
T

an
am

an
 _l_

 

-
K

au
du

ng
an

 
E

fc
k 

K
im

ia
 

I 1 
-

In
di

ka
si 

K.
 ln

di
ka

si 
Ef

ck
 

Sa
m

pi
ng

 

R
ad

an
g 

m
at

a 
at

au
 I

uk
a.

 -
-·

-·
-·

-·
-·

-·
-·

--
-
-. -

. -.
 -. -

. -.
 -. -

·►
 

I 

' I I I ' I 
-

-
-

-
-

-
-
-

-
__

 _....
._

_
 __

_ 
-

~
 

Do
sis

 
In

te
ra

ks
i 

da
un

 
ler

se
bu

t 
sa

m
pa

i 
ha

lu
s.

 
Pe

ra
s 

da
n 

sa
rin

g,
 di

r 
ya

ng
 

te
rk

um
pu

 
da

pa
t 

di
gu

na
ka

 
n 

se
ba

ga
i 

ob
at 

te
tes

. 

3. 
Re

bu
s 

da
un

 
ile

r 
se

ba
ny

ak
 

5-
10

 
le

m
ba

r 
de

ng
an

 
se

ge
la

s 
ai

r 

j~
 
~-
~-
~ 

=
;;

 
,<

./
 
/'

 
·, 

~
 
=

 ;1; 
. 

--
_ 

x 
j 

~
,<

/
~ 

g
f

;
~

-
z 

>
 

. .,...
 

-
;~

 
~
~
\
 

' 

>
Z

 
~
 

sa
rn

pa
i 

m
en

di
d1

h 
se

la
m

a 
15

 m
en

it 
Se

te
la

h 
di

ng
in

, 
ai

r 
I 

re
bl

&
Jl 

len
:l!

!JU
I 

I 
I 

' 
bi

sa
 

I 

di
"u

na
ka

 
I 

i 
o 

I 
I 

n 
se

ha
ga

i 
0

1'
.H

 l
l"l

t'.
5 

J
r.J

U
 

U
flf

!J
A

 

(U
,

t 
h.1

!.J
 

-

KEMENKES R
I



N
 
~
 

~
 

I I 

N
o 

-- -
N~

~;
---

-
Ta

na
m

an
 

Ja
hc

 
9 

(Z
in

gi
be

r 
O

ffi
cin

al
i.s

 
Re

x
) 

I 

1 O
 I J

om
ba

ng
 (

 
,a

ra
xa

cu
m

 
O

ffi
cin

al
e 

W
eb

er
 e

t 
W

i!!
l!e

r.t
) 

-
-
-
-
-
-

-
Si

f a
t -

Si
fa

t 

Ri
m

 pa
ng

 se
ga

r 
ra

sa
ny

a 
pe

da
s, 

m
an

is,
 s

ifa
tn

ya
 

h?
ng

ai.
 b

er
ba

u 
ar

'lm
at

ik
. 

Ri
m

 pa
ng

 Ja
hc

 
ke

rin
g 

ra
sa

n,
·a

 
pe

da
s, 

sif
at

ny
a 

pa
r.J

S,
 

I He
rb

a 
: r

as
an

ya
 

11
1a

nis
, s

ed
ik

it 
pa

hi
~ 

sif
atn

ya
 

di
ng

ir.
, m

as
uk

 
m

er
id

i.;
n 

ha
ti 

~a
n 

-
·-

--
K

an
du

ng
an

 
K

im
ia

 
M

in
ya

k 
as

iri
, 

(z
in

gi
be

rt!
nc

, P
-

bi
sa

bo
ler

;~
, a

-s
es

qu
i-

ph
cl 

lan
dr

en
e, 

zi
ng

ib
er

ol
, 

m
et

hy
lh

cp
te

no
nc

, 
lin

ar
oo

lO
, o

le
or

es
in

 
(g

in
ge

10
I, 

sh
og

an
l).

 

I I I H
cr

ba
 

rn
en

ga
nd

un
g 

tar
ax

as
ter

ol
, 

tar
ax

ac
er

in
, 

tar
ax

..r
ol

, 
kh

ol
in

, 
in

ul
i, 

pe
kt

in
, 

1.
-

••
 ~

,.
..,

.,
_

,,,
J_

 

-
---

--
·---

--
.. 

-
--

· 
--

--
--

E
fc

k 
ln

di
ka

si
 

Ri
m

pa
ng

 sc
ga

r 
un

tuk
 m

en
ga

tas
i m

ua
l 

m
cm

pu
ny

ai 
Kh

as
iat

 
da

n 
m

un
tah

 (a
ki

ba
t 

sti
r.m

lan
 ~

irk
u!

~s
i, 

m
ab

uk
 k

cn
da

ra
an

, m
ua

l 
0
i1o

m
ak

ik,
 

pa
gi

 h
ari

 p
ad

a 
wa

ni
ta 

an
tie

m
cti

1 ·
. 

ha
m

il)
, d

iar
c, 

pc
ru

t 
ka

rm
in

ati
f (

pc
h1

ru
h 

kc
m

bu
ng

, d
~m

am
, b

atu
k 

kc
nt

ut
), 

be
rd

ah
ak

, n
u, 

pe
ga

l l
inu

 
ck

sp
ek

to
nn

, p
er

ed
a 

(rh
eu

m
at:

sm
), 

tid
ak

 
ba

tu
k 

(a
nt

:tu
sif

1,
 

I na
fsu

 m
ak

an
, t

an
ga

n 
da

n 
an

tir
aa

an
g,

 
ka

ki 
ke

se
m

ut
an

, d
an

 
an

tis
ep

tik
, 

1-
era

cu
na

n 
ma

ka
11

an
. 

m
er

ed
ak

an
 sp

as
m

c, 
O

di
l 
di

af
or

et
:lc 

ko
lik

 (s
p..

sm
od

ic 
pa

in
), 

(p
elu

ru
h 

ke
rin

ga
t; ,

 
rh

eu
m

ati
sm

, s
Pk

it 
di

ur
eti

k 
pi

ng
ga

ng
, n

ye
fi 

ha
id

_ 
da

n 
kc

se
leo

. 

Ri
m

 pa
ng

 ja
he

 
~c

rir
.~ 

be
rk

ha
sia

t 
he

m
os

tat
is

. 

H
er

i,a
 

bc
rk

ha
sia

t 
He

rh
a 

di
gu

na
ka

n 
un

tuk
 

m
em

be
rsi

hk
an

 
pe

ng
ob

ata
n 

ra
da

ng
 

pa
na

s 
~a

n 
ra

cu
n, 

(se
pe

rti
 p

ha
ry

ng
iti

s, 
ko

nj
un

gt
iv

iti
s, 

ak
ut

 
ni

em
bu

ya
rk

an
 

I ap
cn

di
sit

is,
 td

da
n"

 
I 

I. 
h 

K.
 l

nd
ik

as
i 

Ef
ck

 
Sa

m
pi

ng
 

Pc
nd

cr
ila

 
hi

pc
rte

ns
i, 

, -
,.u

 ..
 

·=
• 

ra
da

ng
 k

uli
t . 

Ul
ku

s 
lam

b•
m

g 

I I 
. . 

... -
. -.

 -·
 ... -

· ...
 -.

.. 
-·-

···
· ··

···
···

• 

I 

Pl
"n

de
rit

a 
ale

rg
i 

jo
m

ba
ng

 

D
os

is 

A.
 U

nt
uk

 
m

inu
m

, 
reb

us
 

rim
pa

ng
 ja

hc
 

3-
10

 g
. 

l!.
Pc

m
ak

aia
 

n 
lu

ar
 :

 
Ja

he
 2

 jar
i 

tum
bu

k 
sa

m
pJ

i h
i;lu

s 
tam

ba
h 

air
 

sc
cu

ku
pn

y 
a 

sc
hi

ng
ga

 
m

en
jas

di 
ad

on
an

, 
te1

11
pe

lka
n 

di
tcm

pa
t 

ya
ng

 sa
kit

. 

I A
. U

nt
uk

 
!!!!

!!.!
!ill,

 
he

rb
a 

sc
gd

f 
se

ba
ny

ak
 

15
-3

0 

-
ln

te
na

ks
i 

I 

"'
l:

 
~;

 
~ ~

 
:,: 

;; 
z 

Cl 
0

"
' 

0 
:t

 
z

),
 

Cl
~

 
:;;

 z
 

KEMENKES R
I



N
 '° N 

No
 I 

N
am

a 
Ta

na
m

an
 

Si
fa

t -
Si

fa
t 

lam
bu

ng
 se

rta
 

ton
ik 

pa
da

 h
ati

 d
an

 
da

ra
h.

 

Ak
ar

 : 
se

di
ki

t 
pa

hit
, 

Ka
nd

un
ga

n 
Ki

m
ia 

as
pa

rag
in.

 

Al
<a

r 
m

en
ga

nd
un

g 
tar

ax
ol

, 
tar

ax
er

ol
, 

tar
ax

ici
n, 

tar
ax

as
ter

ol
, 

be
ta-

am
yr

in,
 

sti
gm

as
ter

ol
, 

be
ta-

sit
os

ter
ol

, 
ch

oli
ne

, 
lev

uh
h, 

pe
kti

n, 
inu

lin
, 

ka
lsi

um
, 

ka
liu

m
, 

glu
ko

sa
, d

an
 fr

uk
tos

a. 

Da
un

 
m

en
ga

nd
un

g 
lut

ein
, 

vio
laz

an
thi

n,
 

pla
sto

qu
ino

ne
, 

tan
in,

 
ka

ro
ten

oid
, 

m
ine

ral
 

(k
ali

um
, 

na
tri

um
, 

ka
lsi

um
, 

ch
oli

ne
, 

co
pp

er,
 

za
t 

be
s~

 
m

ag
ne

siu
m

, 
fo

sfo
r, 

sil
iko

n, 
su

lfu
r),

 
da

n 
vit

am
in 

(A
, B

l, 
B2

, C
 

d11
11D

). 

Bu
ag

a 
am

idi
ol 

fia
vo

xa
nlh

in
. 

I m
en

ga
nd

un
g 

\ 
\ 

sit
os

ter
oL

 
sti

gm
as

t-7
-c

n-
3 

ol
_, 

. w
m

 
fo

la
t, 

da
n 

v1
uu

nm
 C

. 
l~

 _
..

..
_

_
 _

_
_ 

..
.l

._
 _

_
_

_
 _
_

;L
 

me
ng

an
du

ng
 

da
n 

Po
Ue

 
be

ta-
5-a

lfa
 

be
ta-

Ef
ek

 

an
tib

io
tik

, 
an

tir
ad

an
g,

 
m

en
gh

ila
ng

ka
n 

be
ng

ka
k, 

diu
ret

ik 
ku

at,
 

se
rta

 
m

en
ing

ka
tka

n 
pr

od
uk

si 
em

pe
du

. 

Ak
ar

 
be

re
fek

 
an

tit
ok

sik
, 

diu
ret

ik
, 

an
tip

ire
tik

, 
pe

ng
ua

t 
lam

bu
ng

, s
tom

ak
ik,

 
ko

lag
og

a,
 

lak
tag

og
a,

 
lak

sa
tif

 
rin

ga
n, 

. d
an

 
m

en
ur

un
ka

n 
ka

da
r 

glu
ko

sa
 d

ara
h. 

ln
di

ka
si 

pa
ng

gu
l, 

he
pa

titi
s, 

kh
ole

sis
titi

s, 
ab

se
s 

pa
yu

da
ra)

, i
nfe

ks
i d

an
 

ba
tu 

sa
lur

an
 k

en
cin

g, 
pa

ro
titi

s, 
dia

re
, d

ise
ntr

i, 
tid

ak
 na

fsu
 m

ak
an

, 
ga

str
itis

, d
iab

ete
s 

me
llit

us
, h

ipe
rte

ns
i, 

an
em

ia,
 tu

ng
ka

i e
de

ma
, 

lek
or

e, 
AS

I s
ed

iki
t, 

ce
llu

lite
, h

ipe
rtr

of
i 

pr
os

tat
, m

en
ing

ka
tka

n 
pe

mb
ua

ng
an

 as
am

 u
rat

, 
tum

or
 pa

da
 si

ste
m 

pe
nc

ern
aa

n (
 es

of
ag

us
, 

lam
bu

ng
, u

su
s,

 ha
ti,

 da
n 

pa
nk

rea
s ),

 ka
nk

er 
(p

ay
ud

ara
, p

aru
-p

aru
, 

se
rv

iks
, d

an
 gu

si)
, s

ert
a 

leu
ke

mi
a g

ran
ulo

sit
ik 

kro
nik

. 
ka

nk
er,

 tu
mo

r, 
ata

u 
pe

ny
ak

it b
era

t, 

pa
y11

da
ra 

be
ng

ka
k, 

bis
ul,

 

K.
 ln

di
ka

si 
Ef

ek
 

Sa
m

pi
f!g

 

·I
··

· ·
··

··
··

··
··

··
·I

··
 ..

•.
•.

. '
•

··
►
 

ko
ren

g, 
bo

ro
k y

an
g 

. 1
 .

.•
.•

••
. ··

···
···

+
· .

...
..

. · ►
 

da
lam

, g
igi

tan
 u

lar
, d

an
 

luk
ab

ak
ar.

 

-
-
.
 .

 
-
-

Do
sis

 
j 

fn
te

ra
ks

i 
! 

dir
eb

us
 at

au
 j

 

dit
um

bu
k,

 
I 

lal
u 

pe
ras

. 
, 

Se
lan

ju
tny

a 
! 

rni
nu

rn 
air

 
I 

pe
ras

an
ny

a 
ata

u 
dig

un
ak

an
 

un
tuk

 
c.1

mp
ura

n 
res

ep
., 

reb
us

 h
erb

a 
sc

ba
ny

ak
 

20
-6

0g
 , 

lal
u 

mi
nu

rn 
aim

y:i
. 

8.
 Y

nr
u~

 
pt

m
au

iu
 

l!!
!!,

 h
ab

a 
se

ga
l' 

il1
4U

 

w
rd

ig
ilin

g 
sa

m
p.i

i 
ha

lus
.B

ub
uh

 I 
kA

ll 
lec

em
pa

1 
I 

)ll
/1

.g
 S

.U
.JI

 
I 

:::
 

.., 
==

= 
~
 

~ ~
 

,r
-'

 
~ 

0 

~ ~ 
l ~

· 
ff

!
--

--
-. 

2
-

. 
=

:::: 
~
 

~
 

::: 
-

-
'-

2 
-

-
>

 
"-

'-
~ 
~ 

,., 
'-

~
P

 

KEMENKES R
I



'---
-

'---
--

N
 

U
) w
 

'---
-

No
 I

 
N

am
a 

Ta
oa

m
ao

 

I I
 

Ke
ji 

Be
lin

g 
( St

ro
bi

lan
th

e 
s 

Cr
isp

us
 

Bl
.) 

Si
fa

t •
 S

ifa
t 

K
an

du
og

ao
 

K
im

ia
 

Da
un

 k
eji

 b
el!

:ig
 

me
ng

an
d!1

11
g 

sa
po

ni
n, 

tla
vo

no
id

, g
lik

os
ida

, 
ste

ro
l, 

go
lo

ng
an

 te
rp

en
, 

lem
ak

, d
an

 m
in

er
al 

(k
ali

um
 d

en
ga

n 
ka

da
r 

tin
gg

i, 
asa

rn 
sil

ik
at,

 
na

tri
um

, k
als

iu
m

).
 

Ef
ck

 

pe
lur

uh
 k

en
cin

g 
(d

iu
re

tik
), 

pe
nc

ah
ar 

I 
ln

di
ka

si 
I K

. I
od

ik
as

i 
I 

Ef
ek

 
I 

Do
sis

 
\ 

ln
te

ra
ks

i 
Sa

m_
pi

n 
Ai

r r
eb

us
an

 
ag

ar 
tun

uh
 se

ga
r d

an
 

da
un

 b
isa

 
ku

lit
 w

aja
h 

be
ba

s d
ari

 
• 

-·-
·-

·-·
-·

-·
-·

-·
- .

. ···
·-.

 · · ·
· ·

· ·
·►
 

di
gu

na
ka

n 
fle

k 
hit

am
 (f

re
ck

les
) d

an
 

jer
aw

at.
 

Ak
ar

 u
ntu

k
: 

pe
ng

ob
ata

n 
he

pa
tit

is 
jau

nd
ice

. i
nf

ek
si

 
ka

nd
un

g 
em

pe
du

, 
m

en
ce

ga
h 

tim
bu

lny
a 

ba
tu 

em
pe

du
, 

me
mp

erb
an

ya
k A

S!
, 

se
mb

eli
t k

uli
t (

se
pe

rti
 

je
raw

a~
 e

ks
im

 
ps

or
ias

is)
, r

em
ati

k,
 

ter
m

as
uk

 o
ste

oa
rh

rit
is 

go
ut.

 

dig
un

ak
an

 se
ba

ga
i o

ba
t 

un
tuk

 m
en

ga
tas

i b
atu

 
sa

lud
an

 k
en

cin
g,

 ba
tu 

ka
ntu

ng
 em

pe
du

, 
ke

nc
ing

 k
ur

an
gla

nc
ar,

 
se

m
be

lit
, d

an
 k

en
cin

g 
ma

n is
 ( d

iab
ete

s 
m

eil
itu

s).
 

Iu
ka

 ak
iba

t g
igi

tan
 u

lar
, 

bin
ata

ng
 b

erb
isa

, d
an

 
se

ra
ng

g_a
 la

inn
~.

 

un
tuk

 m
an

di 
ag

ar 
tub

uh
 

se
ga

r .
 

IQ
.30

 g
 

• •
· ·

··
· ·

· ·
· ·

· ·
··

· ·
· •

· ·
· ·

··
· ·

· ·
· ·

· ·
· ·
►

I a
lca

r, 
lal

u 
mi

nu
m 

Pe
nd

eri
ta 

sa
ki

t 
lam

bu
ng

 at
au

 
ga

str
iti

s 

-· ·
··

···
···

···
···

•· ·
···

···
··-

·•·
·•

 

air
ny

a.
 A

tau
 

1• 

ak
ar 

ke
rin

g 
d.

 ·1
· 

I 
1g

1 m
g 

: 
lia

lus
. A

m
bil

 1 

1-2
 se

nd
ok

 
I 

th
e,

 la
lu

 
se

du
h 

ce
ng

an
 ai

r 
pa

na
s. 

Jik
a 

di
pe

rlu
ka

n, 
tam

ba
hk

an
 

air
pe

ra
sa

n 
jer

uk
 n

ipi
s 

un
tuk

 
m

em
pe

rb
aik

 
i r

as
a 

A.
 

Un
tu

k 
I ob

at 
ya

ng
 

di
m

in
um

, 
reb

us
 

da
un

 
se

ga
r 

(2
5-

30
g)

. 

B.
 U

nt
uk

 
pe

m
ak

aia
n 

h1
ar

, d
rum

 
se

ga
r 

se
cu

ku
pn

ya
 

di
be

rsi
hk

an
, 

! I I I 

"
3:

 
"' 

"' 
~
~ 

~
~
 

" 
- - ,
: 

z
"'

 
"'V

, 
0

~
 

z
-

C;
 ~
 

>
Z

 

KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I



KEMENKES R
I


	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }



